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PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-007/A/JA/08/2016
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

TAHUN 2015 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
huruf a dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;

bahwa kewajiban pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,;

bahwa laporan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dari
kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2005-2009 dan
Tahun 2010-2014 mendapat nilai CC;

bahwa melaksanakan surat dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/3999/M.PANRB/12/2015, terhadap hasil evaluasi
kinerja dan anggaran pada periode Rencana Strategis
Tahun 2010-2014 yang mengamanatkan penyusunan
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia harus
Cascading mulai dari tingkat satuan kerja pusat
(Kejaksaan Agung/Jaksa Agung dan Eselon I) sampai
dengan tingkat satuan kerja daerah (Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri/Eselon
II, Eselon III dan IV);

bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2015-2019 memuat arah kebijakan Kejaksaan
Republik Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,
yang merupakan komitmen Kejaksaan Republik
Indonesia dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum
dalam rangka mendukung kesinambungan
pembangunan nasional sesuai dengan arahan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional masih harus direvisi;

bahwa melaksanakan rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar
Biro Perencanaan memastikan tersedianya revisi Rencana
Strategis Kejaksaan Republik Indonesia dan unit kerja di
lingkungannya yang lebih berkualitas dan terukur,
menggambarkan kinerja jangka menengah yang terukur,
layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan
ditagih hasilnya saat dibutuhkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i, perlu
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menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana
Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 -
2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4464);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 65);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1459);

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-021/A/JA/03/2011
tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Nomor S5 Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 860);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2.  Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan negara.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN
2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk pereode S (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

4. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima)
tahun yaitu terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan
tahun 20109.

5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

7. Tujuan adalah langkah pertama dalam membuat
perencanaan sehingga dalam pelaksanaan misi terarah
sesuai dengan hasil yang ingin dicapai dalam suatu
organisasi.

8. Sasaran Strategis adalah ukuran pencapaian dari tujuan
sebagai perwujudan visi dan misi.

9. Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun
secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam
jangka waktu tertentu.

10. Anggaran adalah suatu rencana biaya yang disusun

secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

dalam seluruh program/kegiatan/sub kegiatan suatu
organisasi untuk jangka waktu (periode) tertentu dan
masa yang akan datang.

Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan
capaiannya (prestasi kerja atau hasil kerja) yang
diwujudkan dalam melaksanakan suatu
program/kegiatan/sub kegiatan/ untuk mencapai tujuan
dan sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
program/kegiatan yang diukur untuk menetukan apakah
tujuan dan sasasran sudah tercapai.

Indikator Kinerja Strategis adalah indikator kinerja
prioritas yang mengindikasikan terwujudnya indikator
kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan yang relevan, penting,
dan efektif yang dilakukan di tingkat organisasi.

Indikator Kinerja Utama adalah Indikator kinerja yang
dilakukan di tingkat eselon I.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Indikator Kinerja yang
dilakukan di tingkat eselon II maupun eselon III.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Jaksa
Agung untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-
bidang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang
dilaksanakan oleh aparatur Kejaksaan Republik
Indonesia yang dikoordinasikan oleh masing-masing

pimpinan bidang.

Pasal 2
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun
2015-2019 yang merupakan arah kebijakan Pemerintah,
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terutama yang terkait dengan program dan kegiatan
prioritas pembangunan nasional yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan
Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 selain memuat Strategi Pembangunan
Nasional, Kebijakan Umum, Program Kejaksaan Republik
Indonesia secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
dalam rencana kerja yang berupa kerangka program dan
kegiatan serta kerangka kelembagaan dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif dan juga memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan (yang telah direvisi),
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Pasal 3

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kejaksaan

Republik Indonesia Tahun 2015-2019 :

a. Pendahuluan tentang Kondisi Umum, Serta Potensi
dan Permasalahan;

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia;

c. Arah Kebijakan dan Strategi tentang Arah dan
Kebijakan Strategi Nasional, Arah dan Kebijakan
Strategi Kejaksaan Republik Indonesia serta
Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Kejaksaan Republik Indonesia;

d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;

e. Penutup; dan

f.  Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Matrik
Kerangka Regulasi.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun

2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia pada tiap tahun selama 5
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(3)

(4)

(9)

(lima) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun

2019.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun

2015-2019, disamping adanya Rencana Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia pada tiap tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), merupakan pedoman bagi para

Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II di lingkungan

Kejaksaan Agung, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi,

Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri, serta Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia

pada perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;

b. membuat visi dan misi masing-masing bagi para
Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia;

c. menyusun Rencana Kerja Tahunan dari masing-
masing satuan kerja/bidang/unit kerja; dan

d. menyusun laporan keuangan dan kinerja.

Untuk tingkat Satuan Kerja baik pusat maupun daerah

(Kejaksaan Agung/Jaksa Agung R.I, Para JAM,

Kabandiklat, Kejaksaan Tinggi (Kajati)/Eselon 1II ,

Kejaksaan Negeri (Kajari)/Eselon III, dan Cabang

Kejaksaan Negeri (Kacabjari)/Eselon IV) wajib menyusun

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dengan berpedoman

pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif.

Revisi Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Tahun 2015-2019 yang menjadi pedoman untuk

penyusunan Rencana Strategis Eselon I, II, III, dan IV

Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

merupakan penjabaran visi Jaksa Agung Republik

Indonesia yang dilengkapi dengan rencana sasaran

strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang hendak

dicapai dalam rangka mencapai sasaran program

prioritas Jaksa Agung Republik Indonesia.
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Pasal 4
Di tingkat Satuan Kerja para Pejabat Eselon I, II, III dan IV
sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (5) di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia wajib melakukan evaluasi dan
melaporkannya kepada Jaksa Agung dengan tembusan
kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung
Muda Pengawasan, atas pelaksanaan seluruh program dan
kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas dan
fungsi masing-masing, pada akhir pelaksanaan yaitu minggu

pertama bulan November 2019.

Pasal 5
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-
2019 yang telah direvisi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa

Agung ini.

Pasal 6
Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda
Pembinaan bertanggung  jawab untuk melakukan
pengawasan, penilaian, monitoring, dan evaluasi, atas
pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum
dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2015-2019, serta melaporkan hasilnya kepada Jaksa
Agung dan/atau kepada Kementerian/Lembaga terkait
lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku,
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
010/A/JA/06/2015 Tanggal 15 Juni 2015 tentang Rencana
Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 — 2019
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 8
Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
ttd
H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-007/A/JA/ /2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-
010/A/JA/06/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-
2019

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM
a. Kondisi Umum Rencana Strategis 2010 — 2014
Rencana strategis tahun 20 10-20 14 menetapkan dua sasaran strategis
yangmengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang — Undang nomor 17
Tahun 2003 tentang Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Kinerja Berbasis
Kompetensi dan Kompetensi Berbasis Sertifikasi dimana pencapaian target
kinerja dan realisasi anggaran difokuskan pada dua sasaran sebagai berikut :
1. Sasaran pertama difokuskan pada Perencanaan Teknis(kebijakan
pembangunan dibidang hukum dan aparatur) yakni pelaksanaan
tugas dan fungsi Kejaksaan RI sebagai salah satu aparatur penegak
hukum di Indonesia di bidang penuntutan dan tugas lainnya yang
diberikan oleh pemerintah, yang dilaksanakan pada bidang PIDSUS,

PIDUM, INTEL,DATUNyang dicapai melalui :

a. Program Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan
Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
(006.001.06).

b. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
(006.01.07)

c. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus,
Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
(006.01.08)

d. Program Penanganan dan Penyelesaian Perdata dan Tata Usaha
Negara (006.01.09)

2. Sasaran kedua difokuskan pada Perencanaan Non Teknis/Generik

(difokuskan pada sasaran manajerial dan sumber daya manusia)yang

www.peraturan.go.id



2016, No.1577 1o

dilaksanakan pada bidang Pembinaan, Pengawasan, Badan Diklat

yang dicapai melalui :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kejaksaan R.I (006.01.01).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan
Republik Indonesia (006.01.02).

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kejaksaan R.I (006.01.03).

d. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
(006.01.095).

Hal — hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan setiap
Program Kegiatan Kinerja dan Anggaran tersebut di atas :
1. Perlunya Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja dan Capaian Output Kinerja Setiap tahun

Anggaran.

b. Kondisi Penegakan Hukum Tahun 2010 - 2014
Penegakan hukum dalam tahun anggaran / kurun waktu pada Rencana
Strategis tahun 2010-2014dapat direkonstruksi setidaknya melalui produk
Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakan Hukum,Kinerja

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Produk Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penegakan Hukum

Dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, terbit

beberapa undang-undang terkait dengan penegakan hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Undang-Undang NomordS Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN
Convention On Counter Terrorism (Konvensi ASEAN Mengenai
Pemberantasan Terorisme);

3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
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5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan,

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan
International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear
Terrorism  (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan
Terorisme Nuklir);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Selain itu terdapat tiga undang-undang terkait penegakan hukum yang

menekankan pada kerjasama internasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana,

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang
Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana; dan

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik

India.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Intelijen Negara maka Intelijen Kejaksaan RI sebagai Intelijen penegakan
hukum dalam Undang-undang Intelijen Negara merupakan bentuk keseriusan
pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan
proporsional sehingga diperlukan dukungan Intelijen Kejaksaan RI, baik secara
preventif maupun secara represif guna penciptaan kondisi dan antisipasi
Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap pelaksanaan
penegakan hukum melalui pelaksanaan fungsi Intelijen penyelidikan,

pengamanan dan penggalangan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Data yang diperoleh dari Bappenas menunjukkan bahwa tindak pidana

Persocalan paling mendesak s |
ang harus diatasi penegak “ e
hukum saat ini z

korupsi merupakan persoalan yang
paling mendesak (63%) yang harus

diatasi oleh penegak hukum saat ini, :
Arminalitas 3

menyusul kemudian penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan

obat-obat terlarang (11,6%) serta
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-14-

tindak pidana lainnya (9,5%).
Disamping itu tindak pidana korupsi dan birokrasi yang tidak efisien
merupakan faktor utama penghambat daya saing sebagaimana penggambaran

diagram di bawah ini

Coruption ] 19.3
Inefficient government bureaucracy { 15
Inadequate supply of infrastructure e 9,1
Poor work ethic in national labor force 1 . 5,7
Restirictive labor regulations ] : 6,3
Inflation ——— 5 2
Access to financing mEEE————— 6,9
Policy instability 5,7
Foreign currency regulations - 1,6
Tax regulations h 2,6
Government instability 1 4,9
Crime and theft | 2,8
Inadequately educated workforce . — 4,2
Taxrates — 5%
Insufficient capacity to innovate 1 2:1
Poor public health L 35
0 5 10 15 20 25

Grafik 1. Tindak Pidana Korupsi dan Birokrasi yang tidak Efisien

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap tahun terungkap tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana yang
diperlihatkan oleh data dibawah ini, di mana dalam kurun waktu tahun 2010 -
2014 jumlah Kepala Daerah di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang

melakukan tindak pidana korupsi sebesar 26 orang yang ditangani oleh

Kejaksaan RI.

Tabel 1. Jumlah Kepala Daerah yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Tahun
2010 - 2014

Kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk memberantas
korupsi terjabarkan dalam instruksi tentang aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang diterbitkan setiap tahun sejak tahun 2011:

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-

Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak;
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus

Bank Century;
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3. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi;

4. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

5. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

6. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengalami
perbaikan setiap tahunnya. Hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
yvang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TI), di mana
terdapat peningkatan sebesar 0,2 poin dari tahun 2010 (2,8) ke tahun 2011
(3,0). Terdapat perubahan metodologi indeks pada tahun 2012, di mana
hasilnya sama dengan capaian tahun 2013 (3,2). Meskipun mengalami
perbaikan, akan tetapi upaya pemberantasan korupsi masih memerlukan

percepatan.

Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Rencana Strategis tahun 2010-
2014 difokuskan pada 9 (sembilan) program area perubahanyang terdiri dari:
manajemen perubahan, penataan Peraturan Perundang-Undangan, penataan
dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen
SDM aparatur, penguatan pengawasan,penguatan akuntabilitas Kkinerja,
peningkatan kualitas pelayanan publik, danmonitoring, evaluasi, dan
pelaporan.

Agenda Reformasi Birokrasi memberikan pengaruh cukup signifikan
khususnya terhadap kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga terkait. Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu tahun
2010-2014 telah mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik dan
mengupayakan optimalisasi pelayanan publik. Namun demikian upaya
Reformasi Birokrasi masih banyak terfokus pada pemenuhan persyaratan
formil seperti adanya peraturan dan dokumen konseptual. Penguatan
kelembagaan dan penataan sistem manajemen SDM aparatur masih menjadi
pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan penegakan hukum.

www.peraturan.go.id



2016, No.1577 16

c. Pencapaian Kinerja Penanganan Perkara

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Pada Program Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang dilakukan
Kejaksaan RI walaupun bukan merupakan prioritas nasional sebagaimana
penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun mengingat fungsinya
memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan,
schingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan
RI dalam rangka mencapai visi yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap Kejaksaan R.I sebagai lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan R.I memberikan
perhatian yang penuh pula pada penanganan perkara Tindak Pidana Umum
dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan
melakukan percepatan dan optimalisasi melalui:

1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan
terkendali secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan
hati nurani;

2. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih
sederhana;

3. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan
rasa keadilan masyarakat;

4. Pendelegasian wewenang pengendalian Rencana Tuntutan dan pidana
terhadap Perkara Penting (PK-Ting);

5. Meminimalisir bolak-balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21.

Bidang Tindak Pidana Umum dari tahun ke tahun tingkat capaian
kinerjanya selalu diatas 100%. Dengan melihat alokasi anggaran yang
diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan R.I dan dihubungkan dengan
target penanganan perkara, maka dapat disimpulkan pada setiap tahunnya
masih banyak perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejaksaan R.I
namun tidak mendapatkan anggaran dalam penanganan dan penyelesaian

perkara tersebut.

Sejumlah cara telah dilakukan, yaitu dengan menetapkan anggaran untuk
tiap penanganan perkara adalah lebih rendah dari SBK, sehingga diharapkan
dapat mengcover seluruh kebutuhan penanganan perkara Tindak Pidana

Umum penanganan perkara, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa
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menutupi seluruh jumlah perkara Tindak Pidana Umum yang tiap tahun
semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kejahatan di

masyarakat. Berikut data penanganan perkara Tindak Pidana Umum :

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

Penerimaan | 45 292 | 188.150 | 140.875 | 149.800 | 166.804
SPDP :
Penyerahan
Berkas Tahap I | 131.100 | 154.961 | 111.702 | 123.998 | 158.356
(Pratut)
P-21 (Berkas - - .
LocrRe 116.028 | 139.275 | 105.982 | 120.536 | 140.750
Perkara Lengkap) | 1 16:028 | 139:275 | 105.982 | 120.536 | 140.750
Tahap II
(Penumtutan) | 114261 | 108.587 | 115.896 | 121623 | 124.922
Dﬂ’mPPalNﬂ‘an ke | 108.722 | 104.376 | 114.332 | 121.079 | 120.643

Tabel 2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

2. Penanganan Upaya Hukum

Banding 10.491 | 11.034 | 11.445 7.071
Kasasi 10.042 9.958 10.348 6.523 5.122
Grasi 2.112 2.109 2.101 990, 732
Peninjauan
Kembali 569 579 563 251 185

Tabel 3. Penanganan Upaya Hukum

3. Penanganan Perkara Penting
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Terorisme

Perlindungan

; 4.454 4.620 4.461
Anak 2

44 - -
369 411 S
|
160 | 65 69
-
Imigrasi 34 84 | 48

Tabel 4. Penganan Perkara Pentig

4. Terpidana Mati
a. Jumlah Terpidana Mati (Oharda, Kamnegtibum, TPUL)

2010 2
2011 7
2012 11
2013 14
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Tabel 5. Jumlah Terpidana Mati

b. Jumlah Terpidana Mati

Kamnegtibum, TPUL)

2010

2011

2012

2013

2014

2016, No.1577

vang Telah Dieksekusi (Oharda,

Tabel 6. Jumlah Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi

c. Jumlah Terpidana Mati

Kammnegtibum, TPUL)

2010 -
2011 1
2012 2
2013 -
2014 -

yvang Mendapatkan Grasi (Oharda,

Tabel 7.Jumlah Terpidana Mati yang Mendapatkan Grasi

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui jalur penindakan masih

merupakan prioritas nasional yang harus dipenuhi Kejaksaan R.I baik target

kuantitas maupun kualitasnya.

Untuk itu, hampir setiap tahunnya pimpinan Kejaksaan R.I memberikan

atensi penuh terhadap capaian kinerja Kejaksaan R.I di bidang Tindak Pidana

Khusus, utamanya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik

dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan sampai dengan
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eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan
hukum tetap.

Dari sisi kebijakan, pimpinan Kejaksaan R.I telah mengeluarkan produk
ketentuan internal untuk mempercepat, menjamin transparansi, serta
akuntabilitas penanganan perkara. Sejak tahun 2010-2014 setidaknya telah
dikeluarkan puluhan produk ketentuan internal baik dalam bentuk Peraturan
Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung dan Surat Edaran yang dikeluarkan
oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ketentuan internal tersebut,
diantaranya yaitu:

1. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010
tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis
Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

2. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/A/JA/01/2010
tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri
dengan nilai kerugian negara Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan
penuntutan pengendalian penanganan perkaranya dilakukan oleh
Kepala Kejaksaan Negeri.

- Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara diatas
Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), termasuk kebijakan
penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan
perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

- Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat
dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu
yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan
perkaranya dilakukan oleh Jaksa Agung RI.

3. Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor: SE-002/A/JA/01/2010 tanggal
13 Januari 2010 tentang Penangguhan dan Pengalihan Jenis
Tahanan, yaitu:

- Setiap tindakan penahanan, pengalihan jenis tahanan maupun
penangguhan penahanan tidak memerlukan persetujuan Jaksa
Agung RI, kecuali terhadap perkara tertentu yang menarik perhatian
masyarakat dan berdampak nasional dan internasional atau yang

mendapat atensi pimpinan,;
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- Penahanan, pengalihan jenis penahanan maupun penangguhan
penahanan dimaksud sesuai dengan hukum acara pidana yang
berlaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta
kearifan daerah;

- Melaporkan pelaksanaan penahanan, pengalihan penahanan, dan
penangguhan penahanan tersebut secara berjenjang.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003/A/JA/03/2010
tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara
Tindak Pidana Korupsi, yang memuat tolok ukur tuntutan pidana,
besarnya denda serta uang pengganti dengan memperhatikan
besarnya kerugian negara, yang dapat diselamatkan serta yang
dinikmati terdakwa, untuk seluruh Kejaksaan di Indonesia, dengan
maksud agar tidak terjadi disparitas antar Kejari dan Kejati di
seluruh Indonesia.

Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-040/A/Fd.1/06/2010 tanggal 7
Juni 2010 tentang Pengamanan dan Koordinasi dalam Penanganan
Perkara Tindak Pidana;

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tanggal
28 Desember 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia;

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-002/A/JA/08/2011 tentang
Tugas dan Wewenang Tim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
Umum dan Tindak Pidana Khusus;

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-
1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan
Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang
pada pokoknya meminta kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi
agar penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada
pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat
dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going
on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau
berkelanjutan);

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-
599/F.2/Fd.1/03/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Jangka
Waktu Penyelidikan dan Penyidikan,;
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10. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-
431/F.3/Ft.1/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang
Kecermatan dalam Penyusunan Surat Dakwaan Perkara Tindak

Pidana Korupsi.

Dari sisi kuantitas, pada periode tahun 2010-2014 Kejaksaan R.I telah
secara optimal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada setiap
tahunnya, kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan R.I dalam
melakukan penyidikan secara akumulatif dari tingkat pusat sampai dengan
daerah selalu melampaui target yang ada. Mengingat pemberantasan tindak
pidana korupsi merupakan program prioritas nasional, maka target yang
ditetapkan tersebut tentunya telah sesuai dengan target sebagaimana tertera
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada setiap tahunnya dan disesuaikan
dengan alokasi anggarannya. Hasil pelaksanaan tugas Bidang Tindak Pidana

Khusus selama kurun waktu tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tabel 8.Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada tahap penuntutan, realisasi kinerja Kejaksaan R.I dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi tercatat fluktuatif, dimana realisasi
kinerja tertinggi secara kuantitas yaitu ada tahun 2014 dan tercatat capaian
kinerja yang paling besar lonjakannya, bila dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dari sisi kuantitas, tentunya
bukanlah satu-satunya target keberhasilan kinerja Bidang Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan RI. Menindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana KhususNomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010
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tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
Korupsi, maka Kejaksaan RI juga telah menargetkan keberhasilan penanganan
perkara korupsi dari sisi kualitas yaitu penanganan perkara korupsi yang
bersifat big fish. Sejak tahun 2010-2013, setidaknya terdapat beberapa perkara
korupsi yang ditangani Kejaksaan RI dan menarik perhatian publik, antara
lain :

a. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dan penggunaan
kredit oleh Bank Jabar dan Banten (BJB) cabang Surabaya;

b. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan benih oleh PT. Sang
Hyang Seri (persero) tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011;

c. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh
PT. Bank BRITbKk;

d. Perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi
radio 2,1 ghz / generasi tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat
Mega Media (IM2);

e. Perkara tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek
bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia;

f. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pekerjaan atas
pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),
jasa pemeliharaan Sistem Monitoring Pembayaran Direktorat Jenderal
Pajak dan pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

g. Dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan

oleh Dhana Widyatmika.
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2. Penuntutan Tindak Pidana Perikanan
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Grafik 2. Jumlah Penuntutan Tindak Pidana Perikanan

3. Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan
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Grafik 3.Jumlah Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan

4. Penuntutan Tindak Pidana Cukai
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Grafik 4.Jumlah Penuntutan Tindak Pidana Cukai
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5. Penanganan Upava Hukum Tindak Pidana Khusus

a. Januari — Desember 2010

]

I el N A

Tabel 9.Jumlah Penanganan
Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus Tahun 2010

b. Januari — Desember 2011
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Tabel 10.Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus 2011

c. Januari — Desember 2012

| - [ 534 | 417 | - ]106] 5 |

HE R

Tabel 11.Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus 2012

d. Januari — Desember 2013
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..

Tabel 12. Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus2013

e. Januari — Desember 2014

1 A

NS NER

Tabel 13.Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus 2013

Catatan :

P : Perlawanan

B : Banding

K : Kasasi

KH : Kasasai Demi Kepentingan Hukum

PK : Peninjauan Kembali

G : Grasi

6. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak
pidana korupsi melalui jalur pidana, maka sejak tahun 2010-2014 kinerja
Kejaksaan RI untuk mengembalikan uang dan aset hasil tindak pidana korupsi

kepada negara terus meningkat, dengan capaian kinerja sebagai berikut:
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250,000,000,000

203,955,303,330.80
200,000,000,000 -

175,332,193,856.80

150,000,000,000 -

112,846,014,370.92

100,000,000,000 -

676.604.823.729 4
24,275,665,222.50

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

50,000,000,000 -

Grafik 4.Jumlah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

7. Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat

Penuntutan 2011 -

Penuntutan 2013 -
Tabel 14.Jumlah Penanganan Tindak Pidana Pelanggan HAM Berat
2010-2014

3. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN

Tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
didasarkan pada pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
yang menyatakan : “di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan
dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan

untuk dan atas nama negara atau pemerintah “.

Peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui fungsi Jaksa
Pengacara Negara, diperkuat pula dengan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal
34 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 yang
pada pokoknya ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwa  dalam hal
penyidikan tidak terdapat cukup bukti atau tersangka meninggal saat

dilakukan penyidikan atau saat pemeriksaan di muka persidangan, sedangkan
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secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik atau
penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan atau
salinan berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan
gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk
mengajukan gugatan baik terhadap tersangka atau ahli waris tersangka /

terdakwa.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden R.I No. 38 tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, lingkup tugas dan fungsi
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi: penegakan hukum, bantuan
hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau
pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah
pusat dan daerah, BUMN/BUMD untuk menyelamatkan, memulihkan
kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah serta

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Memperhatikan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan tersebut di atas, maka fungsi
Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang paling utama dan memberikan
manfaat baik bagi negara maupun masyarakat, yaitu fungsi menyelamatkan
dan memulihkan kekayaan negara akibat perbuatan melawan hukum ataupun

wanprestasi yang dilakukan pihak eksternal.

Capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka
menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, sejak tahun 2010-2014
tentunya membawa dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pengamanan pembangunan secara keseluruhan.
Hasil capaian kinerja tugas dan fungsi JAM DATUN selama periode tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Piagam Kerjasama Sama (PKS)/MOU

Tahun Surat Kuasa Piagam Kerja Sama
Khusus (SKK) (PKS)/MOU
2010 2355 SKK 411 PKS
2011 3322 SKK 730 PKS
2012 1708 SKK 610 PKS

www.peraturan.go.id



2016, No.1577

-29_
2013 2961 SKK 391 PKS
2014 1694 SKK 220 PKS

Tabel 15. Jumlah Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Piagam Kerjasama Sama
(PKS)/MOU Tahun 2010-2015

2. Bantuan Hukum
a. Periode Tahun 2010
1) Perkara Perdata

Perkara ditangani 737 perkara

Perkara diselesaikan 160 perkara

Tahap persidangan 577 perkara

(PN= 163, PT= 151, Kasasi =

224, PK= 39)

Keuangan/kekayaan negara Rp 2.161.720.076.986,00

yang berhasil diselamatkan US$ 3,974.64
Asetyang dapat diselamatkan -

Tabel 16 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2010

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 270 perkara
Perkara diselesaikan 82 perkara
Tahap persidangan 188 perkara
(PN= 15, PT= 56, Kasasi = 47,
PK= 22, Judicial Review= 48)

Tabel 17 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2010

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani 2350 perkara
Perkara diselesaikan 296 perkara
Negosiasi 2051 perkara
(PN= 163, PT= 151, Kasasi =

224, PK= 39)

Keuangan/kekayaan negara Rp 1.906.267.795.169,59
yang berhasil dipulihkan US$ 344.533,32

Tabel 18 Jumlah Perkara Pemulihan Hak Tahun 2010
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b. Periode Tahun 2011

1) Perkara Perdata

Perkara ditangani 744 perkara
Perkara diselesaikan 144 perkara
Tahap persidangan 630 perkara

(PN= 185, PT= 175,
Kasasi = 231, PK= 39)

Keuangan/kekayaan negara Rp 34.896.635.592.800
yang berhasil diselamatkan

Aset yang dapat 4 unit truck
diselamatkan

Tabel 19 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2011
2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 271 perkara
Perkara diselesaikan 70 perkara
Tahap persidangan 201 perkara
(PN=33, PT=48, Kasasi=53,
PK=17, Judicial Review=50)

Tabel 20 Jumlah Perkara Tat Usaha Negara Tahun 2011

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani 3717 perkara
Perkara diselesaikan 622 perkara
Negosiasi 3095 perkara
Keuangan/kekayaan negara yang Rp 179.679.136.894,83
berhasil dipulihkan Us$ 112.000,00

Tabel 21 Jumlah Perkara Pemulihan Hak Tahun 2011
c. Periode Tahun 2012

1) Perkara Perdata

Perkara ditangani 963 perkara

Perkara diselesaikan 157 perkara

Tahap persidangan 806 perkara

(PN= 310, PT=181, Kasasi = 269,

PK= 46)

Keuangan/kekayaan negara yang Rp 2.084.813.235.837,18
berhasil diselamatkan
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Aset yang dapat diselamatkan Tanah 120.554 M2

Tabel 22 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2012

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 330 perkara
Perkara diselesaikan 90 perkara
Tahap persidangan 240 perkara

(PN= 41, PT= 58, Kasasi= 55,
PK= 22, Judicial Review=64)

Tabel 23 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2012

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani 5517 perkara
Perkara diselesaikan 1784 perkara
Negosiasi 3730 perkara
Keuangan/kekayaan Rp 437.801.672.736,84
negara yang berhasil US$ 198.124,19
dipulihkan

Tabel 24 Jumlah Perkara Pemulihan Hak Tahun 2012

d. Periode Tahun 2013
1) Perkara Perdata

Perkara ditangani 185 perkara
Perkara diselesaikan 79 perkara
Tahap persidangan 912 perkara
(PN= 408, PT= 185, Kasasi=
271, PK= 48)
Keuangan/kekayaan Rp 1.093.535.428.352,90
negara yang berhasil
diselamatkan
Aset yang dapat Tanah 13.250 M2
diselamatkan

Tabel 25 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2013
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2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 83 perkara
Perkara diselesaikan 70 perkara
Tahap persidangan 201 perkara

(PN= 28, PT= 53, Kasasi= 60,
PK= 22, Judicial Review= 68)

Tabel 26 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2013

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani 101 perkara
Perkara diselesaikan 55 perkara
Negosiasi 3709 perkara
Keuangan/kekayaan Rp 80.857.929.236,03
negara yang berhasil

dipulihkan

Tabel 27 Jumlah Perkara dan Perlindungan Hak Tahun 2013

e. Periode Tahun 2014
1) Perkara Perdata

Perkara ditangani 1017 perkara
Perkara diselesaikan 50 perkara
Tahap persidangan 967 perkara
(PN= 449, PT= 189, Kasasi=
276, PK= 53)
Keuangan/kekayaan negara Rp 505.450.734.795,75
yang berhasil diselamatkan
Aset yang dapat 13 dokumen
diselamatkan

Tabel 28 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2014

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani 263 perkara
Perkara diselesaikan 64 perkara
Tahap persidangan 199 perkara

{PN= 39, PT= 60, Kasasi= 60,
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PK= 12, Judicial Review= 28)

Tabel 29 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2014

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

2463 perkara

Perkara ditangani

Perkara diselesaikan 284 perkara

Negosiasi 2179 perkara
Keuangan/kekayaan Rp 293.985.955.965,58
negara yang berhasil US$ 56.252,03
dipulihkan

Tabel 30 Jumlah Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak Tahun 20 14

2016, No.1577

3. Pelavanan Hukum

No. Tahun Jumlah
1 2010 81
2 2011 88
3 2012 179
4 2013 298
5} 2014 203

Tabel 31 Jumlah Pelayanan hukum Tahun 2010-2011

4. Pertimbangan Hukum

No. Tahun Jumlah
1 2010 76
2 2011 164
3 2012 211
4 2013 387
S 2014 354

Tabel 32 Pertimbangan 2014

5. Penegakan Hukum

Tahun 2010 sampai dengan 2014, jumlah Pembayaran Uang Pengganti
(PUP) yang harus dibayar sebesar Rp 7.477.473.101.952,00 (tujuh trilyun

empat ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta
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seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)

189.637.251,68.

-34-

dan US $

Sedangkan jumlah Pembayaran Uang Pengganti (PUP) yang masuk
(diangsur) sebesar Rp 178.491.259.105,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar

empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu

seratus lima rupiah).

6. Tindakan Hukum Lain

No Tahun Jumlah
1 2010 17
2 2011 1264
3 2012 15
4 2013 1
5) 2014 -

Tabel 33 Tindakan Hukum Lain Tahun 2010-2014

4. Pencapaian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

RI yang menyatakan :

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

8

Pengawasan peredaran barang cetakan;

“Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat

dan negara; dan

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Capaian kinerja bidang ketertiban dan ketentraman umum dalam kurun

waktu lima tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai

berikut:
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1. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi di Bidang Ekonomi dan
Keuangan

Tabel 34 Pengumpulan Data dan Informasi di Bidang Ekonomi dan Keuangan

2. Kegiatan Pelacakan Aset hasil Tindak Pidana

Tabel 35 Kegiatan Pelacakan Aset hasil Tindak Pidana Tahun 2010-2014
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3. Penerbitan, Pencabutan, dan Pengakhiran Pencegahan ke Luar

Negeri terhadap Orang vang Terkait dengan Penegakan Hukum

Tabel 36 Jumlah Penertiban, Pencabutan dan Pengakhiran Pencegaham ke
Luar Negeri terhadap Orang yang Terkait dengan Penegakan Hukum Tahun
2010-2014

4. Inventarisasi Aliran Kepercavaan dan Keagamaan

Tabel 37 Jumlah Inventarisasi Aliran Kepercayaan dan Keagamaan 2010-2014

5. Pengawasan Barang Cetakan
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Tabel 38 Pengawasan Barang Cetakan 2010-2014

6. Penangkapan Buronan Kejaksaan

Tabel 39 Jumlah Penangkapan Buronan Kejaksaan 2010-2014

7. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Tabel 40 Penerangan dan Penyuluhan Hukum 2010-2014

2. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP)

Sclain penyelesaian pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam hal
penanganan perkara (pelaksanaan tugas yustisial, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan upaya hukum sampai dengan eksekusi), selama ini
Kejaksaan juga telah memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui
pencapaian target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari
perkara-perkara yang telah diselesaikan penanganannya, yang tiap tahun

terus meningkat melebihi target yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
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Republik Indonesia. Sebagai ilustrasi, dapat diuraikan pelaksanaan PNBP oleh

Kejaksaan selama kurun waktu S5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010

sampai dengan tahun 20 14,sebagai berikut

NO.| TAHUN TARGET (Rp) | PENERIMAAN (Rp) %
1. 2010 45.965.000.000 | 252.245.902.638 | 548.78
D, 2011 52.965.000.000 | 492.575.175.748 | 930.00
3. 2012 120.873.000.000 | 633.267.073.771 | 523.91
4. 2013 132.960.300.000 | 540.764.570.896 | 406.71
5. 2014 146.256.330.000 | 3.489.866.198.583 | 3127.87

Tabel 41 Jumlah Penerimaan PNBP Kejaksaan Tahun 2010-2014

5. Pencapaian Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Dalam Rencana Strategis tahun 2010 - 2014 Pencapaian
Reformasi Birokrasi di Kejaksaan R.I sebagaimana yang telah
diamanatkan KEMENPAN dan RB di fokuskan pada 9 (sembilan) area
perubahan

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pada area perubahan pola pikir dan budaya kerja, atau manajemen
perubahan, Kejaksaan telah membentuk Tim Pengarah Reformasi
Birokrasi Kejaksaan R.I. Dokumen yang dihasilkan berupa usulan dan
Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan tahun 2010 - 2014.
Dokumen tersebut perlu dievaluasi dalam rangka perumusan Road
Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan tahun 2015 - 2019.

Manajemen perubahan di Kejaksaan masih perlu ditingkatkan dengan
mengkomunikasikan strategi perubahan pada setiap level baik di
pusat maupun di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Orientasi
perubahan pada level yang lebih teknis dapat diawali dengan
pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di tingkat Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri. Revitalisasi Tim-tim Teknis (Kelompok Kerja) perlu
direvitalisasi dalam rangka akselerasi program-program Reformasi

Birokrasi di Kejaksaan.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Capaian pada area perubahan ini adalah terpetakannya peraturan di

lingkungan Kejaksaan yang perlu dilakukan harmonisasi. Upaya
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harmonisasi melalui revisi regulasi sudah mulai dilakukan meskipun
belum menyentuh seluruhnya.

Peraturan-Peraturan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kejaksaan dapat diunggah pada

http:/ /www.kejaksaan.go.id/ph hukum.php. Tata Cara Penyusunan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia juga telah disusun sebagai
upaya mengurangi peraturan yang tumpang tindih atau tidak selaras
dengan peraturan lainnya.

Koordinasi lintas bidang dalam penyusunan peraturan di lingkungan
Kejaksaan mengalami perbaikan sehingga memperkecil terbitnya
peraturan yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi
Kejaksaan. Koordinasi masih perlu ditingkatkan dalam rangka
efisiensi dan efektifitas penyusunan peraturan.

. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kejaksaan pada tahun 2011 melakukan pemangkasan jabatan eselon
IV pada bidang teknis di lingkungan Kejaksaan Agung dan eselon V di
lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Perubahan
nomenklatur jabatan Pengkaji menjadi Koordinator dan pembentukan
Satuan-Satuan Tugas juga bagian dari pembaruan organisasi di
Kejaksaan. Pemangkasan struktur di setiap tingkat organisasi di
Kejaksaan berimplikasi pada kebutuhan penguatan kompetensi
manajerial untuk para pejabat struktural.

Pemekaran dan kemajuan sejumlah Kota/Kabupaten baru
mengharuskan Kejaksaan membentuk dan meningkatkan kelas kantor
Kejaksaan Negeri dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut
mengharuskan Kejaksaan mempersiapkan sumber daya yang
memadai agar pembentukan dan peningkatan kelas Kejaksaan Negeri
dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada publik.

Dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara,
Kejaksaan membentuk Pusat Pemulihan Aset. Meskipun sudah mulai
bekerja, struktur baru ini membutuhkan cetak biru pengembangan
dan penguatan organisasi Pusat Pemulihan Aset.

Selain itu Kejaksaan juga membentuk Unit Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Agung dan
memberikan pelatihan kepada staf yang akan menjadi pelaksana e-

procurement. Sebagai unit kerja yang baru tentunya membutuhkan
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dukungan sumber daya dan peningkatan kapasitas agar kinerjanya

dapat berjalan dengan optimal.

4. Penataan Tata Laksana

Pada kurun waktu tahun 2010 - 2011 setiap bidang di Kejaksaan
Agung menyusun Standard Operating Procedure (SOP). Setelah
dilakukan evaluasi, SOP tersebut masih perlu penyelarasan
sebagaimana pedoman = yang diberikan oleh  Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya
penyelarasan SOP telah dan sedang dilaksanakan oleh setiap Bidang,
dan memerlukan koordinasi dari Biro Perencanaan.

Fase berikutnya dari penataan tata laksana adalah mengoptimalisasi
SOP ke dalam aplikasi perangkat lunak terintegrasi yang
memudahkan pelayanan publik khususnya di Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri. Penerapan e-government di Kejaksaan belum
terintegrasi dan beberapa satuan kerja melaksanakannya berdasarkan

inisiatif.

9. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Aspek manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu
pilar pembenahan dalam Reformasi Birokrasi. Sebagaimana sebuah
siklus, manajemen SDM diawali dari perencanaan kepegawaian,
dimana Kejaksaan berpatokan salah satunya pada analisis beban
kerja untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan.
Perencanaan kepegawaian selanjutnya menjadi dasar bagi Kejaksaan
untuk melaksanakan rekrutmen pegawai.

Rekrutmen pegawai yang transparan dan akuntabel diyakini menjadi
faktor kunci keberhasilan Kejaksaan ke depan. Untuk itu, pelibatan
pihak ketiga dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses rekrutmen pegawai sudah mulai diimplementasikan oleh
Kejaksaan. Pengumuman rekrutmen, proses dan hasil seleksi melalui

www.kejaksaan.go.id diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM

yang direkrut.

Pengembangan kamus kompetensi dan pelaksanaan  profile
assessment di Kejaksaan, sudah dilaksanakan dari pejabat eselon II
hingga pejabat eselon IV. Program ini perlu ditingkatkan dalam hal

pemanfaatan hasilnya, khususnya dalam rangka pengembangan karir
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pegawai (penentuan promosi, mutasi dan/atau peningkatan
kapasitas).

Penyempurnaan dan pemanfaatan basis data kepegawaian dalam
rangka pengembangan karir pegawai juga masih terus dilakukan oleh
Kejaksaan. Sistem yang terintegrasi dengan dukungan data
kepegawaian yang selalu terbarukan, yang akan memudahkan
pimpinan untuk mengelola SDM Kejaksaan dari fase perencanaan

hingga pengembangan karirnya.

. Penguatan pengawasan

Upaya penguatan pengawasan di Kejaksaan terus berlangsung, di
antaranya melalui penguatan regulasi internal. Ketentuan mengenai
pengawasan internal diperbarui pada tahun 2011 dan terakhir kali
disempurnakan pada tahun 2013, dan kemudian disusul dengan
penguatan pengaturan kode perilaku Jaksa pada tahun 2012. Pada
tahun 2013 Kejaksaan memperkenalkan whistle-blowing sistem
melalui Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan dan Perlindungan
Terhadap Terlapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan RI.
Pemahaman terhadap ketiga ketentuan terkait pengawasan tersebut
masih perlu diberikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan, selain
peningkatan akuntabilitas dan transparansi hasil dari pengawasan
intern kepada publik.

Pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi dan
komunikasi dan dalam jaringan mulai dikembangkan oleh Kejaksaan
dan dapat diakses publik melalui
http:/ /www.kejaksaan.go.id /pengaduan.php.

. Penguatan akuntabilitas kinerja

Pada masa awal Reformasi Birokrasi, Kejaksaan mengembangkan
Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) dan Instrumen Penilaian
Kinerja Unit (IPKU) yang terus mengalami penyempurnaan dan
diujicobakan pada tingkat teknis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri. Saat ini Kejaksaan sedang mengembangkan Sasaran Kinerja
Individu (SKI) bagi seluruh pegawai. Sistem ini perlu penyelarasan
dengan karakteristik tugas dan fungsi Kejaksaan sehingga dapat
diterapkan baik dalam pengembangan kompetensi maupun

pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai. Sosialisasi terkait
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urgensi dan pemanfaatan penilaian kinerja juga penting diberikan
kepada seluruh pegawai.
Pada tataran organisasi, kualitas LAKIP Kejaksaan perlu ditingkatkan.
Aplikasi e-LAKIP yang tengah dikembangkan, harus dapat
memberikan gambaran utuh kepada publik mengenai kinerja
Kejaksaan secara cepat dan akurat.

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Kejaksaan mengembangkan Standar Pelayanan
Publik pada tahun 2013. Standar ini terus dikembangkan untuk
mendapatkan formula pelayanan prima khususnya terkait
penanganan perkara oleh Kejaksaan. Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi yang telah dikembangkan perlu direplikasi oleh
seluruh satuan kerja, dan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan
pengendalian oleh pimpinan dan akuntabilitas kepada publik.
Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi Publik, Kejaksaan mengembangkan standar
pelayanan informasi publik pada tahun 2010 dan menyiapkan meja
informasi di seluruh tingkatan satuan kerja. Pengembangan situs

jejaring www.kejaksaan.go.id perlu dilanjutkan yang diiringi dengan

muatan informasi yang selalu terbarukan. Pengembangan juga perlu
difokuskan kepada satuan kerja di tingkat daerah yang belum

memiliki situs jejaring.

9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Kejaksaan melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) pada tahun 2013 dan tahun 2014. Melalui PMPRB
dapat diketahui profil Reformasi Birokrasi di Kejaksaan dan tindak
lanjut dalam rangka perbaikan dan percepatannya. Berdasarkan
pedoman yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat perbedaan pendekatan

penilaian antara tahun 2013 dan tahun 2014.
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Berikut hasil yang dicapai Kejaksaan pada dua tahun tersebut.

Skor Skor
Program Reformasi Birokrasi Roinpotien Kompotiest
Pengungkit Hasil
Manajemen Perubahan 54 70
Penataan Peraturan Perundangan 42 70
Penataan & Penguatan Organisasi 46 60
Penataan Tata Laksana 25 60
Penataan Sistem Manajemen SDM 34 64
Penguatan Pengawasan 63 50
Penguatan Akuntabilitas Kinerja 44 63
Peningkatan kualitas pelayanan publik 42 72
Monitoring & Evaluasi 43 60
Tabel 42. Hasil PMPRB Kejaksaan Tahun 2013
Sub
Komponen Program Reformasi Birokrasi Nilai Total
Proses Manajemen Perubahan 4.29
Penataan Peraturan Perundangan 2.71
bobot 60% | Penataan & Penguatan Organisasi 5.83
Penataan Tata Laksana 3.63
Penataan Sistem Manajemen SDM 12.48 Hele
Penguatan Pengawasan 5.92
Penguatan Akuntabilitas Kinerja 7.05
Peningkatan Kualitas Pelayanan 4.58
Publik ’
Hasil Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja 10.6
Organisasi ’
bobot 40% | Pemerintah yang Bersih & Bebas 7 38 24.23
KKN ’
Kualitas Pelayanan Publik 6.25
Nilai Total | 70.33

Tabel 43. Hasil PMPRB Kejaksaan Tahun 2014
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c. Pengawasan dan Pengendalian Intern

1. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Jumlah penanganan laporan pengaduan masyarakat (Lapdu) oleh
Kejaksaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun
2011. Hal ini merupakan dampak dari program penyelesaian Lapdu
(crash program) yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang
Pengawasan. Tahun-tahun berikutnya terdapat penurunan jumlah
Lapdu yang disebabkan beberapa faktor.

Pertama, terbitnya peraturan yang mendelegasikan wewenang
penjatuhan hukuman disiplin kepada Kejaksaan Tinggi untuk
hukuman tingkat rendah dan sedang. Kedua, mekanisme penanganan
Lapdu didahului dengan klarifikasi sehingga dapat diselesaikan di
tahap awal. Ketiga, adanya akselerasi batas waktu penyelesaian
Laporan Hasil Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin untuk

memberikan kepastian hukum bagi pelapor dan terlapor.
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Grafik 5.Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan
Tahun 2010 - 2014

Adapun jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun
waktu yang sama cukup fluktuatif. Angka tertinggiterjadi pada 2012,
sebanyak 369 pegawai (kurang dari 1.67% dari jumlah pegawai
Kejaksaan seluruh Indonesia). Meskipun dari segi kuantitatif relatif
kecil, pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin harus terus

ditekan jumlahnya.
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2014

Grafik 6. Pegawai Kejaksaan yang Dijatuhi Hukuman Disiplin tahun 2010 —
2014

2. Pengembangan Whistle-BlowingSistem

Pada tahun 2013, Kejaksaan mulai mengembangkan whistle-blowing
sistem dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung R.I (Perja) No:
PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan
Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan RI.
Sistem ini merupakan salah satu tuntutan Reformasi Birokrasi dan
pelaksanaan Inpres No. 1/2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Agar sistem ini dapat terimplementasi dengan baik, diperlukan
interalisasi dan sosialisasi baik kepada pegawai maupun kepada
pemangku kepentingan di luar Kejaksaan. Selain itu, Unit
Perlindungan Pelapor (UPP) yang dimandatkan oleh sistem ini perlu
dibentuk dan dipersiapkan mekanisme kerjanya agar tidak tumpang

tindih dengan sistem pengawasan yang telah ada.

3. Pengembangan Zona Integritas

Langkah awal Kejaksaan dalam membangun Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)ditandai dengan penandatanganan
piagam pencanangan oleh Jaksa Agung pada November tahun 2013.
Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kejaksaan adalah

mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas kepada satuan kerja
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vang ada di bawah [Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cebang

Kejalsaan Negeri).

Selain upaya di atas,

Kejaksaan masih harus melalui heberapa

tahapan: mengidentifikasi calon unit kerja WBEK, mengevaluasi dan

menilai calon unit kerja WBK dengan

indikator tertentu; dan

merekomendagsikan dan menetapkan unit kerja dengan predikat WBEK.

ZONA mf’xm _JERRU WILAYAL BEBAS
2 ) AN

mw

Gambar 1

4. Tindak Lanjut Hagil Pemeriksaan BPK

o Ditindaklanj
Dlllttmglkluaaln uti Belum ]'B.elum
Rekom | %! Sesuai Ditindak-
Tahun | Temuan : Dengan lanjuti
endasi Dengan
Rekomenda Reko d
& € rr.len a 3- (44_5)
si
1 2 3 4 S 6
2010 78 158 S5 11 92
2011 81 227 143 9 75
2012 61 148 69 10 69
2013 49 125 33 17 75
2014 65 169 3 - =

Tab el 44 Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Tahun 2010-201 4
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5. PenerapanSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kejaksaan memulai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dengan membentuk satuan tugas (Satgas) SPIP di lingkungan
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai pilot dan percontohan
bagi satuan kerja lainnya. Penguatan kapasitas anggota Satgas
menjadi upaya pertama yang dilakukan, dengan dukungan dari Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) dan BPKP.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi Area of
Improvement di lingkungan Kejaksaan. Tahapan ini melibatkan BPKP

sebagai pendamping pelaksanaan SPIP di Kejaksaan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Analisa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang
Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh

unit organisasi kejaksaan RI pada rencana strategis tahun 2005-

2009, tahun 2010-2014 memakai analisis SWOT (Strengths,

Weaknesses, Oportunities, dan Threats) .

1. Strengths (Faktor Kekuatan)

v" Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
melaksanakanTugas dan Fungsi (TUSI) Kejaksaan R.I yakni
segala perundang-undanganatau peraturan Pemerintah yang
berkaitan dengan Tugas dan FungsiKejaksaan R.I sebagai
salah satu Aparatur penegak hukum di Indonesia
yangmempunyai Tugas dan Fungsi dibidang penuntutan
serta tugas-tugas lainyang diatur oleh perundang-
undanganMenekankan dan menerapkan keberadaan keenam
(6) bidang yakni : Pembinaan, Inteligen, Tindak Pidana
Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha
Negara, Pengawasan dan Badan Diklat Kejaksaan R.I, Yang
dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah satu
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk menjamin
terpeliharanya persatuankebijakan dan persamaan persepsi
dalam menjalankan Tugas dan Fungsimasing-masing bidang

di Kejaksaan R.I
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2.Weaknesses (Faktor Kelemahan)

¥" Masih kurangnya tenaga Aparatur Kejaksaan R.I baik Jaksa
maupun tenaga pendukung lainnya yang profesional dan
handal dalam bidang penanganan perkara maupun
manajerial yang menguasai permasalahan yang begitu
banyak yang harus dikuasai dalam penanganan perkara
tanpa adanya spesialisasi

v" Dalam pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati masih ada pihak-
pihak yang menolak Pidana Mati diberlakukan di Indonesia
dan pihak Terpidana masih menggunakan upaya-upaya
hukum seperti peninjauan kembali

v' Sistem Reward and Punishment dalam keberhasilan untuk
meningkatkan profesionalisme dan kinerja seluruh SATKER
baik pusat (Kejaksaan Agung R.I) maupun daerah (Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri)
seluruh Indonesia yang dinilai oleh pimpinan belum
terlaksana secara maksimal

v Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sehingga
perludipercepat pembangunan dan penyebarluasan aplikasi
Case ManagementOperasional Penanganan Perkara Tindak
Pidana diseluruh Kejaksaan R.I

v" Belum optimalnya JUKLAK, JUKNIS, SOP dalam hal
pelaksanaan Tugas dan Fungsi seluruh SATKER Kejaksaan
R.I baik dalam perencanaan, pelaksanaandan

pertanggungjawaban.

3. Opportunities (Faktor Peluang)

v" Bahwa dalam Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2007
tentang RPJPN 2005-2025 yang dituangkan dalam RPJMN
(2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-20295)
ditetapkan bahwa Kejaksaan R.I sebagai salah satu lembaga
penegak hukum yang mempunyai Tugas dan Fungsi
dibidang penuntutan, maka Kejaksaan R.I masih mempunyai
skala prioritas disetiap program Pemerintah dan adanya
peraturan perundang-undangan yang baru yang dapat

mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana
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v" Sampai saat ini lembaga yang diberi wewenang oleh
Pemerintah dalam menjalankan Tugas dan Fungsi dibidang
penuntutan adalah Organisasi Kejaksaan R.I dan Jaksa
dilantik oleh Jaksa Agung R.I yang keberadaannya masih

dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

4. Threats (Faktor Ancaman)

v' Kurangnya profesionalisme SDM yang dimiliki Kejaksaan RI
saat ini, masih belum memadai untuk mengikuti
perkembangan era globalisasi dan perkembangan berbagai
macam tindak pidana.

v" Walaupun Kejaksaan R.I sudah berusaha meningkatkan
kinerja dalam Tugas dan Fungsi sebagai salah satu Aparatur
penegak hukum di Indonesia yang merencanakan arah dan
tujuan serta sasaran Kejaksaan R.I kedepan namun masih
banyak masyarakat yang meragukan profesionalisme
Kejaksaan R.I dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya
baik Stekeholder Internal maupun Stakeholder Eksternal.

v" Dengan terbatasnya anggaran belanja yang diterima
Kejaksaan RI, mengakibatkan tidak optimalnya penegakan
hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.

b. Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Potensi pada penanganan tindak pidana korupsi adalah kebijakan
yang diterbitkan pimpinan dalam rangka optimalisasi pemberantasan

tindak pidana korupsi, di antaranya:

1. Pendelegasian wewenang pengendalian dan penghentian penuntutan
tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi
melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/A/JA/01/2010
tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi;

2. Pendelegasian wewenang terkait penahanan kepada Kejaksaan Negeri
dan Kejaksaan Tinggi melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor:
SE-002/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang

Penangguhan dan Pengalihan Jenis Tahanan,;
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3. Pencegahan disparitas penuntutan tindak pidana korupsi melalui
Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003/A/JA/03/2010 tanggal
25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak
Pidana Korupsi;

4. Penentuan prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi
melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-
1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan
Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi;

9. Pembatasan jangka waktu penanganan tindak pidana korupsi melalui
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-
599/F.2/Fd.1/03/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Jangka Waktu

Penyelidikan dan Penyidikan.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan

tindak pidana korupsi teridentifikasi sebagai berikut:

a. Petikan Putusan/Salinan Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terlambat diterima oleh Jaksa
Penuntut Umum, sehingga menghambat eksekusi atau
pelaksanaan putusan pengadilan;

b. Masih minimnya harta terpidana yang dapat disita dalam rangka
memenuhi pembayaran uang pengganti;

c. Tidak terpantaunya narapidana yang telah selesai menjalani
hukuman pokok dan subsidiair uang pengganti di Lembaga
Pemasyarakatan sehingga statusnya masih merupakan piutang

Uang Pengganti.

c. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)
Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam Sistem Peradilan
Pidana Terpadu (SPPT) adalah posisi sentral Kejaksaan dalam penanganan
perkara tindak pidana. Oleh karena itu penegasan peran Kejaksaan sebagai
leading sector penanganan perkara pidana menjadi sangat penting, mengingat

rentang tugas dan wewenang Kejaksaan mencakup hulu hingga hilir.
Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi SPPT oleh Kejaksaan

utamanya dikarenakan sangat lemahnya koordinasi baik secara internal

maupun eksternal.Manajemen perkara termasuk di dalamnya pengelolaan
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anggaran penanganan perkara merupakan persoalan yang harus segera
ditangani oleh Kejaksaan. Belum optimalnya penggunaaan teknologi informasi
menjadi permasalahan yang lain, sehingga pembangunan dan penyebarluasan
aplikasi Case Management Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana

Umum untuk seluruh satuan kerja perlu dipercepat.

d. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menangani Perkara
Perdata dan Tata Usaha Negaramerupakan potensi yang harus dioptimalkan,
khususnya dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara.
Potensi lain adalah kemitraan dan kerjasama yang telah dijalin dengan baik
antara Kejaksaan dengan para pemangku kepentingan di bidang keperdataan.
Kuasa hukum yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, harus

direspon oleh para Jaksa Pengacara Negara secara profesional.

Sedangkan pada sisi lain, kuantitas dan kualitas para Jaksa Pengacara
Negara perlu ditingkatkan, mengingat peran Jaksa lebih ditekankan pada
penanganan perkara tindak pidana. Efektifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) mulai 2015, perlu direspon dengan serius oleh Kejaksaan. Dengan
berlakunya MEA, potensi permasalahan hukum perdata internasional menjadi
sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, kemampuan para Jaksa Pengacara
Negara dalam menghadapi sengketa perdata internasional juga perlu

dipersiapkan.

e. Pemantapan Peran Intelijen Kejaksaan R.I Dalam Penegakan Hukum

Peran intelijen Kejaksaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir
diarahkan untuk memberikan dukungan kepada bidang lain dalam rangka
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan. Intelijen Kejaksaan memiliki
potensi besar khususnya pada ketersediaan Bank Data Intelijen dan monitoring
center. Keberhasilan penangkapan sejumlah terpidana yang melarikan diri

merupakan prestasi Kejaksaan yang didukung dari dua potensi tersebut.

Adapun permasalahan terkait dengan peran Intelijen di antaranya adalah
belum maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara
Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilaksanakan
oleh teknis. Salah satu penyebabnya dikarenakan belum terbentuknya

koordinasi yang efektif antar bidang teknis dengan bidang Intelijen dalam
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rangka memanfaatkan fungsi Intelijen untuk melakukan penelusuran aset
sehingga diperoleh data tersangka atau terpidana yang dapat disita dan
dijadikan obyek dalam pemulihan kerugian keuangan negara.

Belum terbentuknya aplikasi Bank Data Intelijen (BDI) yang terintegrasi
secara mnasional sehingga berdampak minim dan kurang cepatnya data
informasi dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri maupun Cabang
Kejaksaan Negeri terhadap permasalahan atau kejadian terkait dengan
penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman umum sebagai bahan
pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau kebijakan terhadap

permasalahan yang terjadi secara cepat, tepat dan akurat.

f. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
1. Pengembangan Kelembagaan

Kejaksaan melaksanakan reorganisasi pada tahun 2011 dengan
menghapus struktur eselon IV untuk bidang teknis di lingkungan
Kejaksaan Agung dan struktur eselon V di lingkungan Kejaksaan
Tinggi dan Kejaksaan Negeri, sejumlah kurang lebih 3000 jabatan
struktural.

Kondisi ini membutuhkan penataan lebih lanjut, mengingat dampak
dari reorganisasi adalah pada penjenjangan karir dan optimalisasi
fungsi dari pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan struktural.
Hal ini juga sejalan dengan cetak biru organisasi Kejaksaan, dimana
peran Kejaksaan Agung ke depan adalah merumuskan kebijakan dan
mengelola organisasi Kejaksaan; Kejaksaan Tinggi mengelola dan
mengendalikan penanganan perkara, sedangkan peran Kejaksaan

Negeri adalah melaksanakan operasional penanganan perkara.

Dalam kurun waktu tahun 2010 — 2014 Kejaksaan telah membentuk
17 Kejaksaan Negeri baru sebagai konskuensi dari pemekaran wilayah

(pembentukan kota dan kabupaten baru), dengan rinician sebagai

berikut:
TAHUN KEJAKSAAN NEGERI YANG BARU DIBENTUK
2010 Kejaksaan Negeri Cimahi

Kejaksaan Negeri Mejayan
Kejaksaan Negeri Teluk Dalam
Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul
Kejaksaan Negeri Ampana

A A
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TAHUN KEJAKSAAN NEGERI YANG BARU DIBENTUK

1. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi
2. Kejaksaan Negeri Lima Puluh
3. Kejaksaan Negeri Boroko

2012

1. Kejaksaan Negeri Bungku
. Kejaksaan Negeri Panguruan
Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu

2014

w N

2014 Kejaksaan Negeri Kwandang
Kejaksaan Negeri Gunung Tua
Kejaksaan Negeri Morotai Selatan
Kejaksaan Negeri Martapura

Kejaksaan Negeri Selat Panjang

S 2 U

Tabel 44 Kejaksaan Negeri yang Baru di Bentuk

Selain membentuk unit kerja baru, dalam kurun waktu yang sama
Kejaksaan meningkatkan kelas/tipe Kejaksaan Negeri dari kelas/tipe “B”
menjadi kelas/tipe “A” sebanyak tiga Kejaksaan Negeri, yaitu:

1. Kejaksaan Negeri Mamuju;

2. Kejaksaan Negeri Gorontalo; dan

3. Kejaksaan Negeri Manokwari.

Pembentukan maupun peningkatan kelas/tipe Kejaksaan Negeri tentunya
harus disertai dengan ketersediaan SDM dan sarana yang menunjang
peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum masing-masing.
Selain itu, Kejaksaan Agung perlu duduk bersama dengan Mahkamah Agung
dalam hal belum sinkronnya pembentukan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan
Negeri khususnya untuk daerah (Kota/Kabupaten) yang baru terbentuk.
Beberapa Kejaksaan Negeri harus menangani perkara yang lokasi

pengadilannya terlalu jauh, sehingga tidak efisien dari segi waktu dan biaya.

Dalam waktu dekat, Kejaksaan juga perlu merencanakan dan merancang
pembentukan tiga Kejaksaan Tinggi baru, sebagai konsekuensi dari provinsi
yang baru terbentuk, yaitu Kejaksaan Tinggi Papua Barat; Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Barat; dan Kejaksaan Tinggi Kalimatan Utara.
Penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh

Kejaksaan tidak lagi berorientasi pada pemidanaan badan semata terhadap

pelakunya. Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir mulai fokus pada
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pemulihan aset hasil tindak pidana yang dilarikan dan/atau disembunyikan di
luar negeri. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah membentuk
struktur baru yaitu Pusat Pemulihan Aset pada tahun 2013. Struktur baru
tersebut memerlukan cetak biru agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat
selaras dan tidak tumpang tindih (berbenturan) dengan struktur yang telah
ada. Mekanisme dan alur koordinasi yang jelas akan mengefektitkan peran dari
Pusat Pemulihan Aset ini.

- Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

Lingkungan Kejaksaan RI

- Penguatan Perencanaan

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejak tahun 2005 Kejaksaan melakukan pembaruan pada tiga aspek
yvakni manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); organisasi; dan
ketatalaksanaan. Khusus yang terkait dengan SDM, Kejaksaan memperbarui
kebijakan dengan menambah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
(transparan, akuntabel dan obyektif) dalam melaksanakan rekrutmen dan
pembinaan karir pegawai. Tersedianya data base kepegawaian juga merupakan
potensi yang diharapkan dapat memperbaiki pengembangan SDM di
Kejaksaan. ProfileAssessment juga sudah mulai diterapkan kepada seluruh
pegawai, sebagai salah satu pertimbangan dalam mutasi dan promosi pegawai.
Peningkatan status dari Pusat menjadi Badan pada Diklat Kejaksaan,

diharapkan mampu meningkatkan kompetensi seluruh pegawai.

Sedangkan permasalahan yang harus dihadapi oleh Kejaksaan untuk lima
tahun mendatang di antaranya adalah:

1.  Penerapan Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara yang selaras dengan kebutuhan dan lingkup tugas

Kejaksaan;

2. Penentuan dan sertifikasi jabatan fungsional non-Jaksa untuk
seluruh pegawai Kejaksaan;

3. Perbaikan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional untuk
seluruh pegawai Kejaksaan;

4. Konsistensi dalam penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia

yvang adil dan transparan agar seluruh pegawai termotivasi
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memberikan kinerja terbaiknya sesuai dengan kompetensinya
masing-masing; dan

5. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan sejak
perencanaan pegawai, rekrutmen pegawai, sampai dengan

pembinaan karir pegawai.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEJAKSAAN RI

2.1VISI:

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita
untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan
diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal Kejaksaan R.I

maupun pemangku kepentingan di luar Kejaksaan R.1.

Visi Kejaksaan R.I adalah : “MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM
YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”.

Dengan penjelasan :

e Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan R.I sebagai salah satu lembaga
penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi
sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum,
pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,pidana pengawasan
dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara, serta turut
membina ketertiban dan ketenteraman umum melalui upaya antara
lain :

v" Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,

v" Pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan

v Pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan
agama

e Profesional:Segenap aparatur Kejaksaan R.I dalam melaksanakan
tugas didasarkan atas nilai luhur TRIKARMA ADHYAKSA serta

kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan
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wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan
berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

e Proporsional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan
selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan
tersirat dengan penuh tanggung jawab,taat azas, efektif dan efisien
serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

e Akuntabel:bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesiadapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 MISI :

Misi Kejaksaan R.I merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan
kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik
Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh
entitas Kejaksaan R.I dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan
mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan

diperoleh/dicapai oleh Kejaksaan R.I

Dalam rangka tercapainya Visi tersebut, maka Kejaksaan R.I menetapkan

Misi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak
Pidana;

2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara
Tindak Pidana;

3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian
MasalahPerdata dan Tata Usaha Negara;

4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan
masyarakat;

5. Mempercepatpelaksanaan ReformasiBirokrasidan Tata

KelolaKejaksaanRI yang bersihdanbebas KKN.

2.3 TUJUAN :

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta
konsisten dengan tugas dan fungsi Kejaksaan R.I. Pernyataan tujuan
Kejaksaan R.I tahun 2015-2019 menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai

di masa mendatang, dalam implementasinya tujuan akan mengarahkan pada
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perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan Kejaksaan R.I pada periode
RENSTRA tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan
negara,

2. Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada
kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan
pencari keadilan;

3. Meningkatnya  kewibawaan  Pemerintah  dalam  menyelesaikan
permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan R.I;
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang

baik di instansi Kejaksaan R.I.

2.4 SASARAN STRATEGIS :

Sasaran strategis Kejaksaan R.I mengacu kepada UU no 25 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan
penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu
periode RENSTRA tahun 2015-2019. Sasaran strategis yang dirumuskan akan
menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program
dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Pada periode RENSTRA tahun
2015-2019, Kejaksaan R.I menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur
Pidana dan Perdata

2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian
Hukum ;

3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara;

4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum;

Terwujudnya penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.1.
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2.5 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI.

Ketercapaian

sasaran

strategis

Kejaksaan R.I, diukur

menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKS)

1

2

3

1.

Meningkatnya penyelamatan
keuangan negara pada proses
penyidikan Tindak Pidana
Korupsi dan Pada Perkara
Perdata

Jumlah keuangan Negara yang
diselamatkan melalui jalur Pidana
dan Perdata.

Meningkatnya pengembalian
kerugian keuangan Negara
melalui jalur Pidana dan
Perdata

Jumlah keuangan Negara yang
dikembalikan melalui jalur Pidana
dan Perdata.

Meningkatnya penegakan
hukum yang berkualiatas

*+ Persentase terbuktinya perkara
Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana
Khusus berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap
(in kracht van gewisjdezaak) dan
adanya kesepakatan/konsensus
antar instansi yang terkait dalam
penyelesaian penanganan perkara.

* Persentase putusan Pengadilan (in
kracht van  gewisjdezaak) yang
berhasil dilaksanakan oleh Jaksa
(executable).

*+ Persentase penyelesaian berkas
perkara Tindak Pidana Umum dan
Tindak Pidana Khusus sampai
dengan berkas perkara dinyatakan
lengkap (P21)

* Persentase berkas perkara Tindak
Pidana Umum dan khusus yang
dinyatakan lengkap (P21) yang
dilimpahkan pada proses tahap II.

¢ Persentase keberhasilan operasi
Intelejen yustisial terhadap AGHT
(Ancaman Gangguan Hambatan
Tantangan) tertentu di bidang Pidana
khusus,Pidana umum, Perdata dan
Tata Usaha Negara.

kewibawaan
dalam

Meningkatnya

Pemerintah

Perkara
Usaha

menyelesaikan
Perdata dan Tata

+ Persentase keberhasilan bidang
Perdata Tata Usaha
NegaraKejaksaan RI melalui jalur
litigasi.

dan
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Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis (IKS)

1 2 3
Negara

4. | Meningkatnya kualitas | « Persentase indeks kepuasan
pelayanan hukum masyarakat atas pelayanan hukum

yang dilakukan Kejaksaan RI.

Meningkatnya  penanganan
pengaduan masyarakat

S. | Terwujudnya  tata  kelola | » Indeks RB

pemerintahan yang baik di | s Kapabilitas APIP

instansi Kejaksaan RI * Indeks WBK dan WBBM

* Opini BPK

* Nilai Akuntabilitas Kinerja

Tabel 45 Sasaran Strategis Kejaksaan

2.6 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi pencapaian dan tujuan sasaran Kejaksaan R.I dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan focus area periode tahun 2015 —
2019 digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut :

STRATEGY MAP KEJAKSAAN RI

Meningkatoya,
Peran Kejaksaan Rl
Dalam Program

Meningkatkan Peran Mewuiudkan Mempercenat.
laksa Pengacara Upava Penegakan -
Hukum yang
Memenuhi Rasa

82
oo
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-
(149
At
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=
[}
=
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Internal

KETERSEDIAAN
ANGGARAN

Indikator Kinerja Utama

Peta Strategis Kejaksaan R.I Akan Dijabarkan Secara Berjenjang (Casecading)
Oleh Para JAM /Indikator Kinerja Utama (Level I/Eselon I) dan Para
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Direktur/Karo/Kapus/Inspektur/Kajati/Indikator Kinerja Utama (Level
11/ Eselon II)

BAB I1I

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa
dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologi yang bersumber
pada Proklamasi, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Proklamasi dan Pancasila menegaskan jatidiri dan identitas bangsa
Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD
1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini
dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka
panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019), disusun sebagai
penjabaran dari Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden, Jokowi
dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sistem perencanaan pembangunan
nasional tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

tahun 2004.

Arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019 tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Undang -
Undang Nomor 17 tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan
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bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR “.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan
pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka
visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019
tersebut, telah ditentukan 8 (delapan) misi pembangunan nasional,

sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional.

Selain 8 (delapan) misi tersebut di atas pemerintah juga telah

merumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas dalam pembangunan nasional

ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut “NAWA CITA”. Sembilan

agenda prioritas tersebut, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
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3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas tersebut, maka khusus terkait
bidang Hukum dan Aparatur lebih mengacu pada agenda kedua yaitu
membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dan agenda
keempat yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

1. Agenda Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata
Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya,

dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Salah satu sasaran pokok dari misi ini adalah meningkatnya
transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelengaraan
pemerintah dan pembangunan sechingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan : terwujudnya sistem
pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses
publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya
implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah
serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung
manajemen birokrasi secara modern. Arah Kebijakan dan Strategi

Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :
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1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik
yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penyempurnaan
kebijakan yang mengatur sitem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat
dan daerah, pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah
secara transparan yang terintegritas, kredibel dan dapat diakses
oleh publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka

kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan

2. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka
partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik,
serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan
pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan
peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi
publik, penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun
dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan
sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat
diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan
akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi
Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pendampingan
operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) badan publik daerah.

3. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses
pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan
transparan, dan terintregrasi yang dilaksanakan melalui strategi,
antara lain penguatan kebijakan e-government, harmonisasi
kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-
govermnment yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan
dan kompetensi SDM, penetapan quick wins penerapan e-
government, dan pengendalian dan pengembangan sistem dan

pengadaan infrastruktur e-government oleh K/L/Pemda.

b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

nasional (RBN)
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Sasaran pokok dari penyempurnaan dan peningkatan kualitas
Reformasi Birokrasi nasional (RBN) adalah meningkatnya kualitasnya
birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung
peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di
berbagai bidang, yang ditandai dengan : terwujudnya kelembagaan
birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas
pengelolaan Reformasi Birokrasi, diimplemintasikannya Undang-
undang Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi
pemerintah, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah
Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,
efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi
penyempurnaan disain kelembagaan pemerintah (Kementerian,
LPNK dan LNS), penataan kelembagaan internal pemerintah pusat
dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan
kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal
dan/atau horisontal, serta penguatan sinergitas antar lembaga

baik di pusat maupun di daerah.

2. Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional
yang ditempuh dengan strategi antara lain : penguatan kebijakan
Reformasi Birokrasi nasional, penguatan kelembagaan dan tata
kelola pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional, penataan regulasi
dan kebijakan di bidang aparatur negara, perluasan dan fasilitasi
pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah, dan

penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan
melalui strategi antara lain : moraturium penerimaan CPNS selama
5 tahun ke depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai,
penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,
kompetitif, berbasis merit dan ICT, penguatan sistem dan kualitas
penyelenggaraan diklat, penerapan sistem promosi secara terbuka,
kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya
KASN, penerapan sistem manajemen Kkinerja pegawai, dan

penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
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4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui
strategi, antara lain : penguatan kerangka kebijakan kelembagaan
pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta,
peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu, memastikan
implementasi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, penerapan
teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik,
penetapan quick wins pelayanan publik K/L/Pemda dan nasional,
mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan
standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan, pemantapan
penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan
penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pelayanan publik melalui citizen charter, serta penguatan kapasitas
pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan,
evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh

masyarakat.

c. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan
kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat
dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan
publik yang baik
Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi
aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan badan publik yang baik. Arah Kebijakkan dan Strategi
Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan
strategi : (a) penataan regulasi yang mengatur kewajiban
instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan
kinerja serta membuka akses informasi publik untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif,
efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, (b)
pengelolaan dan pelayanan informasi dan secara berkualitas
melalui berbagai media center, media komunitas dan media
tradisional, (c) pembentukkan PPID di setiap badan publik,

terutama di daerah dan lembaga non pemerintah yang

www.peraturan.go.id



2016, No.1577 6.

operasional yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik serta peraturan pelaksananya, (d) penyediaan
dan pelembagaan forum konsultasi publik dan ruang partisipasi
lainnya untuk masyarakat sipil oleh seluruh badan publik, ()
penyediaan informasi yang terkait dengan rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses
pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan
keputusan, (g)penguatan SDM bidang komunikasi dan

informasi.

2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi
publik, dan memanfaatkannya, dengan strategi sebagai berikut :
(@) penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil,
swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai
pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses
penyusunan dan pengawasan kebijakan, (b) penguatan literasi
media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan
kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media
sesuai dengan kebutuhannya, (c) pemanfaatan media sosial
untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam
interaksi pemerintah dan masyarakat, (d) penguatan government
publik relition (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif

antara pemerintah dan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas penyiaran melalui strategi : (a) revisi
terhadap Undang-Undang tentang penyiaran, (b) pembentukan
pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik, (c)
pengaturan pembatasan kepemilikan media penyiaran, (d)
pengaturan konten penyiaran, (e¢) penguatan peran Komisi

Penyiaran Indonesia.

2. Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

Dl Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan,

Sasaranpembangunan dibidang hukum diwujudkan dalam :

www.peraturan.go.id



67 2016, No.1577

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka
penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem
hukum Pidana dan Perdata yang efisien, efektif, transparan,
dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan,
dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang

profesional dan berintegritas.

2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan

hak atas keadilan bagi warga negara.

Dari dua sasaran pembangunan dibidang hukum tersebut arah
Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah
adalah:

a. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka
penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana
perbankan dan pencucian uang. Untuk melaksanakan arah
kebijakan ini dilakukan melalui penguatan peraturan
perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum
berbagai bidang, mendorong adanya koordinasi antara
instansi penegak hukum serta memberikan prioritas dalam
rangka penanganan terhadap tindak pidana tersebut.
Reformasi lembaga peradilan harus didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sejalan
dengan upaya reformasi di lingkungan lembaga peradilan.
Disamping itu, dalam mendukung upaya reformasi lembaga
peradilan perlu adanya komitmen yang kuat untuk
membrantas mafia peradilan. Langkah penegakan hukum
terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak
hukum sebagai pelaku perlu mendapatkan perhatian yang

serius dan hukuman yang lebih berat.

b. Meningkatkan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana,
yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara
pidana baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan
lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga  yang
terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi

tumpang tindih hingga konflik dalam  pelaksanaan
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kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan
mekanisme koordinasi dan forum komunikasi, pendidikan
bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas
pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan
penerapan hukum, pembangunan sarana dan prasarana yang
berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen
penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan
akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan
transparansi  dengan didukung oleh sistem pengawasan
internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum ,
serta penguatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan.

c. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai bentuk
jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan
dengan hukum berlandaskan prinsip restorative justice yang
merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum
pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berbasis prinsip
restorative justice yang memerlukan strategi peningkatan
koordinasi antar Kementerian/Lembaga , peningkatan
kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders,
penyusunan peraturan pelaksanaan, penyediaan sarana dan

prasarana, serta pengembangan restorative justice.

d. Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah
dan Cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing
perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya
saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu
diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang
berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan
industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama
penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu
diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan

perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum
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maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan Haki,
pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (small claim

court), dan peningkatan utilitas lembaga mediasi.

Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, merupakan
upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat
penegak hukum sebagai penentu utama keberhasilan
pembangunan hukum secara terpadu. Khususnya untuk
mengatasi permasalahan korupsi yudisial melalui strategi
peningkatan  kesejahteraan  aparat penegak  hukum,
penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta

rekrutmen aparat penegak hukum.

Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM,
Indonesia telah meratifikasi konvensi HAM Internasional dan
menyusun Parameter HAM. Namun, dari berbagai instrumen
HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia,
terdapat beberapa instrumen internasional yang belum
dilaksanakan. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi
harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan

prinsip HAM dan kesetaraan gender.

Penanganan pengaduan HAM, dilatarbelakangi oleh kondisi
pengaduan HAM yang belum cukup membaik jika dilihat dari
trend pengaduan pelanggaran HAM yang tidak banyak
berkurang dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM
yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak
memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Bahkan,
pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM
adalah  aparat penegak hukum, yakni Kepolisian.
Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM, dan optimalisasi

penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM
masa lalu, memerlukan konsensus mnasional dari semua
pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu

langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa
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tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia
berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif
di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian
kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk
membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa
pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali
di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses
pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka
implementasi perintah putusan Makamah Konstitusi untuk
segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani
pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi
mandat TAP No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat
untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan
dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat
ad hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses
pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada
berlangsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab
sepenuhnya kepada  Presiden. Proses  pengungkapan
pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan
baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen
untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai
berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang

terjadi di masa lalu.

i. Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi
masyarakat, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen
Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma
bagi masyarakat miskin yang merupakan amanat dari
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum dan berbagai kebijakan terkait layanan peradilan.
Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak
berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan
ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi, penguatan
institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi

bantuan hukum dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam
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pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan
sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat
miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan

dan Kejaksaan.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
dilatarbelakangi oleh adanya komitmen pemerintah mengenai
perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam
konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang
diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan
bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat
dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh
belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum
dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan
kekerasan terhadap seksual terhadap perempuan. Oleh
karena itu, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi
penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum
dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan
mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap
perempuan. Demikian juga penanganan anak sebagai korban
maupun saksi dalam kasus kekerasan perlu untuk
mendapatkan  perhatian. Data  menunjukkan bahwa
kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dari orang-orang
terdekat baik yang berasal dari keluarganya sendiri maupun
dari lingkungan sekolahnya. Dalam rangka penanganan kasus
kekerasan dimana anak sebagai korban atau saksi perlu
adanya perlakuan khusus baik dari aparat penegak hukum
yang menangani kasus tersebut maupun perlu adanya
fasilitas prasarana penunjang schingga dapat mengurangi pra
dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak tersebut. Melalui
upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat
penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban
atau saksi akan dapat meminimalisir dampak negatif yang
akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut. Disamping itu

dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk
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penanganan kasus kekerasan terhadap anak akan sangat
berperan terhadap keberhasilan dalam penanganan kasus

tersebut.

k. Meningkatkan pendidikan HAM, dilatarbelakangi oleh
kenyataan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum dan
penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman
HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih
banyaknya kasus pelanggaran HAM. Dalam rangka
meningkatkan pemahaman tentang HAM, diperlukan
pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum dan
penyelenggaraan negara melalui strategi pendidikan HAM bagi
aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi

penelitian.

1. Membangun budaya hukum, dalam masa transparansi
dimana sumber informasi terbuka sangat luas dan era dimana
masyarakat diberikan ruang luas untuk menyampaikan
pendapatnya, maka peran serta masyarakat dalam rangka
pembangunan hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat
diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan
yang melanggar hukum. Disamping itu masyarakat dapat ikut
berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penegakan hukum. Informasi dari masyarakat
akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam
melaksanakan tugasnya. Namun demikian kualitas laporan
masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kegunaan
laporan tersebut. Melalui upaya peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat
menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak
hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran
hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses

pengawasan penegakan hukum.
2.2. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah

menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas

www.peraturan.go.id



73 2016, No.1577

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Arah Kebijakan dan

Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

.Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi,
upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui harmonisasi
peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi
dengan mengacu pada ketentuan United Nations Convention

Against Corruption yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

. Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi,
keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung
kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam
pemberatasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan
yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus
korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting.
Namun demikian Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari
instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak
pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal
penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan
operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut.
Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi
koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain
akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegak

hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi,
pada tataran implementasi kebijakan, diperlukan upaya
peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi
melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi,
pelaksanaan kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam
pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan
mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

. Meningkatkan Pencegahan Kkorupsi, pada aspek preventif,
diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan
meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi

masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan
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anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi
maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan

penyelenggara negara.

2.3. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan

Penambangan Liar.

1. Penebangan Liar, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
yang ditetapkan pemerintah adalah :

a. Peningkatan instrumen penegakan hukum, melalui :

- Penyusunan Satu Peta Tematik Hutan dengan tingkat akurasi
yang memadai di tingkat tapak dan untuk dasar penindakan

hukum.

- Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan
kawasan hutan, antara lain melaksanakan peraturan
bersama Kemenhut, Kemendagri, PU dan BPN tentang

Penyelesaian Pengusaan Tanah di dalam hutan,

- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan
penegak hukum (rekrutmen, mutasi, peningkatan kapasitas,

promosi).
b. Peningkatan efektivitas penegakan hukum, melalui

- Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus

penebangan liar,

- Meningkatkan proses yustisi, mencabut ijin pihak yang
melakukan perusakkan hutan illegal, dan meningkatkan efek
jera pelaku illegal,

- Peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan

hukum dalam kawasan hutan,

- Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan (P3H) sesuai Undang-undang No. 18 Tahun
2013.

c. Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan, melalui
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- Penyelesaian pembangunan KPH untuk seluruh kawasan

hutan.

- Peningkatan ketertiban masyarakat dalam pengamanan hutan

melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.

. Perikanan Liar, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
yang ditetapkan pemerintah adalah :

. Penguatan lembaga pengawasan laut, melalui :

- Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai suatu
lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut,
termasuk illegal fishing dan pengembangan SOP pengawasan

di laut.

- Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang
(Lembaga-Pemda-Masyarakat), Penguatan kelembagaan

pengawasan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa).

- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan
perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

(PPNS).

- Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.

. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak

pidana, melalui :

- Peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak

pidana perikanan.

- Mempercepat proses penegakan hukum  (penyidikan,
penuntutan, dan persidangan) antara lain melalui Pengadilan

Khusus Perikanan.

- Mengantisipasi terjadinya tuntutan (Pra-peradilan, -class

Action, dan Tuntutan Perdata).

- Mengamankan dan merawat barang bukti (misal : kapal, alat
tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.

- Mempercepat penanganan dan pemulangan (deportasi) ABK
asing yang tertangkap di Indonesia dan fasilitas pemulangan

ABK Indonesia yang tertangkap di luar negeri.
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c. Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, melalui :

- Optimalisasi pelaksanaan MCS (Monitoring, Control,
Surveillance) dalam pengelolaan perikanan, dan
menyelengarakan pengawasan di laut dalam satu sistem

pengawasan yang terpadu.

- Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar)
dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (Vessel
Monitoring Sistem) terutama di titik-titik pintu masuknya
kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia.

- Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal
berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai
alat bukti dalam penegakan hukum.

- Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah
kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi

antar negara.

- Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan
masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan

prasarana pengawasannya.

d. Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, melalui (1)
pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara
terpadu, (2) pembenahan perijinan usaha perikanan di pusat
dan di daerah dengan memperhitungkan potensi sumber daya
ikan, (3) meningkatkan upaya menyesuaikan sistem perijinan

yang diterapkan secara internasional.

e. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan, perikanan
yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap (1) Ketaatan
berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang
diberikan, (2) ketaatan nahkoda kapal perikanan dalam
melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian Log Book
Perikanan, dan (3) menerapkan ketentuan pengelolaan

penangkapan ikan melalui Port State Measures (PSM).

3. Penambangan Liar, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

yang ditetapkan pemerintah adalah :
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a. Penyederhanaan proses perijinan, pengawasan dan penertiban

kegiatan pertambangan secara transparan melalui :

- Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin

pertambangan terutama pertambangan skala kecil.

- Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu
dari berbagai instansi bekerjasama dengan pemerintah daerah

dan lembaga lain terkait (TNI/Polri).

- Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan
rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang

ditinggalkan perusahaan besar.

b. Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan

secara tegas konsekuen dan adil, melalui :

- Pembentukan badan kerjasama penanggulangan PETI tingkat
nasional agar dapat dilakukan pengawasan dan penertiban
PETI secara menyeluruh dengan anggota beberapa instansi

dan lembaga yang terkait.
- Pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan

berkesinambungan.

- Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI
secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak

berlarut-larut.

- Pemberian sanksi yang tegas pada aparat pemerintah yang

terlibat dalam kegiatan PETI.

c. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan

menjaga kualitas lingkungan, melalui :

- Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (good mining

practices).

- Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan
skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak

kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang.

- Peningkatan jumlah inspektur tambang di daerah yang pada

saat ini masih sangat kurang.
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- Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca
tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah

penambangan.

d. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup

masyarakat di sekitar pertambangan, melalui :

- Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah
antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan

cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi.

- Membentuk koperasi pertambangan untuk melaksanakan
legalisasi penambangan skala kecil dengan masyarakat
dilibatkan secara aktif melaksanakan operasi dan kegiatannya
sechingga masyarakat tidak mengalami kehilangan mata

pencaharian.

- Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam
mengelola kebutuhan perusahaan dengan mempekerjakan

masyarakat.

2.4. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan
dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya
angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Arah Kebijakan dan
Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side).

2. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban

penyalahgunaan narkoba (demand side).

3. Meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba (supply side).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas

adalah :

1. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran Gelap Narkoba di daerah.

2. Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai

media.
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3. Penguatan lembaga 226 Rancangan Teknokratik RPJMN tahun
2015-2019, terapi dan rehabilitasi.

4. Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu

narkoba.

5. Kegiatan Intelijen narkoba.
Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah

Arah kebijakan yang akan dilakukan maka sasaran bidang
pertanahan Tahun 2015-2019 adalah (1) Memperbesar cakupan
peta dasar pertanahan hingga meliputi 60 persen dari wilayah
darat nasional bukan hutan (wilayah nasional), (2) Memperbesar
cakupan bidang tanah bersertipikat hingga meliputi 70 persen dari
wilayah nasional, (3) Melakukan penetapan batas wilayah hutan
pada skala 1:5.000 dan mengintegrasikannya dengan sistem
pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepanjang
189.056,6 km, (4) Melaksanakan sosialisasi peraturan
perundangan tanah adat/ulayat pada 34 provinsi dan 539
kab/kota. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan
tersebut, maka kegiatan quickwins untuk tahun 2015 adalah (i)
Tersedianya tambahan citra tegak resolusi tinggi seluas 17 juta Ha
pada akhir Tahun 2015 untuk mendukung penyusunan peta dasar
pertanahan dan (ii) Sosialisasi peraturan perundangan tanah
adat/ulayat pada 15 provinsi dan 155 kab/kota pada tahun 2015.
Dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan
pemerintah adalah : dalam upaya meningkatkan kepastian hukum
hak kepemilikan tanah, telah teridentifikasi bahwa permasalahan
mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini
adalah sistem publikasi negatif dengan negara tidak menjamin
kebenaran informasi yang ada dalam sertipikat. Sehingga perlu
kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan
membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang
dikenal sebagai pendaftaran tanah Stelsel Positif, yang berarti
negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam
sertipikat tanah yang diterbitkan, yang pada gilirannya apabila
terjadi gugatan maka pihak yang dirugikan akan memperoleh ganti

kerugian dari negara. Adapun strategi yang ditempuh melalui : (i)
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Meningkatkan kualitas dan kuantitas georefrensi melalui
penyediaan peta dasar pertanahan, (ii) Mempercepat penyelesaian
sertifikat tanah, (iii) Meningkatkan kepastian batas hutan dan non
hutan, (iv) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
menjalankan perannya untuk penyusunan Peraturan Daerah

terkait penyelesaian tanah adat/ulayat.

2.6. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.
Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan,
dan masyarakat marjinal dalam lima tahun kedepan adalah
tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan
dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses
pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan,
anak dan kelompok marjinal. Dalam mencapai sasaran diatas,
arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan dan

kelompok marjinal adalah :

1. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari
berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan

dan penindakan,melalui:

- Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak.

- Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha tentang tindak kekerasan,eksploitasi, penclantaran

dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan.

- Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan
penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan
dan anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi

anak.

- Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban
atau saksi tindak kekerasan.

- Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan,
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan

bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
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2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan

dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- Penguatan sistem Perundang-Undangan terkait dengan
perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak

kekerasan.

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan

penganggaran.

- Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga
layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan

dan penanganan kekerasan terhdap perempuan dan nak.

- Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi

kelompok marjinal, melalui:

- Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak

dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum.

- Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara

bantuan hukum.

- Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan

hukum.

- Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan
dana prodeo bagi kelompok marjinal termasuk masyarakat
miskin.

- Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok

marjinal, untuk memastikannya mendapat identitas hukum.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan R.I adalah serangkaian
upaya dari Kejaksaan R.I untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Dalam penentuan arah kebijakan dan stategi ini, Kejaksaan
R.I mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan

prioritas dalam pelaksanaannya.
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Bila dicermati, tidak semua arah strategi dan kebijakan nasional
diperuntukkan bagi Kejaksaan R.I. Mengacu pada nomenklatur RPJPN
tahun 2005-2025 dan RPJMN tahun 2015-2019, maka terdapat 2 (dua)
hal penting dari arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi
agenda prioritas bagi arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur

dalam Rencana Strategis Kejaksaan, yaitu :

1. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan
sasaran yang akan diwujudkan, antara lain yaitu :

a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

b. Penyempurnaan dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Nasional
(RBN);

c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan
Kebijakan Publik dengan Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat
dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Pengelolaan Badan Publik
yang Baik.

2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
dengan sasaran yang akan diwujudkan :

a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;

b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

c. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan
Penambangan Liar;

d. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika;

e. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Mempertimbangkan antara arah kebijakan dan strategi nasional
disandingkan dengan sasaran dan strategi pembangunan Kejaksaan
tahun 2015-2019, maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan R.I
disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi nasional adalah sebagai

berikut :
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1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

PRIORITAS

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

1. Membangun transparansi
dan akuntabilitas kinerja
pemerintah.

Meningkatnya  transparansi
dan  akuntabilitas  dalam
setiap proses
penyelenggaraan

pemerintahan dan
pembangunan sehingga
terwujud tata kelola

pemerintahan yang baik, yang
e :

ditand terwujudny
sistem  pelaporan  kinerja
instansi  pemerintah dan

meningkatnya akses publik
terhadap informasi kinerja
instansi pemerintah,
ingkddhya dmpl o
open government pada
seluruh instansi pemerintah
serta makin efektifnya
penerapan e-government
untuk mendukung manajemen
birokrasi secara modemn.

Arah kebijakan 1

Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan Kkinerja instansi

pemerintah secara terintegrasi, kridibel, dan dapat diakses publik.

Strategi :

1. Penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas
kinerja Kejaksaan.

2. Pemantapan implementasi SAKIP.

3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Kejaksaan secara transparan
yang terintegrasi, kridibel dan dapat diakses oleh publik.

4. Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran kinerja setiap
unit kerja (Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) dan setiap
pegawai Kejaksaan R.I (Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)).

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan modern guna
mendukung sistem pelaporan kinerja Kejaksaan.

6. Partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol
Kejaksaan.

terhadap kinerja

Arah kebijakan 2
Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif
dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan
terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah.

Strategi :
1. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif
yang dapat diakses publik.

PRIORITAS

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

2. Pembangunan paperless sistem untuk memudahkan pelaporan (e-
office).

3. Pembangunan e-bugeting
perencanaan penganggararn.

4. Pembangunan e-monev untuk setiap satuan kerja kejaksaan.

5. Pelaksanaan standar-standar open government di Kejaksaan yang
mencakup :

a. Transparansi, menjamin tersedianya informasi publik dan
mekanisme penyampaian informasi yang mudah dan cepat.

b. Partisipasi, memberikan ruang kepada masyarakat untuk
menyampaikan gagasan dan saran terkait penyusunan serta
penerapan kebijakan oleh Kejaksaan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik.

c. Akuntabilitas, memperkuat pertanggungjawaban kinerja dan
menjaga integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Kejaksaan.

sistem untuk keterbukaan dalam

Arah kebijakan 3
Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan

dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi.

Strategi :

1. Perumusan kebijakan  dan grand strategi pengembangan e-
government di Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan publik
khususnya terkait dengan informasi penanganan perkara ;

2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMKARI sebagai

basis infrastruktur e-government di Kejaksaan ;
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan
infrastruktur di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam
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PRIORITAS

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

pelayanan informasi publik.

2. Penyempurnaan
peningkatan
Reformasi
nasional (RBN).

dan
kualitas
Birokrasi

Meninak Tualit
birokrasi dan tata kelola
pemerintah yang baik dalam

mendukung peningkatan
daya saing dan kinerja
pembangunan nasional di
berbagai  bidang, yang
ditandai dengan
terwujudnya kelembagaan
birokrasi yang efektif dan
efisien, meningkatan
Reformasi

Birokrast, dimplementasikanny
a UU Aparatur Sipil Negara
secara konsisten pada
seluruh instansi pemerintah
dan meningkatnya kualitas
pelayanan publik.

Arah keb 0l
Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien,
dan strategis.

Strategi :

1. Penyempurnaan kelembagaan birokrasi Kejaksaan.

2. Penataan kelembagaan Kejaksaan yang mencakup penataan tugas,
fungsi dan wewenang.

3. Penguatan koordinasi tentang Reformasi Birokrasi antar lembaga dan
kementerian serta perbaikan proses dan mekanisme koordinasi kerja
antar bidang.

Arah kebijakan 2 :
Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan.

Strategi :

1. Penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi Kejaksaan.

2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan Reformasi
Birokrasi Kejaksaan dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

3. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian yang selaras

dengan kebijakan nasional tentang aparatur negara..

Pelaksanaan RB di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

5. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RB di Kejaksaan

ES

PRIORITAS

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 3 :
Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif, dan berbasis merit sistem.

Strategi :

1. Pengendalian jumlah dan redistribusi jaksa/pegawai Kejaksaan

2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,
kompetitif, berbasis merit sistem dan Computer Assited Test (CAT).

3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, ditambah
dengan seleksi dan kelulusan pendidikan dan pelatihan yang obyektif
untuk mencetak aparatur Kejaksaan yang profesionalisme
berintegritas dan akuntabel.

4. Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka berbasis

kompetensi dengan melihat prestasi kerja, reward dan punishment.

Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai Kejaksaan.

Penguatan sistem informasi kepegawaian.

Pengendalian dan monitoring jumlah dan redistribusi Jaksa/Pegawai

Kejaksaan berdasarkan analisis beban kerja.

Noa

Arah kebijakan 4:
Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Strategi :

1. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu dengan
mengimplementasikan kebijakan dalam UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik secara Konsisten.

2. Penerapan Standar Pelayanan Publik di
ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung.

3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan

Kejaksaan yang telah
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PRIORITAS

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

publik.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui
citizencharter.

Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik yang
meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan, termasuk
pengawasan masyarakat.

3. Meningkatkan partisipasi

publik  dalam  proses
pengambilan  kebijakan
publik dengan
meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam
pengambilan  kebijakan

publik dan pengelolaan
badan publik yang baik.

partisip
masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik
dan pengelolaan badan publik
yang baik.

i | Arah kebijakan :
Melaksanakan

Keterbukaan Informasi Publik.

secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang

Strategi :
1,

Penataan regulasi yang mengatur kewajiban untuk membuat laporan
kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan
kinerja Kejaksaan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas.

Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai
media center, media komunitas dan media tradisional.

Penguatan PPID baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan UU
KIP serta peraturan pelaksananya.

Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

2.
dan Terpercaya.

Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat

PRIORITAS

1. Peningkatan penegakan
hukum yang
berkeadilan

-

SASARAN
Meningkatnya kuali
penegakan  hukum  dalam

rangka penanganan berbagai
tindak pidana, mewujudkan
sistem hukum Pidana dan
Perdata yang efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel
bagi pencari keadilan dan
kelompok  rentan, dengan
didukung oleh aparat penegak
hukum yang profesional dan
berintegritas.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 1 :

Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan
berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan
pencucian uang.

Strategi :

1. Penguatan peraturan Jaksa Agung maupun peraturan lainnya
yvang mendukung kinerja Kejaksaan dibidang penanganan perkara
tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian
Uang.

2. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana termasuk tindak
pidana perbankan dan Pencucian Uang.

3. Meningkatkan pengetahuan para Jaksa tentang pemahaman dan
perbaikan mekanisme penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana
Perbankan dan Pencucian Uang.

4. Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum dalam
penanganan perkara tindak pidana.

5. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses
penuntutan sampai tingkat eksekusi.

6. Diklat teknis dan fungsional dilaksanakan secara obyektif dan
transparan berbasis IT.

7. Meningkatkan pengawasan internal terhadap Jaksa yang
menangani perkara tindak pidana untuk mengantisipasi
terjadinya mafia peradilan.

8. Penguatan kode perilaku Jaksa.
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PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 2 :
Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.

Strategi :

1. Meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi antar instansi
penegak hukum.

2. Pendidikan dan pelatihan Jaksa untuk mengantisipasi disparitas
pemahaman dalam pemberlakukan dan penerapan hukum.

3. Meningkatkan Diklat Teknis terpadu antar aparat penegak
hukum (Jaksa, Polisi dan Hakim).

4. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi
informatika (TI) termasuk sistem informasi manajemen
penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, transparan
dan akuntabel (sebagai pilot project di lingkungan Kejaksaan).

5. Penguatan kewenangan pengawasan untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan kewenangan. (penguatan lembaga APIP terutama
pada fungsi pencegahan dan pembinaan mental dan integritas
Jaksa/Pegawai Kejaksaan).

6. Eksaminasi penanganan perkara tindak pidana yang efektif dan
transparan

Arah kebijakan 3 :
Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Strategi :
1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/kementerian yang
terkait.
PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

2. Pendidikan dan pelatian kemampuan Jaksa anak.
3. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan Sistem
Peradilan Anak.

4. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan Sistem
Peradilan Anak.

5. Menjamin terlaksananya diversi pada setiap tahapan penanganan
perkara pidana anak.

Arah kebijakan 4 :
Melaksanakan reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan
cepat

Strategi :

1. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian
perkara Datun dilaksanakan secara cepat (small claim court)
diutamakan penyelesaiannya dengan mediasi.

2. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian
perkara Datun dilaksanakan secara cepat (small claim court)
diutamakan penyelesaiannya dengan mediasi.

3. Peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara dalam rangka
turut serta memperbaharui peraturan perundang-undangan di
bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

4. Mendorong Jaksa Pengacara Negara untuk memanfaatkan
lembaga
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PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 5 :
Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum

Strategi :

1. Peningkatkan kesejahteraan para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.

2. Penyempurnaan mekanisme penjenjangan karir pegawai.

3. Rekruitmen Pegawai Kejaksaan yang transparan, kompetitif,
berbasis merit sistem dan Computer Assisted Test (CAT).

4. Penerapan manajemen Kinerja Kejaksaan.
Pelaksanaan Kkaderisasi kepemimpinan yang obyektif dan
akuntabel.

Arah kebijakan 1 :
2. Terwujudnya penghormatan, | Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus Pelanggaran HAM masa

perlind , dan p han | lalu
halk atas keadilan bagi warga
negara. Strategi:

1. Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dalam
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk menuju
kepastian hukum.

Arah kebijakan 2 :
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan Peradilan bagi
masyarakat.

Strategi :

1. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan
sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum.

2. Peningkatan pelayanan informasi di Kejaksaan.

3. Penguatan pemberi bantuan hukumdan pelayanan hukum

PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum

Arah kebijakan 3 :
Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Strategi :

1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan
seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak
lanjut penanganan kasusnya.

2. Perlakukan khusus dari Jaksa dalam penanganan kasus
kekerasan dimana anak baik sebagai saksi maupun korban.

3. Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat
mengurai pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak.

4. Peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Jaksa dalam
menangani kasus anak sebagai korban dan saksi. (Diklat
penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak).

Arah kebijakan 4 :
Meningkatkan Pendidikan Hak Asasi Manusia
Strategi
1. Diklat HAM bagi para Jaksa.
2. Pengembangan kurikulum pelatihan HAM bagi para Jaksa
dengan memanfaatkan hasil penelitian.
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PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 5 :
Membangun budaya hukum

Strategi :

1. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat
tentang  pemahaman  hukum  yang diharapkan  akan
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi
terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses
pengawasan penegakan hukum.

2. Perluasan akses dan optimalisasi pengelolaan penanganan
pengaduan masyarakat.

Arah kebijakan 1 :

2. Pencegahan dan | Menurunnya tingkat korupsi serta | Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi
pemberantasan ingk fektivi
korupsi. p h dan pemb. Strategi :
korupsi. 1. Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh

Kejaksaan (Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi).
2. Pelaksanaan Kkerjasama luar negeri dalam pengembalian aset
hasil tindak pidana korupsi.
3. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi
Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Arah kebijakan 2 :
Meningkatkan pencegahan korupsi.

Strategi :
1. Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat.
2. Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada

PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

masyarakat tentang pencegahan korupsi.

3. Pengembangan sistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui
Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Pemberian Pendapat
Hukum(Legal Opinion) dan Tindakan Hukum Lain kepada
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Dacrah, BUMN dan BUMD di
seluruh Indonesia.

Arah kebijakan 1 :

3. Pemberantasan 3.1. Penebangan Liar. | Peningkatan instrumen penegakan hukum
tindakan penebangan (Peningkatan instrumen
liar, perikanan liar, penegakan hukum). Strategi :
dan penambangan liar. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat
tentang llegal Loging.

2. Percepatan dalam penanganan perkara llegal Loging.

3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penanganan perkara
Tlegal Loging.

4. Meninjau kembali dan memperbaiki peraturan teknis di
Kejaksaan mengenai penanganan perkara kejahatan terkait
dengan hutan agar selaras dengan perkembangan regulasi
nasional.
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PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan 2 :
Peningkatan efektivitas penegakan hukum.

Strategi :

1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan
perkara llegal Loging yang didalamnya mengatur SOP.

2. Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus llegal loging.

3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang Ilegal
loging.

4. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan
dan eksekusi).

3.2. Perikanan liar(menurunnya | Arah kebijakan :
kegiatan perikanan liar di| Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak
ilayah perairan Indoneia) pidana perikanan liar.

Strategi :

1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan
perkara perikanan liar yang didalamnya mengatur SOP.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat
tentang perikanan liar.

3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan,
persidangan dan eksekusi) perikanan liar.

4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan
perikanan liar agar nilai ckonominya dapat dipertahankan.

PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
3.3. Penambangan liar. | Arah kebijakan :
(Berkurangnya PETI tidak | Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara
bertanggung jawab). tegas, konsekuen dan adil.
Starategi :

1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan
perkara penambangan liar yang didalamnya mengatur SOP.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat
tentang penambangan liar.

3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan,
persidangan dan eksekusi) penambangan liar.

4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan
penambangan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.

4. Pemberantasan Menguatnya pencegahan dan | Arah kebijakan :
Narkoba dan | penanggulangan narkoba yang | Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.
Psikotropika. ditandai d terkendali
angka prevalensi | Strategi :
penyalahgunaan narkoba. 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan
perkara Narkoba dan Psikotropika yang didalamnya mengatur
SOP.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat
tentang Narkoba dan Psikotropika.

3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan,
persidangan dan eksekusi) Narkoba dan Psikotropika.
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PRIORITAS

perempuan
kelompok marjinal.

5. Melindungi anak,

dan

SASARAN

Tersedianya sistem perlindungan
dari berbagai tindak kekerasan
dan perlakuan salah lainnya
dengan mengoptimalkan proses
pencegahan, p dan
rehabilitasi terhadap perempuan,
anak dan kelompok marjinal.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

Arah kebijakan :

Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai
tindak kekerasan, temasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO).

Strategi :

1. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung dan SOP terkait dengan
kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Optimalisasi penanganan terkait dengan kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

3. Percepatan dalam penanganan perkara terkait dengan perkara

kekerasan perempuan dan anak (penuntutan, persidangan dan
cksekusi).
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Berdasarkan atas pembidangan dari sasaran strategis sebagaimana
tersebut maka seluruh arah kebijakan dan strategi nasional telah
termaktub dalam arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, dari arah dan strategi
tersebut diatas maka diimplementasikan ke dalam beberapa program

sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kejaksaan R.I

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan R.I

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kejaksaan R.I

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan R.I

5. Program  Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan
Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
(Pidum)

7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Khusus,Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana
Korupsi.

8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata

Usaha Negara.

Dari delapan program tersebut rencana kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I selama lima tahun ke depan yaitu dari

tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN R.I

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

SASARAN PROGRAM INDIKATOR
Meningkatnya kualitas dan e Persentase SDM Kejaksaan R.I
Integritas SDM Kejaksaan R.I yang sesuai dengan standard

kompetensi

e Indeks Integritas/ Persentase
pegawai Kejaksaan yang taat
aturan
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR
2 Meningkatnya akuntabilitas e Persentase satker yang
keuangan dan kinerja melakukan pengelolaan keuangan
Kejaksaan R.I sehingga sesuai dengan SAP
terwujud tata kelola e Persentase satker yang nilai
pemerintahan yang baik akuntabilitas kinerja baik
3 Meningkatnya kualitas | ¢ Jumlah satker yang ditetapkan
Reformasi Birokrasi Kejaksaan. sebagai percontohan
Implementasi RB ( unit WBK
(Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM
(Wilayah BebasBersih Melayani).
¢ Indeks kepuasan pelayanan
internal
4 Meningkatnya penyelamatan e Persentase pemulihan aset Negara
dan pemulihan aset yang e Persentase penyelamatan aset
dikaitkan dengan upaya Negara
penyelesaian tindak kejahatan
dalam hal harta benda kepada
korban dan negara secara
efektif, efisien, transparan dan
akuntabel

Tabel 46 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Progam Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

a. Kegiatan pelayanan penyusunan peraturan perundang-
undangan dan kerjasama hukum.

b. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Kejaksaan
R.I.

c. Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan
negara bukan pajak Kejaksaan R.I.

d. Kegiatan perencanaan, pengembangan manajemen, organisasi
dan tata laksana, pengolahan data serta pemantauan dan
penilaian.

e. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan Kejaksaan
R.IL

f.  Kegiatan pelayanan ketatausahaan Kejaksaan Agung, pimpinan,
kerumahtanggaan, keamanan dan bina kesejahteraan pegawai.

g. Kegiatan Penyajian data statistik kriminal dan teknologi
informasi.

h. Kegiatan penelitian dan pengembangan Kejaksaan R.I.

i Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

j- Kegiatan penanganan dan penyelesaian pemulihan asset yang
terkait perkara.
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2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEJAKSAAN R.I

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

1 Meningkatnya kuantitas dan o Persentase pemenuhan sarana dan
kualitas sarana dan prasarana prasarana yang standard.
dalam mendukung
pelaksanaan
tugasdanfungsiKejaksaan

2 Meningkatnya kualitas data e Persentase data
dan informasi pelaksanaan daninformasipenanganperkara
penanganan perkara berbasis yang diupload tepat waktu
teknologi informasi yang dapat |e Jumlah pengunjung data
diakses oleh masyarakat daninformasi penanganan perkara.

Tabel 47 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:
Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan
prasarana Kejaksaan R.I, dengan output kegiatan, yang meliputi :

a. Pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak
memadai dan untuk satuan kerja baru;

b. Kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor
dinas)

c. Perangkat pengolah data dan komunikasi ;
Perlengkapan dan fasilitas perkantoran ;

e. Gedung dan bangunan.

3) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR KEJAKSAAN R.I

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR
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NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

Tabel 48 Sasaran Program dan Indikator Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan
Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
Jaksa Agung Muda Pengawasan ;

b. Kegiatan peningkatan pengawasan bidang kepegawaian dan tugas
umum, keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan,
Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta
Perdata dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan tugas-tugas

pengawasan di seluruh satuan kerja Kejaksaan,;

c. Kegiatan peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejati

dan jajaran pengawasan di daerah.

4) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEJAKSAAN
RI

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

1. Meningkatnya kompetensi | ¢ Jumlah SDM yang bersertifikat
pegawai kejaksaan R.I kompetensi

2 Meningkatnya Kepuasan | ¢ Indeks kepuasan peserta diklat
stakeholder atas layanan | e Indeks kepuasan stakeholder
badiklat

Tabel 49 Sasaran Program dan Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Kejaksaan

Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan.
b. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis

fungsional.

5) PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN /PERMASALAHAN
HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;
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NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

Tabel 50 Sasaran Program dan Indikator Program
Penyelidikan/Pengamanan/Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD
HUKUM dan HANKAM

Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan negara
dan penanggulangan tindak pidana.

b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi intelijen.

c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya dan sumber
daya organisasi.

d. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.

e. Kegiatan penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan

di Kejati, Kejari dan Cabjari.

6) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
UMUM (PIDUM)

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR
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NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

Tabel 51 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pidum

Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan

harta benda di Kejaksaan Agung.

b. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan

negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung ;

c. Kegiatan tupoksi penanganan perkara Tindak Pidana Umum
lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah
jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan,
penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan

pelaksanaan eksaminasi ;

d. Kegiatan tupoksi penanganan perkara Tindak Pidana Umum di

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

7) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PIDANA KHUSUS.PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI LAINNYA

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR
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NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

Tabel 53 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan Dan

Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus,Pelanggaran Ham Yang Berat

Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya
Kegiatan vang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana
Korupsi di Kejaksaan Agung, (kegiatan penyelidikan dan
penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan kegiatan
penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dankegiatan
peningkatan pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Agung,
(perkara Tindak Pidana Korupsi yang disclesaikan dalam tahap
pra penuntutan,perkara pelanggaran HAM yang berat dan perkara
Tindak Pidana Khusus lain yang diselesaikan dalam tahap
penuntutany)).

b. Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.

c. Kegiatan prioritas nasional bidang “penanganan perkara Tindak
Pidana Khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri(perkara
Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan
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Cabjari,dan Tindak Pidana Khusus (perpajakan, kepabeanan dan

cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari ).

8) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah

sebagai berikut ;

NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR

1 Meningkatnya keberhasilan e Persentase kemenangan bidang
penyelesaian perkara Perdata Perdata dan Tata Usaha Negara
dan Tata Usaha Negara Kejaksaan R.I melalui jalur litigasi.

e Persentase keberhasilan bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan R.I melalui jalur non

litigasi.

2 Meningkatnya pengembalian * Persentase pengembalian kerugian
kerugian keuangan Negara keuangan Negara melalui jalur
melalui jalur perdata perdata.

3 Meningkatnya kualitas * Persentase indeks kepuasan
pelayanan hukum di bidang masyarakat atas pelayanan hokum
Perdata dan Tata Usaha Negara bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara.

Tabel 54 Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan

Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
Kegiatan yvang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang

diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.

c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak
yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;

d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun
Cabjari yang meliputi :

- Terselesaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara, baik litigasi dan non litigasi di Kejati, Kejari maupun
Cabjari ;

- Operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejati dan Kejari.
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Dari beberapa program dan kegiatan pada tersebut diatas, berdasarkan
teori balance scorecard, maka target prioritas kinerja Kejaksaan R.I yang
ingin dicapai dari setiap sasaran strategis Kejaksaan adalah sebagai

berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

No | Pemangku Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
kepentingan (Strategic Objective)

1. | Pencari Penanganan Perkara | Persentase hasil
Keadilan Pidum, Pidsus dan |supervisi terhadap
pelanggaran HAM | pelaksanaan
berat secara | penanganan perkara
berkualitas, cepat, | secara profesional

tepat dan berkeadilan

2. | Masyarakat Meningkatnya Persentase kepuasan
persepsi baik | masyarakat atas
masyarakat terhadap | penegakan hukum yang
kinerja Kejaksaan dilakukan Kejaksaan
Meningkatnya Jumlah laporan
kesadaran hukum | pengaduan masyarakat
masyarakat atas proses penegakan

hukum yang dilakukan
kejaksaan
Meningkatnya Jumlah laporan
kesadaran hukum | pengaduan masyarakat
masyarakat atas proses penegakan
hukum yang dilakukan
kejaksaan.
Meningkatnya Pengembalian kerugian
Pengembalian keuangan negara

Kerugian Keuangan | melalui jalur Pidana
Negara melalui jalur | dan Perdata.
pidana atau perdata

Tabel 55 Perspektif Pemangku Kepentingan

2. Perspektif Proses Internal (Internal Process)

No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)
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No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)
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No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)

3. | Perdata dan Meningkatnya Porsentase kemenangan
Tata Usaha kepercayaan klien | bidang DATUN
Negara terhadap pelayanan | Kejaksaan melalui jalur

bidang Perdata dan | non litigasi
Tata Usaha Negara

Persentase kemenangan

Kejaksaan RI
bidang DATUN
Kejaksaan melalui jalur
litigasi
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No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)

Tabel 56 Perspektif Proses Internal

3. Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and
Growth)

No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)
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No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)

Tersedianya SDM | Prosentase aparatur
dan Badan Berkualitas dalam | yang bekerja sesuai
Diklat rangka peningkatan | dengan jenis diklat yang

kualitas pelayanan | pernah ditempuh baik

publik diklat teknis fungsional
maupun diklat
manajemen
kepemimpinan

Persentase Jaksa yang

lulus assesment
menduduki jabatan
struktural
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Bidang

Sasaran Strategis
(Strategic Objective)

Indikator Keberhasilan

Persentase Tata Usaha
yang lulus assesment
untuk menduduki
jabatan struktural

Jumlah aparatur yang
bergelar S-2 dan S-3

Jumlah aparatur yang
memiliki nilai TOEFL
diatas 500

Persentase aparatur
yang memiliki keahlian
berbicara di muka
publik

Persentase aparatur
yang memiliki
kemampuan
pemanfaatan komputer
dan teknologi informasi

Persentase widyaiswara
bergelar master / doktor
yang dapat menerapkan
metode pembelajaran
sesuai jaminan mutu
pendidikan

Jumlah aparatur yang
memiliki sertifikasi
pengadaan barang dan
jasa

Jumlah Aparatur
Teladan se Indonesia
(tiap

kejati/ biro/ direktorat
masing-masing 2 org (1
jaksa dan 1 TU)

Pembinaan

Meratanya
penyebaran SDM
berkualitas sesuai
dengan kebutuhan
organisasi

Persentase
Implementasi hasil
analisis beban kerja dan
analisis Jabatan

Persentase pola mutasi,
promosi berbasis merit
sistem
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Bidang

Sasaran Strategis
(Strategic Objective)

Indikator Keberhasilan

Persentase lelang
Jabatan eselon III ke
atas

Pembinaan

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
Birokrasi Kejaksaan

Rencana
Tahunan
sesuai

Persentase
Kerja
Kejaksaan
dengan Rencana
Strategis dan  Road
Mapp Kejaksaan

Laporan Hasil Audit
BPK atas pengelolaan
keuangan Kejaksaan

Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintahan
dari Kejaksaan

Persentase
terpenuhinya standar
pelayanan prima pada
setiap bidang
berdasarkan penilaian
Tim Ahli

Persentase
implementasi
rekomendasi kebijakan
pengelolaan aset
berdasarkan hasil audit
terhadap seluruh aset
Kejaksaan

Persentase

Pembangunan  Sistem
Informasi  Manajemen
Kejaksaan di  setiap
satuan kerja yang
terbuka bagi

Masyarakat

Pembinaan

Tersedianya  sarana
dan prasarana untuk
mendukung
pelaksanaan
Kejaksaan

tugas

Persentase
implementasi
pemenuhan sarana dan
prasarana berdasarkan
hasil audit Kejaksaan
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No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)
6. | Pembinaan Modernisasi Persentase
Manajemen pembangunan database
Kejaksaan  berbasis | kepegawaian sebagai
Teknologi Informatika | bahan pengambil

kebijakan pimpinan
terkait mutasi, promosi
dan pengembangan
kepegawaian.

Persentase
pembangunan database
aset kejaksaan sebagai

bahan kebijakan
penentuan alokasi
anggaran

Persentase
pembangunan paperless
sistem untuk

memudahkan pelaporan

(e-office)

Persentase
pembangunan e-
budgeting di Kejaksaan

Persentase
pembangunan e-monev
untuk setiap satuan
kerja kejaksaan

Tabel 57 Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan

4. Perspektif Keuangan (Financial)

No Bidang Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
(Strategic Objective)

15 Pembinaan Meningkatnya Persentase Ketersediaan
ketersediaan anggaran untuk
anggaran bagi | Operasional Kejaksaan
Kejaksaan

2. | Pembinaan Meningkatnya Meningkatnya
kesejahteraan tunjangan fungsional
pegawai Kejaksaan | dan atau remunerasi
R.I pegawai

Tabel 58 Perspektif Keuangan
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Atas target kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka arah
kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan R.I dalam lima
tahun ke depan tahun 2015-2019 akan dikelompokkan dalam S (lima)

Tema, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum
Peningkatan kualitas penegakan Hukum ini ditujukan bagi
penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan di bidang Pidana
Umum dan Pidana Khusus, dengan arah kebijakan dan strategi

sebagai berikut :

a. mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang profesional,
melalui : perbaikan rekrutmen Jaksa, perbaikan pola mutasi dan
promosi Jaksa berbasis merit sistem, menyiapkan SDM penyidik,
penuntut umum serta Jaksa eksekutor dengan jumlah yang
tepat dengan beban kerja yang terukur, membentuk Jaksa
spesialis Penanganan Perkara tertentu, meningkatkan mutu
SDM penyidik dan penuntut umum melalui serangkaian
pendidikan dan latihan di dalam negeri serta perluasan
kesempatan belajar ke luar negeri, melaksanakan pendidikan
terpadu antar penegak hukum, menetapkan standar mutu dan
kompetensi penyidik dan penuntut umum, melakukan penilaian
kerja secara terukur kepada penyidik dan penuntut umum,
meningkatkan kapasitas aparatur intelijen dalam pelaksanaan
surveilance dan penyadapan, meningkatkan kapasitas aparatur
yang bertugas sebagai tim supervisi, eksaminasi dan eksaminasi
khusus, pemberian gaji dan tunjangan serta remunerasi yang

layak demi peningkatan kesejahteraan bagi Jaksa ;

b. Peningkatan kinerja penegakan hukum, melalui : menetapkan
target kinerja bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum
serta Jaksa selaku eksekutor, melaksanakan seluruh strategi
dari aksi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi, meningkatkan dana operasional penanganan perkara
pidana umum (terutama tindak pidana penebangan liar,
perikanan liar, penambangan liar dan Narkotika) dan perkara
pidana khusus (tindak pidana korupsi dan pencucian uang),

mengoptimalkan fungsi penyadapan dan surveilance dalam
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mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, menyiapkan
internal auditor bagi Kejaksaan, mengoptimalkan pemanfaatan
video conference dalam ekspose perkara tindak pidana korupsi,
membentuk  Satgas Operasi Tangkap Tangan  dalam

Pemberantasan

c. Tindak Pidana Korupsi, membentuk Satgas penanganan perkara
perempuan dan anak, membentuk Satgas penanganan perkara
penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar,
meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa yang
menangani perkara anak dan perempuan, meningkatkan
kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian, KPK, PPATK, BPK,

BPKP, Komnas HAM dan Kerjasama Internasional;

d. Mewujudkan pembenahan terhadap kualitas aturan
internalsebagai pedoman bagi Jaksa dalam penegakan hukum,
melalui:, Pembenahan terhadap Pedoman Pelaksanaan
Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum, Penyusunan Pedoman
Tuntutan bagi perkara Tindak Pidana Khusus, menyusun SOP
perlindungan Justice Collaborator, menyusun SOP pelaksanaan

sistem diversi dan restoratif justice

e. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan tugas penegakan hukum, melalui : Pembangunan
Gedung Kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kendaraan
dinas, menyediakan infrastruktur untuk pengamanan Jaksa,
gedung kantor dan kendaraan operasional dalam melaksanakan
tugas, Pembangunan Ruang Tahanan Khusus Anak dan Wanita,
Pembangunan Ruang Pemeriksaan dalam rangka Penyidikan,
Pembangunan ruang Jaksa Fungsional dan ruang konsultasi
penanganan perkara, membangun sistem penanganan perkara
berbasis Teknologi Informatika, menyediakan infrastruktur
penunjang dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan
pembuktian di muka persidangan (misalnya penyediaan alat
rekam sidang, dan sebagainya), pembangunan ruang diversi dan

perkara Anak Berhadapan dengan Hukum
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Manajemen Teknologi Informatika untuk PPA yang terintegrasi
baik secara nasional maupun internasional, membangun Sistem
Integrasi Manajemen Pengacara Negara berbasis Teknologi

Informatika ;

d. Optimalisasi pencegahan kerugian negara melalui jalur pidana
maupun perdata, melalui : meningkatkan peran Jaksa Pengacara
Negara dalam mencegah kerugian negara melalui pemberian
layanan pertimbangan hukum terhadap pengadaan barang dan
jasa serta penyusunan kontrak pemerintah / BUMN,
meningkatkan fungsi intelijen dalam monitoring proyek strategis

Pemerintah dan monitoring Penerimaan Negara / Daerah;

e. Peningkatan Kerjasama Nasional dan Internasional dalam rangka
pelacakan aset, melalui : penandatanganan MoU atau MLA
dalam rangka pelacakan aset, meningkatkan hubungan yang
didasarkan atas hubungan baik antar negara (resiprositas)
dalam rangka pelacakan aset, membentuk kantor perwakilan
Kejaksaan di beberapa negara untuk optimalisasi perampasan

aset.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih
dan bebas KKN, Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh
Kejaksaan adalah :

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui : pembenahan
terhadap laporan pengelolaan keuangan kejaksaan sehingga
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), pembenahan terhadap laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Kejaksaan,
mengoptimalkan pemanfaatan e-monev, menggunakan sistem e-
budgeting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan
Kejaksaan, pembentukan LPSE (e-procurement) dan ULP di tiap

kejaksaan Tinggi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran

b. Mewujudkan Integritas Aparatur Kejaksaan, melalui : terpenuhinya

seluruh kewajiban LHKPN bagi Jaksa dan aparatur TU yang
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memenuhi  kualifikasi tertentu  untuk melaporkan  harta
kekayaannya kepada KPK, peningkatan kerjasama antara
Kejaksaan dengan KPK dalam rangka menjaga integritas aparatur
Kejaksaan melalui penilaian Indeks Integritas KPK berdasarkan
hasil survey terhadap aparatur Kejaksaan, meningkatnya
pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi dalam perencanaan
program dan kegiatan Kejaksaan dalam setiap tahunnya,
peningkatan kinerja aparatur pengawasan dalam menyelesaikan
setiap pengaduan yang masuk, meningkatnya pengawasan melekat
dari pimpinan setiap satuan kerja, meningkatnya peran
pengawasan dalam melakukan pencegahan terjadinya korupsi
dalam pengelolaan keuangan-pengelolaan SDM dan Aset
Kejaksaan, operasionalisasi Sistem Pengedalian Internal di
Kejaksaan, mewajibkan seluruh pejabat untuk melaksanakan
pakta integritas dan pembangunan mekanisme  kontrol
pelaksanaan pakta integritas secara ketat, mengoperasionalkan
secara intensif zona anti korupsi di setiap Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia,
pemantapan whistleblowing sistem, pemberlakuan sistem reward
and punishmet secara efektif, melaksanakan diklat Budaya Anti

Korupsi bagi Aparatur Kejaksaan

c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan,
yaitu dengan mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos,
layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan

dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan serta Pemantapan Reformasi

Birokrasi
Adapun Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan dalam rangka

meningkatkan kapasitas SDM Kejaksaan dan memantapkan

Reformasi Birokrasi yang telah berjalan adalah melalui :

a. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan, yaitu melalui
melakukan audit kelembagaan atas seluruh bidang kerja,
melakukan audit terhadap sarana dan prasarana Kejaksaan,
menyusun peta jalan (road map) Reformasi Birokrasi Kejaksaan

berikut tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, penataan
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jabatan struktural dan fungsional serta pelaksana administrasi di
Kejaksaan, melakukan pengembangan kelembagaan berdasarkan
hasil survey kepuasan aparatur kejaksaan dan masyarakat

terhadap tata kelola kejaksaan.

b. Pengembangan Sistem Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
yaitu dengan : membangun e-office di Kejaksaan, optimalisasi
pemanfaatan database kepegawaian, database aset kejaksaan,
database pengawasan, database intelijen, database penanganan
tindak pidana, dan penyusunan SOP terintegrasi berbasis Teknologi

Informatika, e-arsip.

c. Pengembangan profesionalisme SDM Aparatur Kejaksaan melalui :
melaksakanan pendidikan baik didalam (yaitu berupa diklat
manajemen kepemimpinan, diklat teknis fungsional dan pendidikan
/pelatihan lainnya yang bergelar ataupun non gelar) maupun di
luar negeri, menentukan role model Kejaksaan, melaksanakan
pemilihan para pegawai teladan se Indonesia, meningkatkan jumlah
Jaksa dan Tata Usaha yang lulus dalam assesment untuk
menduduki jabatan struktural, meningkatkan jumlah aparatur
yvang berkualifikasi S-2 dan $-3, meningkatkan kemampuan bahasa
inggris aparatur Kejaksaan RI, meningkatkan kemampuan aparatur
dalam pemanfaatan teknologi informatika, meningkatkan jumlah
aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa,
mengirimkan widyaiswara Kejaksaan RI untuk mendapatkan
pendidikan peningkatan kompetensi,pembenahan sistem
rekrutmen CPNS secara transparan, pemanfaatan Computer
Assisted Test, optimalisasi assesment center, menetapkan pola
mutasi dan promosi berbasis merit, lelang jabatan bagi Pejabat
Eselon II ke atas, pendidikan aparat penegak hukum yang
berperspektif HAM dan responsif gender, peningkatan kapasitas
Aparat Pengawas Internal Kejaksaan RI, meningkatkan kapasitas

Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kejaksaan:
Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah:
a. Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan menyempurnakan aturan
tentang standar pelayanan minimal dan standar pelayanan prima

Kejaksaan RI.
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b. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat, melalui:
optimalisasi pemanfaatan meja informasi, pelayanan penerangan
hukum dan penyuluhan hukum, pembangunan jaringan
masyarakat anti KKN, menyediakan Laporan Penanganan Perkara

yang dapat diakses masyarakat setiap hari.

c. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan pemanfaatan
Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan R.I yang dapat diakses

masyarakat.

d. Penanganan pengaduan masyarakat, yaitu melalui
mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos, layanan

penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan RI.

e. Penerapan standar pelayanan minimal, yaitu melalui : optimalisasi
fungsi pembinaan dalam mendukung tercapainya standar

pelayanan minimal di tiap bidang.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan salah satu cara yang dilakukan
untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana
tercantum pada RPJMN Tahun 2015-2019. Saat ini Kejaksaan RI
membutuhkan pembentukan kerangka regulasi agar tercipta proses
bisnis yang jelas dan transparan.Berdasarkan Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan
kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh karena itu
pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan
juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan
dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat

memberikan manfaat yang lebih optimal.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan
sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:
a. Mengarahkan  proses perencanaan  pembentukan  peraturan
perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
b. Meningkatkan kualitas peraturan Perundang-Undangan dalam

rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
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c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

Sejalan dengan RPJMN tahap II, tahun 2015-2019, sinergi
antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan
pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan
tujuan untuk mewujudkan daya saing perckonomian berlandaskan

sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kerangka regulasi ini dibuat berdasarkan kajian, penelitian dan
kebijakan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan RI, maka Kejaksaan RI
sangat perlu sekali melakukan perubahan maupun membentuk regulasi
baru untuk mendukung tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan RI

dalam lima tahun ke depan, terhadap beberapa hal, yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada;

b. Kondisi Kejaksaan R.I yang masih membutuhkan pengaturan
terhadap beberapa hal yang belum diatur;

c. Peraturan Perundang-Undangan yang memerlukan harmonisasi dan
sinkronisasi.

d. Peraturan Jaksa Agung untuk persoalan teknis dan kebijakan
internal lembaga dan ;

e. Peraturan Jaksa Agung Muda untuk kebijakan teknis internal

lembaga.

Beberapa peraturan yang perlu diselaraskan yaitu antara lain :

1. Revisi Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004 yang
perlu  penyesuaian mengikuti perkembangan hukum  dan
perkembangan organisasi.

2. Melakukan perubahan terhadap peraturan pelaksanan yang
berhubungan dengan Undang-Undang Kejaksaan yang baru tersebut
baik itu Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden.

3. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Rekruitmen Pegawai
Kejaksaan yang Transparan, Kridibel, Akuntabel, dan Merit Sistem.

4. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Promosi dan Mutasi

Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI yang transparan, kompetitif dan
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berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, reward dan
punishmend.

5. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Sistem Peradilan Pidana
Terpadu yang di dalamnya mengatur tentang SOP (Standar
Operasional Prosedur), ini berkaitan dengan terintegrasinya penangan
perkara tindak pidana bagi aparat penegak hukum.

6. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Tindak
Pidana Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar.

7. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pelacakan Aset bagi Pusat
Pemulihan Aset.

8. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Lelang Terhadap Barang
Rampasan yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan
perkara telah berkekuatan hukum tetap.

9. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penyadapan dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi.

10. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara

HAM dan HAM Berat.

11. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Penanganan
Perkara Tindak Pidana Korupsi.

12. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Kejaksaan R.I.

13. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

14. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara
Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang berhadapan dengan
Hukum.

15. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Tuntutan Penanganan
Perkara Tindak Pidana.

16. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Peraturan Jaksa
Agung tentang Laporan Pengaduan pada Jaksa Agung Muda
Pengawasan.

17. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

18. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Penanganan
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Litigasi dan Non litigasi).

19. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Peraturan Jaksa

Agung tentang Bank Data Intelijen.
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20. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Monitoring Center
Intelijen.

21. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Jaksa Spesialis.

22. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Peraturan Jaksa
Agung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia.

. KERANGKA KELEMBAGAAN

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan
pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah
yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program
pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada
organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta
sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas,
fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter
dan antar organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan
kerja inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan
sumber daya manusia aparatur negara mencakut para pejabat negara
dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka
kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude).
Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksud untuk
mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel,
dan  sinergis agar mampu melaksanakan  program-program
pembangunan dengan efektif dan efisien.

Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam
kerangka kelembagaan, tentutnya tidak terlepas dari tugas pokok,
fungsi dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan serta dilaksanakan
oleh segenap aparatur Kejaksaan yang ada dalam struktur organisasi

Kejaksaan secara hirarkis.

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh
Presiden atas usul Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia. Secara yuridis, telah dikeluarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian

www.peraturan.go.id



2016, No.1577 116

ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER-009/A/J.A/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-
006/A/J.A/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia.

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi
Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan
wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa
Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda dan seorang Badan yaitu
: Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa

Agung Muda Pengawasan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Disamping para Jaksa Agung Muda, juga terdapat Staf Ahli
dan Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang
serta fungsi Kejaksaan di bidang-bidang tertentu yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Untuk
menunjuang kelancaran pelaksanaan tugas khusus Jaksa Agung yang
karena sifatnya memerlukan penanganan secara tertentu dan langsung,
diangkat Staf Umum dan Staf Khusus Jaksa Agung yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Jaksa
Agung serta secara administrasi berada dalam lingkungan Jaksa Agung

Muda Pembinaan.

Untuk menunjang kegiatan di lingkungan Kejaksaan, dibentuk
beberapa Pusat yang dipimpin oleh satu Kepala, yaitu Kepala Pusat
Penerangan Hukum, Kepala Pusat Informasi Data dan Statistik
Kriminal, dan Kepala Pusat Pemulihan Aset serta Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan. Untuk pelaksanaan tugasnya secara
administrasi Kepala Pusat Data dan Statistik Kriminal, Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan serta Kepala Pusat Pemulihan Aset
berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sedangkan
Kepala Pusat Penerangan Hukum berada dalam lingkungan Jaksa

Agung Muda Intelijen.
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Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan membawahkan sebuah sekretariat dan/atau beberapa biro
dan/atau beberapa Direktorat dan/atau beberapa Inspektur dan/atau
beberapa Kepala Pusat. Sekretariat dan Biro membawahkan beberapa
Bagian dan setiap Bagian dapat membawahkan beberapa Subbagian.
Direktorat membawahkan beberapa Subdirektorat dan setiap
Subdirektorat dapat membawahkan beberapa Kasi. Inspektur
membawahkan beberapa Inspektur Pembantu dan setiap Inspektur
Pembantu dan setiap Inspektur Pembantu membawahkan Pemeriksa.
Kepala Pusat membawahkan beberapa Bidang dan setiap Bidang
membawahkan beberapa Subbidang.
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STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

l JAKSA AGUNG RI

STAF AHLI }

| WAKILIAKSA AGUNG RI

{ TENAGA AHLI

STAF KHUSUS/
STAF UMUM

JAKSA AGUNG MUDA
PEMBINAAN

JAKSA AGUNG MUDA

INTELUEN

BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO :]—
PERENCANAAN uMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN HUKUM DAN ot o | o ” PUSPENKUM I
N
SET JAM
JAKSA AGUNG MUDA JAKSA AGUNG MUDA JAKSA AGUNG MUDA JAKSA AGUNG MUDA BADAN DIKLAT
PUSAT TINDAK PIDANA UMUM TINDAK PIDANA KHUSUS PERDATA DAN TUN PENGAWASAN
DASKRIMTI
KOORDINATOR SETJAM KOORDINATOR SET JAM I KOORDINATCR SET JAM [ I JAXSA FUNGSIONAL SES BADAN
PUSAT LI NS
USAT LITBANG AR JAKSA IAKSA INSPEKTUR |
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL KEJAKSAAN TINGGI T
NEPETORT DAN KEPEMIMPINAN
PUSAT T PERDATA
PELACAKAN ASET | DIT TP OHARDA DIT PENYIDIKAN KEJAKSAAN NEGERI
INSPEKTUR Il
DIT TP KANTIBUM OIT PENUNTUTAN PUSDIK TEKNIS
CABANG KEJAKSAAN INSPERTURDY FUNGSIONAL
DIT PEMULIHAN DAN NEGERI
oTTPUL OIT UHEKS! PERLINDUNGAN HAK INSPEKTURY
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Khusus Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta Jaksa
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, masing-masing
membawahkan beberapa Koordinator dan setiap Koordinator dapat

dibantu oleh beberapa tenaga fungsional.

Untuk Kejaksaan di daerah, terdiri dari Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang kedudukan dan
wilayah hukumnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kepala
Kejaksaan Tinggi membawahkan Wakil Kejaksaan dan beberapa Asisten.
Asisten di Kejaksaan Tinggi membawahkan beberapa Kasi dan Kasubag.

Kepala Kejaksaan Negeri membawahkan beberapa Kasi dan Kasubag.

Jumlah satuan Kejaksaan seluruhnya sampai dengan tahun
2014 sebanyak 517 satuan kerja, yang terdiri dari 1 Kejaksaan Agung, 1
Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat), 31 Kejaksaan Tinggi, 408
Kejaksaan Negeri, 74 Cabang Kejaksaan Negeri dan 2 Atase Teknis
Kejaksaan RI.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan
Pengadaan Barang dan Jasa telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan
(ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan
amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah.

Dalam mendukung tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan,
masih perlu adanya penguatan lembaga berupa pembentukan 3
Kejaksaan Tinggi di daerah Provinsi yang belum terbentuk yaitu Provinsi
Papua Barat, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Barat, dan
peningkatan dari Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri
sebanyak 4 Cabang Kejaksaan Negeri. Pegabungan beberapa Kejaksaan
Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri yang satu
dengan Kejaksaan Negeri yang lain, yang kinerjanya tidak optimal seperti

Kejaksaan Purwokerto dengan Kejaksaan Negeri Banyumas dijadikan satu
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menjadi satu Kejaksaan Negeri saja, Cabang Kejaksaan Negeri Semarang
dengan Kejaksaan Negeri Semarang dijadikan satu menjadi Kejaksaan
Negeri Semarang saja, dan beberapa Cabang Kejaksaan Negeri serta
Kejaksaan Negeri lainnya, penggabungan ini bertujuan untuk menghemat
anggaran Kejaksaan RI tetapi tidak mengurangi kinerja dari Kejaksaan
Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri yang digabung. Sebelum
dilakukan penggabungan/merger perlu di kaji dan diteliti terlebih dahulu

perlu atau tidak dilakukan penggabungan/merger tersebut.

Selain menambah atau menggabung lembaga Kejaksaan, perlu
juga adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

guna menunjang tugas, fungsi dan wewenangnya.

Disamping Kejaksaan R.I akan menambah atau menggabung
lembaga Kejaksaan, Kejaksaan R.I akan menghidupkan kembali eselon IV
yang berada di bidang teknis Kejaksaan Agung dan eselon V di bidang
teknis yang berada di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi guna
menunjang tugas pokok, fungsi dan wewenang yang sebelumnya dihapus,
dengan penghapusan eselon IV dan eselon V ternyata menghambat tugas-
tugas dan fungsi Kejaksaan dibidang teknis penaganan perkara. Selain
hal tersebut diatas Kejaksaan juga akan menambah Direktorat baru yaitu
Direktorat atau eselon II yang menangani masalah HAM Berat di Bidang

Tindak Pidana Khusus.
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BABIV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan Kejaksaan RI Tahun 2015-2019
berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja,
baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan

indikator kinerja kegiatan sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019
merupakan dokumen RENSTRA Kejaksaan R.I yang disusun dalam rangka
memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015-2019.

Penyusunan RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 dilakukan
dengan berpedoman pada sektor kunci (bidang) dan isu strategis yang
dipetakan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 serta mengacu pada tugas, fungsi
dan wewenang Kejaksaan R.I, maka RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019
berada pada bidang polhukhankam dan disusun sejalan dengan isu strategis
RPJMN Tahun 2015-2019 yang diarahkan pada (a) menciptakan penegakan
hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi; (c) Pemberantasan Tindak Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan
Penambangan Liar; (d) Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika; dan

Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 disusun untuk menjadi
pedoman bagi Kejaksaan R.I dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas-
tugas yang diamanatkan oleh konstitusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan, dan pedoman bagi Pejabat Eselon I dalam memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional kepada Kejaksaan R.I, agar kinerja
pelaksanaan tugas menjadi terukur. RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-
2019 juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana = Kerja
Kementerian/Lembaga (RENJA KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kejaksaan RI setiap tahunnya.
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Target-target pencapaian RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019
disusun sebagai acuan untuk dicapai dari setiap indikator kinerja. Diperlukan

kerja keras dan sinergi semua pihak agar target tersebut dapat dicapai.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu pada jalur yang benar, maka
pelaksanaan RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 dimonitor dan
dievaluasi secara triwulan, tahunan dengan laporan tahunan serta
dioptimalkan dengan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).

JAKSA AGUNG REPUBLIKINDONESIA,

H.M. PRASETYO
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) PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR " ) DARGET KINERJA
LINGEOE;| | XODB N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAR INDIKATOR KELUARAN Wl 016 | o017 | 2018 [ 05 | o
1 2 3 a 3 5 e 10 T 12 3
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Layanan prima dan ~Jumlah layanan berbasis e- 12| 12| 12| 12| 12|
jemen kinerja
organisasi
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Penanganan Perkara | Penegak Hukum tindak pidana umum,
Kejaksaan perkara tindak pidana JAKSA
K/L khusus dan perkara AGUNG
perdata dan tata usaha
negara
i sistem. B %) peny
pengawasan melekat,  |laporan pengaduan yang
terpadu, cepat, tepat dan [ditindakdanjuti
m enyeluruh
~Pelacakan Asct dan ~Persentase (/) hasil pelacakan
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|akuntabel torknit tindak
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:y Sadar Sadar b Tukum
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ES 1 K 7 G
EROGRAM
z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LINGKUP |  KODE -l ol SASARAN, PROGRAM/ KELUARAN KELUARAN Soms T 016 1 2017 | 3015 5015 unIT
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standar  |serta kefjasama hukwm | peraturan PEMBINAA
| Birokrasi Kejaksaan prima MLA N
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| - Laporan kerja sama Fukin 1 1 L T T
7 NES | INDIKATOR KELUARAN ES 2
1080
hukum
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perumusan peraturan
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lembaga negara,
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Z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA
LINGKUP | KODE KELUARAN INDIKATOR KELUARAN umT
o N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
) 2 3 ) 5 © 7 B B 10 i1 12 13
~Jumlah Penelashan | - Rencana Peraturan ~Jumlah ranc angan norma dan. 2] 2 2] 2] 2]
dan dang:
Peraturan Perundang-  [yang dilakukan
o At o Atase ~Bulan Layanan 12| 12 12] 12 12
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kejn}uum RI
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vang Ditetapkan Oleh KAPUSLITB
aksa Agung ANG
Z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAMY K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA
LINGKUP | KODE KELUARAN KELUARAN umT
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1 2 4 5 5 7 8 9 _| 10 11 13
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¥ i keilmusn dan
Kerjasama Keilmuan  [kegiatan ilmiah lainnya
dan Kegintan Imish  [yang berkaitan dengan
Lainnya
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~Jumlah Dokumen | - Dokumen Rencans ~“Dokumen T 1 T T T
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Penyelesaian Tindakan Penyelamatan
Pemulihan Aset yang [dan Pemulihan Aset
torkait perkara yang dikaitkan dengan
Upaya Penyelessian
Tindak Kejahatan
dalam hal Harta Benda
kepada Korban dan
atan Negara secara
Efcktf, Efisien,
Transparan dan
Penmnganan Pemulihan | - Jumlah Laporan “Laporan T T T 1 T ﬁ‘;ﬁ“
[Asot yang terknit Penanganan Pemulihan
dengan Hasil Kejahatan |Aset yang terkait dengan
Hasil Kejahatan
Z PROGRAM] KEGIATA [SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA s
LINORUE| | XODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ RELUARAN XEARAN 2015 ] 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 2 3 4 S5 3 4 8 9 10 11 12 13
Pelayanan ~Bulan Layanan 5] 12} [® 1] 5
Ketatausahasn dan
Birokrasi serta
Penyusunan Rencana
ES 1 PROGRAM:. [SASARAN PROGRAM 1 INDIRATOR RELUARAN ES 1
006.01.02 |Program Peningkatan|
[Sarana dan
Prasarana Aparatur —
i Finerja ianya sarana dan prasarana__| - Ferseniase pemenihan sarana 0) 0) 3| 50 EC [viennd
aparatur Kejaksaan gedung yang dai dan prasarana MUDA
dengan didusung kantor, rumah dinas, PRAITIRAK
samna dan prasarana. | kendaraan operasional o
yang memadai serta sarana
B52 REGIATAN - (SASARAN KEGIATAN © INDIRATOR KELUARAN ES 2 -
1091 Pembangunan/ Penga|Meningkatnya kinetja
dnan/ Peningkatan  |aparatur Kej i
Sarana dan ehurub Indonesia
Prasarana Kejaksaan [dengan didukung oleh
RI sarana dan prasarana
yang memadai guna
celancasan
pelaksannan tigas
dmls [Tersedianya Sarana dan|Kendaraan Bermotor unit 30 80| 30| 50| 30|
Prasarana Gedung,
Kantor, rumah jabatan
untuk aparatr
Kejaksann di daerah,
Kendaraan Operasional )
roda-4, kendarnan KARO
tahanan serta sarana et
gedung — ~ - - 4
Lspiom et e d ::x:u}knl Pengolah Data | - umt 2703] 2703[ 7703| 2703|2703 p,;;gﬁ:,;,x
kerja baik di pusat — -
e dearehs e it 9678|967 9678|9678
Gedung/ - m2 77352
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—_—
unokup | kope |PROGRAM/KEGIATA [SASARAN/PROGRAM/K] INDIKATOR KELUARAN TARGET KINERIA uNIT
N EGIATAN 2015 ] 2016 | 2017 | 2018 | 2019
T > 3 ) 7 3 9 10 1l 12 13
ES 1 [PROGRAM : SASARAN PROGRAM 1 - AVES
[006.01.03 |Program Pengawasan
[dan Peningkatan
|Akuntabilitas
|Aparatur Kejaksaan
RI [Meningratni Tndeks miegnias uchit infemal dan laporan | - Junlah laporan pengadia Ti7a|  1174|  1174] 1174|1174
kedisiplinan, integritas | Aparatur Kejaksaan | pengaduan yang ditangei JAKSA
dan hepatuhan Aparatur AGUNG
Kejaksaan atas Aturan MUDA
yaang bertaku baik
internal maupun AN
e kstemal Persentase pengaduan ~Persentase (%) audi infernal I R
dan kasus yang terhadap kinerja dan keuangan
dinuntaskan ofeh bidang
y secara
tepat wakiu
ES2 V. | INDIKATOR SASARAN | KELUARAN INDIRATOR RELUARAN ES 2.
1092 ya Kegiatan
At
as Tugas
Pokok dan Rutin dan
i Semua
(Wilayah 1 Unsur Kejaksaan
Peraturan
Perundang Undangan
dan Kebijaksanaan
yang Ditetapkan Oleh [
[Jaksa Aguog wilayah I | |Penanganan Laporan Taporan Pengaduan 70 70) 70| 70 70| ;
2 Pengaduan k
yang Ditindaklanjuti  |vang ditindaklanjuti dan
dan Diselesaikan diselesaikan atas
Terhadap pelaksanaan tapoksi dan
i wilayah T
Wesenang pada
Wilayah 1
Z PROGRAM] KEGIATA [SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR 2 TRRGET KINEROA
LINGKUP [  KODE i oLl SASARAN] PROGRAM] KELUARAN KELUARAN e e L e e D
1 2 3 4 S5 3 4 8 9 10 11 12 13
1053 Kegiatan
At
Tugas
Pokok dan Rutin dan
8 Semun
Wilayah 1T Unsur Kejaksaan
Peraturan
Perundang Undangan
dan Kebijaksanaan
yang Ditetapksn Olel e
[Jakea Aguag wilayah I [Sooerreeey Fenanganan Laporan ~Taporan Pengaduan 70 79 70 0] 70| n
" Pengaduan masy
yang Ditindaklanjuti  |vang ditindaklanjuti dan
dan Diselesaikan diselesaikan atas
Terhadap pelaksanaan tupoksi dan
Penyalabgunasn wowennng di wilayah 1T
Wewenang pada
Wilaynh 11
094 Kegintan
Atas
Tugas Tugas
Pokok dan Rutin dan
|Wewenang di Pembangunan Semua
[Wilay ab 10 Unsur Kejakuasan
Berdasarkan Peraturan
Perundang Undangan
dan Kebijaksannan
yang Ditetapkan Oleh —
[Vaksa Agung wilayah 1l 1 Penanganan Laporan " Laporan Pengaduan 70| 70| 70| 70| 70| m
yang Ditindaklanjuti  [yang ditindnklanjuti dan
dan Diselesaikan diselesaikan atas
Terhadap |pelnksanaan tupoksi dan
Penyalabgunasn [wewenang di wilayah ITI
Wewenang pada
Wilayah I
1095 Kegiatan
Atas
jas Tugas
Pokok dan Rutin dan
[Wewenang i Pembangunan Semua
Wilayah 1V Unsur Kejaksaan
Berdasarkan Peraturan
Perundang Undangan
dan Kebijaksanaan
vang Ditetapkan Oleh NSPEKTUR|
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z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| THDIKATOR > TARGET KINERJA T
LINORUE:| | XODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ RELUARAN JRDIEATOE KELRRAN 3015 | 3016 | 2017 | 2018 [ o015 | o
1 2 3 4 S5 6 L 4 8 9 10 11 12 13
v [Jumlah Laporan Penanganan Laporan, ~Laporan Pengaduan 70) 70) 70) 70 70| WV
yang Ditindaklanjuti  |yang ditindaklanjuti dan
dan Disclesaikan diselosaikan atas
Terhadap pelaksansan tupoksi dan
Penyalabgunann |wewenang di wilayah IV
Wewenang pada
Wilayah IV
1096 i Kegiatan
Atas
Tugas Tugas
Pokok dan Rutin dan
di Semua
Wilayah V Unsur Kejnksann
Berdasarkan Peraturan
Porundang-Undangan
dan Kebijaksanaan
yang Ditetapkan Oleh INSPEKTUR|
Maksa Agung wilayah V[ Penanganan Laporan Taporen Pengadusn 70 70] o[ 70] 70| Vv
Pengndunn Masyarakat |Pengnduan masysrakat
yang Ditindaklanjuti  [yang ditindaklanjuti dan
dan Diselesaikan diselesaikan atas
Terhadap [pelaksanaan tupoksi dan
sy di wilayah V
Wesrenang pada
[Wilaysh V
z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA
LINGKUP [ KODE Y kAT SASARAN/ PROGRAM KELUARAN KELUARAN T BTN B T BT M) NIt
1 2 3 4 S5 3 4 8 9 10 11 12 13
1057 ; ya Kegiatan
At
|Aparatur Kejaksaan |Pelaksansan Tugas
di Dacrah Baik di  |Rutin dan
Kejati, Kejuri dan |Pembangunan Semua
Cabjari dan Jajaran |Unsur Kejaksaan
& Peraturan
Dacrah Perundang Undangan
dan Kebijaksanaan
yang Ditetapkan Oleh
[Jaksa Aguog di dacrah [—oorrRne Taporan Pengaduan ~Taporan Pengadusn 524] 53] 524] 534] 524]
B yang
yang Ditindaklanjuti  |ditindaklanjuti dan KEPALA
dan Diselesaikan diselessikan terhadap KEJAKSAA
Teshadap [penyalahgunaan N TINGGI
Penyalabgunasm wowenmng di Dacrah
Wesrenang, Tugas
Tugns Rutin,
Pelanggaran Disiplin
dan Pensnganan
Perkara Oleh Aparatur
Kejaksaan di Daerah.
B Taspeket Tnspekei | - Laporan mspekei satker 379| 379) 379) 379] 379
di Kejat, Kejari dan
Cabjari
1098 ya Kegiatan
dan
Teknis. iatan di
Lainnya Jaksa Agung|bidang Pengawasan
[Muda Pengawasan
[Jumlah Kegintan di Pelayanan Bulan Inyanan 2] 12 12| 12| 12| SEKRE
Bidang Kesekretariatan |kesckretariatan bidang S JAKSA
di Lingkungan Jaksa  |pengawasan AGUNG
| Agung Muda Tindak MUDA
Pengawasan Dalam
Berkoordinasi dan AN
ES 1 | PROGRAM : SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR KELUARAN ES
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= z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| THDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LIROKUE I fcial N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ TEUARAN, JRDIEATOE KELRRAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 unI®
1 2 3 4 S5 3 L 4 8 9 10 11 12 13
006.01.05 |Pendidiken dan ~Tersedianya SOV | Persentase aparatur | Dikial mandjemen amlah angkaian diklal yang 39 a7 55 62 71 o
Pelatihan Aparatus i yang yang bekerja sesuai i dan Teknis | diseleng BADAN
g dalam dengan jenis diklat Fungsional STREAE
rangha n katkan mah dite;
ES2 [KEGIATAN : | SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN ES 2 :
5006 5 Rencana
Pendidikan dan Program Kerja, Sarana
Pelatihan Teknis  |dan Prasarana,
Fungsional |Anpgaran
pengembangen dan  [Jumlah angkatan Jumlah Angkatan ~Angkatan 28 32 36 0 a4
serta idikan dan idikan dan Pelatihan
Pengelolaan Data, pelatihan teknis Teknis Aparatur
Laporan, i i
liubungan Masyarakat
dan Standarisasi Jumlah Pendidikan dnn | - Angkatan
i dan Pelatihan Pembentukan
Pelatihan aksa yang
Diselenggarakan
[Jumiah Pendidikan dan | - Angkatan
Pelatihan Penyelidikan KAPUS
Kasus Intelijen Yang PENDIDIKA
Diselenggarakan N DAN
PEIATIHAN
[Jumlah Pendidikan dan | - Angkatan “}ﬁa’;'z“
Pelatihan Penanganan AL
Perkara Tindak Pidana
Khusus Yang
Diselonggarakan
umlah Pendidikan dan | - Angkatan
Pelatihan Penanganan
Perkara Tindak Pidana
Umum Yang
Diselenggarakan
[Tumlah Pendidikan dan | - Angkaten
Pelatihan Penanganan
Perkara Perdata Tata
Usaha Negara Yang
Diselenggarakan
5007 Penyelenggaraan  |Meningkatnya wawasan
Pendidikan dan dan kualitas Sumber Ty
Pelaihan [Parxiznnsia PENDIDIKA
n dan RI dalam N DAN
S Pproses PEIATIHAN
dan Reairre o
= z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LINGKUP |  KODE -l ol SASARAN, PROGRAM/ KELUARAN KELUARAN 015 [ 7016 | 2017 | 2015 [ 5018 unIT
1 2 3 4 5 [3 4 8 9 _| 10 11 12 13
pelatiban twkais [Jumlah angkatsn Jumlah Angkatan ~Angkatan 1 T3] 1o} 23] 7
i idikan dan idikan dan Pelatihan H.DAN.
pelatihan mansjemen  [Manajemen dan KEPEMIMPY
dan kepemimpinan Kepemimpinan NAN
15008 [Dukungan [Terselenggarnyn
Teknis urusan
Lainnya Badan umum, kepegawaian,
i dan
Pelatihan Kejaksaan [perbendaharasn,
pengelolasn akuntansi
dan verifikasi, serta
perdengkapan,
perpustakann dan
dokumentasi
[Tersedianya Sarana dan.
Prasarana, Peralatan
dan Peralatan Gedung
Kantor
Terselenggaranya Laysnan Perkantoran ~Bulan Layanan 13| 1] 12} 12 12[sE RI
pengelolaan urusan S KEPAIA
umum, kepegawaian, BADAN
anggaran, DIKIAT
perbendaharasn,
pengelolann akuntnnsi
dan verifikasi, serta
perlengkapan,
pespustakaan dan
dokumentasi.
Kendarasn bermotor | Kendaraan Bermotor Tumit 18] T3] 13} 18| 18]
Porangkat Pongolah | Pernngkat Pengolah Data | - umit
Data dan Komunikasi [dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas |Peralatan dan Fasilitas unit
Perkantoran Perkantoran
Gedung /B Gedi
S 1 OGRAM.
006.01.06 |Program
Penyelidikan/ Penga
manan/ Penggalanga

2 Permasalahan
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= Z PROGRAM] KEGIATA [ SASARAN/ PROGRAM K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA
LINORUE:| | XODE I N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ TEUARAN, JRDIEATOE KELRRAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 unI®
1 2 }_ 3 4 S5 6 ] 8 9 10 11 12 13
[Mulum & Bidang i raniah laporan ractjen
IPOLEKSOSBUD intelijen operasi infelien Penyelidikan,
Hukum dan Hankam |rerhadap Euen don
tugas dan fungsi terhadap AGHT tertentu |penggaiangan Itetfjen
Kejaksaan dan dukungan intelije
kepada bidang Fdana
Khusus
 Persentase keberhasilan | Persentase (%) hasil pelacakan
operasi intetjen aset dan buronan tindak pidana
Pene, cum
terhadap AGHT tertentu
dan dukungan intelijen
kepada bidang Adana
umuum
JAKSA
Fersentase keberhasian AcUNG
operasi fuleljen INTELIJEN
Penegakan Hukun
terhadap AGHT tertentu
dan dukungan infetifen
kepada bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara
Perserdase keberhasilan
operasi infeljen.
Penegakan Hukwn
terhadap AGHT tertentu
serta dukungan infefjen
untuk mendukung
Pengawasan dalam
mewnjudkan tata kelola
Kejaksaan yang bersih
dan bebas KKN
ES 2 [KEGIATAN : D) < 7 N ES
KEGIATAN :
= Z PROGRAM] KEGIATA [SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA
LINGKUP [ KODE Y kAT SASARAN/ PROGRAM KELUARAN KELUARAN T BTN B T BT M) NIt
1 2 3 4 S5 3 4 8 9 10 11 12 13
1099 Pelaksanamn Meningkatnya kuahtas
Kegiatan pelaksanaan dan
. isn kegiatan
Keunngan Negara  [Intelijen Yustisial
dan Penanggulangan |Penyelidikan,
Tindak Pidana Pengamanan dan
Penggalangan untuk
mendukung kebijakan
hulum dan keadilan
baik preventif maupun
epresif mengensi
masalah investasi,
produksi, distribusi
Keuangan
Jumlah kegiatan Taporan Hual Kegintan | - LHK
intelijen di bidang Intelijon bidang ekonomi,
penyelamatan [keumgan dan
negara dan i
Saiatiggitangan Hadal DIREKTUR
pidana I
Taporan hasil kegintan |Pelacakan Aset Torknit Tapornn 80
pelacakan aset torkait |Tindak Pidana
tindak pidana
[fumlah laporan hasil |Leporan Hesl Operasi | - Laporan 30 30) 30) 30 30)
operasi intelijen bidang [Intelijen Bidang Ekonomi,
ekonomi, keunngan dan |kenangan dan
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Z PROGRAM] KEGIATA [ SASARAN/ PROGRAM K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA
LINORUE:| | XODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ RELUARAN JRDIEATOE KELRRAN 3015 | 3016 | 2017 | 2018 [ o015 | o
1 2 3 l_ 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13
T100 Pelaksanamn Meningkatnya kuahtas
Kegiatan Sandi dan  [pelaksanaan kegiatan
Produks Inteliien  [administrasi intelijen,
peningkatan
kemampuan,
koterampilan dan
integritas & i
aparat inteliien Taporan Hasil Kegiatan |Laporan Hasl Kegiatan | - LHK 100 00| 100 100 100
[pencpakan hulkum di  |dalam rangka [produksi dan sarana
Eejoksoicn informasi. [terhadap pelaksanaan
intelijen intelijon
DIREKTUR
m
G G Bulan layanan
Center (Center
Taporan Hasl [Operasional Monitoring | - Laporan
Pelaksanamn Operasi  [signal
Monitoring Signal
[Tactical Passive [Tactical Passive Bulan layanan
1101 Pelaksanann TMeningkatmya Kualitas
Kegiatan Politik,  |Pelaksanaan Kegintan
Sosinl Budayn dan  |Intelijon penegakan
Sumber Daya [hukum Penyelidikan,
Organisasi dan
Penggalangan untuk
nendulang kebijakan
hukum dan keadilan
baik preventif maupun
ropraif mengenni
;mﬁ:h:,’“ Taporan Hasil Kegintan |Laporan Hasil Kegiatan | - LHK 50) 5| PIRENTUR
barang, cetakan, orang [1atelijen bidang intelijen hidang ideologi,
iy ideologi, sosinl, politik, |sosial, politik, pertahanan
ke dan ketertiban
dan ketertiban umum  [umum
[Jumlah Laporan Pengawasan aliran “Laporan 1 1 T T T
Kegiatan pengawasan  [keperenynan masynraknt
aliran Kepercayasn  |di Kejaksaan Agung
Z PROGRAM] KEGIATA [SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA
LINGKUP [ KODE Y kAT SASARAN/ PROGRAM KELUARAN KELUARAN ST s ot s T am] ™
1 3 4 S5 3 4 8 9 10 11 12 13
1102 Tushitas
Penyelidikan / dan kuantitas
4 5
di
Kejnts, Kejuri dan [penyelidikan /
Cabjari pengamanan /
i Kejati,
[Kejari dan Cabjari Taporan Hasil Laporan hasi kegatan THK 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304
/ Y, kasus
Pengamanan / intelijen di Kejaksaan
Penggnlangan di Kejati, [Tingsi
Kejari dan Cabjari
Laporan basil kegiatan | - LHK
Penyelidikan/ pengamana KEPALA
o/ penggalangan kasus KEJAKSAA
intelijen di Kejaksaan NTINGGI
[Negesi/Cabang Kejaksaan
Negeri
Aliran Alira Taporan 90 90) 90| 90 90|
Mansyarakat di di Kejaksaan Tinggi
Kejaksaan Tinggi
Taporan hasil kegiatan |Laporan Hazl Taporan Ta39| 1439  1439]
aset terkait Kegiatan
tindak pidana Pelacakan Aset di Kejati
dan Kejasi
o] ] “Kegatmn
2 Buson Tindsk Pidana [Buron Tindsk
DPO) Pidana/ DPO
1104 Dukungan TMeningkamya Kuslitas
jemen Teknis Kegiatan
Lainnya Jaksa Agung|Intclijen penegakan
Muda Intelijen hukum di Bidang
Sosial, Politik, Ekonomi, Kegiatan y Bulan Layanan 2] 1] 2} 12| TARI
Keuangan, Pertahanan [di Bidang Kesckrotariatan di bidang S JAKSA
A 2 i aksa Agung Muda AGUNG
Umum Li Jaksa 1ntelijen MUDA
Agung Muda Intelijen INTELLJEN
Sesuai Peraturan yang
Berlaku
| SASARAN PROGRAM 2 ; | INDIKATOR SASARAN.
| EROGRAM 2.;
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Z PROGRAM] KEGIATA [ SASARAN/ PROGRAM K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA
LINORUE:| | XODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ TEUARAN, JRDIEATOE KELRRAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 unI®
T 2 3 a B G 7 s 9 10 i1 12 i3
~Meningkainya hanlah laporan Felayanan informasi dan | Perseniase (%) mut pelayanar
hukum hukum dan hukum
hukum
yang ditaksanakan oleh
inteljen
ES2 [KEGIATAN : KEGIATAN: | IND) |KELUARAN KEGIATAN ES.
KEGIATAN
1103 Penerangan dan _ |Meningkatnya Knalitas
s Hukum [Peny
kegiatan penyuluhan /
penerangan hukum dan
hubungan masyarakat
Taporan Kegintan Pencrangan Hukum padn | - Lombagn 512 512 512 512 312
Penyuluhan dan Kejaksann Agung
Penerangan Hukum
dalam rangka
mewujudkan Lembaga yang telah diberi| - Lembaga
yang sadar Hukum pada
hukum dalam upaya  |Kejaksann Tingg
pencogaban socara
preventif tindak pidana. [To e Sore lah dibori| - Lembaga
Penerangan Hukum pada
Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksan Negeri
KAPUSPEN
Kelompolk KUM /
KAJATI
Joriis
Penyebaran Informasi
Hukum
Laporan hasil Penguatan Jasingan “Laporan 126 126) 126) 126 126)
kogintan Anti KKN di
joringan  |Kejati dan Kejari
masyarakat anti KK
Taporan Pelakannann | Polaksanann Pers Tapornn 433 433) 433] 433] 433
Kegiatan Pers Gathering|Gathering pada Satuan
i Kerja Kejaksaan di
Penanganan perkara di [Daerah
selurub satan kerja
daerah.
SRR IO | SAS AR RO -
INGKUP | KoDE | PROGRAM KEGIATA | SASARAN/PROGRAMY K] TNDIKATOR A R KETUABAR TREGET KINERIA
N EGIATAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 2 3 4 [3 8 9 10 11 12 13
ES1 | PROGRAM : | SASARAN PROGRAM 1 :
[006:01.07 [Program Penanganan.
dan Penyelessian
Perkarn Pidana
U um [7enog z Perkara hamlah penyelesaian
penanganan perkara.  |perkara tindak pidana | Pidana Unmum penanganan perkara
|pictun secara wmnun berdasarkan e
| berkualitas, cepat, tepal | putusan pengadilan in ‘AG[;"
dan kracht el
amlah pengembalian oo
kerugian keuangan BIOANA
negara melalu jatur
idana
Persentase kepuasan
atas
penegakan hukum yang
dilakukan Kejaksaan
ES2 [KEGIATAN : SASARAN. | KELUARAN. S | INDIKATOR KELUARAN ES 2.:
1105 Penanganan Perkara |Meningkataya
Tindak Pidana Penyelesaian Perkarn
Terhadap Orang dan |Pidana Umum secarn
Harta Benda Cepat, Tepat dan
tabel
[Jumlah porkara tmdak |Perkara Tindak Pidana Perkara a3 3| a3 S |
Pidana Terhadap Orang [Orang dan Harta Bendn
dan Harta Benda yang  |yang diselesaikan di
diselesaikan dalam  |Kejaksaan Agung RI
Tahap Pra Penuntutan
Jumlah perkara tndak a3 )| ) rE] )
Pidana Terhadap Orang SLREETOR
dan Harta Benda yang
diselosaikan dalam.
[ Tahap Penuntutan
[Jumiah Pengendalian £| 3| a3 3 23|
Upaya Hukum,
oksckusi dan Grasi
yang diberikan kepada
perkara Tindak Pidana
 Terhadap Orang dan
Harta Benda
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PROGRAM/ KEGIATA | SASARAN/ PROG RAM K| INDIKATOR
N

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

TARGET KINERJA

2015

2016 | 2017 | 2018

2019

3

s

SASARAN/ PROGRAM/

i

12

Penanganan Perkara
Tindalk Pidana
terhadap Keamanan
Negam dan
Ketertiban Umum

[Menmghkatnya
penanganan perkara
pidana umum secara
tepat dan akuntabel

[Jumlah perkara tndnk
Pidana Keamanan
[Negara dan Ketertiban
Umum yang
diselesaikan dalam
Tahap Pra Pesuntutan

Porkara Tindak Pidana
Kenmanan Negara yang
diselesaikan di Kejaksaan
|Agung R1

Perkara

[Jumlah perkara tndak
Pidana Keamanan
Negara dan Ketertiban
Umum yang
diselesaikan dalam
Tahap Penuntutan

Jumlah Pengendalian
Upaya Hukum,
eksekusi dan Grasi
yang dibesikan kepada
perkara Tindak Pidana
Terhadap Keamsnan
Negara dan Ketertiban
Umum

33| 33| 38}

DIREKTUR
KANTIBUM

PROGRAM/ KEGIATA | SASARAN/ PROG RAM K|
N EGIATAN

INDIKATOR

KELUARAN

v KELUARAN

TARGET KINERJA

2015

2019

3

s

SASARAN/ PROGRAM/

2016 | 2017 | 2018
11

12

Penanganan Perkara [Meningkatnya

Tindak Pidana
Umum Lainnya

penanganan peskara
pidana umum secara
tepat dan akuntabel

Jumlah penanganan
perkara tindak Pidana
Umum Lainnya
termasuk penanganan
perkara kehutanan di
tingkat penyidikan
lanjutan

Perkara Tindak Fidana
Umum Lainnya yang
diselesaikan di Kejaksaan
lAgung R1

- Perkara

[Jumlah perkara tndak
Pidana Umum Lainoya
yamg diselesaikan
dalaim Tahap Pra
Penuntutan

[Jumlah perkara tindak
Pidana Umum Lainnya
yang diselesaikan
dalam Tahap
Penuntutan

[Jumlah Pengendalian
Upaya Hukum,
eksekusi dan Grasi
yang diberikan kepada
perkara Tindak Pidana
 Terhadap Tindak
Pidana Umum Lainnya

DIREKTUR

LAINNYA
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= z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| THDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LINORUE) EODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ EELDARAN INDIKATOR XELUARAR 2015 2016 2017 2018 2019 URLT
1 2 3 4 S5 3 L 4 8 9 10 11 12 13
T108 Penanganan Perkara [Meningkatnya
Pidana Umum di  [penanganan perkara
Kejoksasn Tinggi,  [pidana umum secara
Kejnksasn Negeri  [tepat dan akuntabel
dan Cabang,
Kejaksaan Negeri
Jumlah perkara tndak |Perkara Pidana Umum | - Perkarm T13851| 113851| 113851 113851 113851
pidana umum yang  [Yang Diselesaikan dalam
diselesaikan oleh tahap Pra Penuntutan
lisjaran Kejaksasn di  [dan Peauntutan di
daerah Kejati, Kejari | Kej Tinggi
dan Cabjari satu kota
dengan pengadilan
Perkara Pidann Umum Perkara

Yang Diselesaikan dalsm
tahap Pra Penuntutan
dan Penuntutan di
Kejaksaan Negesi dan
Cabang Kejaksaan Negeri KEPALA
satu kot dengan KEJAKSAA
Pengadilan Negeri N TINGGI

[Jumlah perkara tindak |Perkara Pidana Umum - Perkara 13591 13591 13591 13591 13591
pidana umum yang  |yang Diselesaikan dalnm
diselesaikan olch [Tahap Pra Penuntutan
jnjaran Kejaksaon di  |dan Penuntutan di
daerah Kejati, Kejari  |Kejaksaan Negeri dan
dan Cabjari yang tidak |Cabang Kejaksaan Negeri

sat kota dengan tidak satu kota dengan
pengadilan Pengadilan Negeri
(Jumlah perkarn Gndnk |Penanganan Perkarn Perkarm 186, T86] T56] 86| 156]
pidans umum tertent [Tindak Pidans Usmum
yang diselosaikan di  [Khusus
Kejaksaan Tinggi
= Z PROGRAM] KEGIATA [SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR > TARGET KINERJA
LINGKUP [ KODE Y kAT SASARAN/ PROGRAM KELUARAN KELUARAN T BTN B T BT M) NIt
1 2 3 4 S5 3 4 8 9 10 11 12 13
100 2
[Mangjemen dan Dengan Semna Saman
Dukungan Teknis  |Kerja Dalam Rangka
Lainnya Jaksa Agung|Penyinpan Rumusan
Muda Tindak Pidana [Rencana dan Program
Umum Kerja Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Penanganan
Peskasa Tindak Pidana
Usnum
S JAKSA
AGUNG
Jumlah Kegintan di__|Pelayanan, ~Perkara 2 12) 12 12| 12| mupa
Eidang Kesekretariatan |Kesekretariatan bidang TINDAK
di Lingkungan Jaksa  [Jaksn Agung Muda PIDANA
Agung Muda Tindsk  [Tindak Pidans Umum UMUM
Pidana Umum Sesuai
Peraturan yang Berlaku
Khususnya
Pem antauan dan
Evaluasi Pelaksanasn
Kegiatan
ES 1 PROGRAM PROGRAM 1 - | INDIKATOR SASARAN | KELUARAN PROGRAM ES | INDIKATOR KELUARAN ES 1
0060108 [Program Penanganan
dan Penyelosaian
Porkarn Pidana
Khusus, Pelanggaran
Ham yang Berat dan
Perkara Tindak
Pidana Korupsi
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Berat yang Diselesaikan
Dalam tahap pra
penuntutan dan
penuntitan

yang diselesaikan dalam
tahap pra penuntutan
dan penuntitan

z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| THDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LINORUE:| | XODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ TEUARAN, JRDIEATOE KELRRAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 unI®
) 2 3 ) B G 7 B 9 ) i 12 3
perkara amiah penyelesaian
|penanganan perkara  |perkara tindak pidana | Tindak Rdana Khusus perkara SRR
|pidsus dan pelanggaran | khwsus berdasarkan AGUNG
Fam Berat secara putusan pengadilan in MUDA.
berkualitas, cepat, tepat | kracht TINDAK
dan berkeadilan PIDANA
KHUSUS
Jumiah pengembalian
kerugian keuangan
negara melatu jatur
 pidana
Perseniase kepuas@i
masyarakat alas
| penegakan hukum yang
dilakukan Kejaksaan
[Es2
1110 Ponanganan [Meningkatnya
i dan ian Perkara
[Tindak Pidana Korupsi
secara Cepat, Tepat dan
(Jumlah Penyelidikan |Perkara Tindak Pidana | - Perkara 40 0| 40 0| 40
dan Penyidikan perksra |[Korupsi yang
tindak pidana korupsi  [Diselesaikan dalam Tahap
Kategori A yang Penyelidikan dan
[Jumlah Penyelidikan Perkara Tindak Pidana - Perkara 55 55 55 53] 55
dan Penyidikan perkara [Korupsi yang
tindak pidana korupsi  [Diselesaikan dalam Thap DIREKTUR
Kategori B yang elidikan dan PENYIDIKA
B i i di Kejaksaan I
[Agung, (di sphitsing)
z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LINGKUP |  KODE -l ol SASARAN, PROGRAM/ KELUARAN KELUARAN Soms T 016 1 2017 | 3015 5015 unIT
1 2 3 4 5 3 4 8 9 10 11 12 13
(Jumlah Penyidikan | Perkara pelanggaran HAM | - Perkara 2] 7 B 2] B
Perkara Pelanggaran  [berat yang diselesaikan
HAM Berat yang, dalam tahap penyidikan
diselesaikan
(Jumlah Ponyelidikn | Perkara Tmdak Pidana Perknrn 3| 3 3] 3| 3]
dan Penyidikan perkars [Khusus Lainnya yang,
tindak pidana khusus [Diselesaikan pada Tahap
lainnya yang, Penyelidikan dan
5 > i
1111 Pra | 5
dan ian Perknra
Penuntutan di Tindak Pidana Khusus,
Kejoksaan Agung  [Tindak Pidana Korupsi
dan Pelanggaran HAM
Berat secara Cepat,
Tepat dan Aluntabel
(Jumlah Perkara Tindak |Perkar tndak pidana Perkara 50, 50} 50 50) 50
Pidana Korupsi yang  [korupsi yang disclesaikan
Disclesaikan Dalam  |dalam tahap pra
tahap pra penuntutan  [penuntutan dan
dan penuntutan penuntutan
DIREKTUR
PENUNTUT
[Jumlah Perkara Tindak [Perkara tindak pidana Perkara 1 1] 1 1 1 AN
Pidana khusus lainnya [khusus yang diselesaikan
yang Diselesaikan dalam tahap pra
Dalam tahap pra pesuntutan dan
dan
penuntutan
[Jumlah Perkara Porkara tindak pidana Perkara 2| 2| 2] 2 2
HAM yang HAM berat
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Z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM K| TNDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LINORUE:| | XODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ RELUARAN JRDIEATOE KELRRAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 unI®
1 2 3 l_ 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13
T Peningkatan Upaya [ Meningkatnya Jumlsh
Hukum, Eksekusi  |Pengendalian
dan Eksaminasi Penggunasn Upaya
(Pidona Korupsi)  [Hukum, Grasi dan
Pelnksanam Eksckusi
dan cksaminasi Sesuai
dengan Peratusan yang
beriaku
Jumlah i i Perkara 50, 50 LT (—
Penggunaan Upaya  [upaya hukum, grasi dan UPAYA
hukum, Grasi dan eksekusi HUKUM,
Pelaksanaan Eksekusi |dan cksaminasi yang BESERUST
dan Eksaminas diberikan (Kategori A) DAN
Kategori A yang
dibesikan EKSAS:ERI\
(Jumlah i Perkara
Penggunaan Upaya  [upaya hukum, grasi dan
hukum, Grasi dan [pelaksanaan eksekusi
Pelaksanasn Eksekusi [dan eksaminasi yang
dan Eksaminasi diberikan (Kategori B)
Kategori B yang
diberikan
1114 |Penanganan Perkara |[Meningkataya
Tindak Pidana Penyelesaian Perkara
Korupsi dan Tindak |Pidana Khusus, dan
Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Lainnya di Kejati,  [secara cepat, tepat dan
Kejari dan Cabjari  [akuntabel yang
dilaksanakan oleh
jajaran Kejaksaan di
daerah
Jumlah perkara tindak |Kasus Tindak pidana ~ Perkara
pidana korupsi yang  [korupsi yang diselesaikan
diselesaikan oleh Pada Tuliap Penyelidikan
Kejaksann Tinggi. dan Peayidikan di
Kejaksann Negeri dan i Tinggi
Cabang Kejaksaan
Hegeri
Z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAMY K| TNDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LINGKUP |  KODE -l ol SASARAN, PROGRAM/ KELUARAN KELUARAN Soms T 016 1 2017 | 3015 5015 unIT
) 2 3 ) 5 G 7 B B 10 i1 12 13
Perkara Gndak pidana | - Perkara
[korupsi yang diselesaikan
[pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
| Tinggi
i ~Perkara
upaya hukum,
pelnksanaan eksckusi
dan cksaminasi untuk
Perkara Pidana Khusus di
Kejaksaan Tinggi
Kesus Tindak pidana ~Perkam
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Penyelidikan
dan Penyidikan di
Kejaksaan Negesi/Cabang,
Kejaksaan Negeri
Perkara Tindak pidana | - Perkara
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Wegeri/Cabang Kejaksaan
[Nogeri Wilayah 1
[Perkara Tindak pidana Perkarn
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
[Negeri/Cabang Kejaksann
Nogeri Wilayah I
Perkara Tindak pidana | - Perkara
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksann
Negeri Wilayah IT Jawa
Barat
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INDIKATOR

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

TARGET KINERJA

2015

2016 | 2017 | 2018

2019

3

s

SASARAN/ PROGRAM/

i

12

PROGRAM/ KEGIATA | SASARAN/ PROG RAM K|
N EGIATAN

[3
Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Wegeri/Cabang Kejaksann
Negeri Wilaysh I Jawa
[Tengah

~ Perkara

Ferkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksann
Neger Wilayah Il Jawa
[Timur

Porkarn Tindak pdana
korupsi yang diselesaikan

Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilaysh Il Acch

Perkara Tmdnk pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra

dan
Penuntutan di Kejaksaan
[Negesi/Cabang Kejaksaan
[Negeri Walayah 11
Sumatera Utara

~ Perkara

Penuntutan di Kejaksann
Hegeri/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilaysh T
Sumatera Barat

~Perkara

INDIKATOR

KELUARAN

v KELUARAN

TARGET KINERJA

2015

2019

3

3

SASARAN/ PROGRAM/

2016 | 2017 | 2018
11

12

[3

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
[Negeri Wilayah II Rian

~ Perkara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang disclesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
[ Negeri Wilayah I Jambi

Perkara Tindak pidana
[korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
[Negesi/Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah 1T
Lampung

[Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksnan
iegeri/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah 11T
Kalimantan Barat

Perkara Tmdnk pidana
[korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksann
Negeri Wilaysh 11T

Kalim antan Tengah

~ Perkarn
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INDIKATOR

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

TARGET KINERJA

2015

2016 | 2017 | 2018

2019

uNIT

3

s

SASARAN/ PROGRAM/

i

12

13

PROGRAM/ KEGIATA | SASARAN/ PROG RAM K|
N EGIATAN

[3
Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Wegeri/Cabang Kejaksaan
[Negeri Wilayah I
Kalimantan Selatan

~ Perkara

Ferkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksann
Negeri Wilayah I

Kalim antan Timur

Porkarn Tindak prdana
korupsi yang diselesaikan

Pesuntutan di Kejaksaan
[Negesi/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah 11T
Sulawesi Utara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Wegeri/Cabang Kejaksaan
Nogeri Wil I
Sulawesi Tengah

- Perkara

[Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksann
Negeri Wilayah 11T
Sulawesi Tenggara

1439

1439 1439 1439

1439

REPATA
KEJAKSAA
NTINGGE

INDIKATOR

KELUARAN

v KELUARAN

TARGET KINERJA

2015

2019

3

3

SASARAN/ PROGRAM/

2016 | 2017 | 2018
11

12

[3

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilaysh I Maluku

~ Perkara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang disclesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksann
[ Negeri Wilayah III Nusa
|Tenggara Basat

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
[Negeri/Cabang Kejaksann
Negeri Wilayah Il Nusa
|Tenggara Timur

Perkara Tmdnk pidana
korupsi yang diselesaikan

[Negesi/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilaysh 1T Papua

Perkara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesai
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Pesuntutan di Kejaksaan
[Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah IT Maluku
Utara

~ Perkara
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INDIKATOR

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

TARGET KINERJA

2015

2016 | 2017 | 2018

2019

3

s

SASARAN/ PROGRAM/

i

12

LINGKUP

PROGRAM/ KEGIATA | SASARAN/ PROG RAM K|
N EGIATAN

[3
Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Wegeri/Cabang Kejaksaan
[Negesi Wilaysh I
|Gorontalo

~ Perkara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang disclesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksann
[Negeri Wilayah I
Kepulauan Riau

Perkara Tindak pidana
khusus yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
[Negeri/Cabang Kejaksann
Negeri

upaya hulum, grasi,
pelaksanaan eksekusi
dan cksaminasi yan,

ITinggi/ Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
Wegeri

~ Perkara

Perkara tndsk pidana
korupsi yang disclesniknn
dalam tahap penyelidikan
dan penyidikan di
Kejaksaan Tinggi (di

s plitsing)

~ Perkara

INDIKATOR

KELUARAN

v KELUARAN

TARGET KINERJA

2015

2019

3

3

SASARAN/ PROGRAM/

3

2016 | 2017 | 2018
i1

12

Perkara tndak pidana
korupsi yang diselesaikan
dalam tahap penyelidikan
dan penyidikan di
Kejaksann Negeri, eabang
Kejaksaan Neger (di
splitsing)

~ Perkara

upaya hukum dan
pelaksanaan eksekusi
dan eksaminasi untuk
[perkasa pidana khusus
yang diberikan di
Kejnksann Tinggi,
Kejaksaan Negesi dan
Cabang Kejaksaan Negeri
(di spliting)

Jumlal Perkara Tindak
Pidana khusus Iainnya
yang diselesaikan oleh

H :

Perkars tndak pidana
khusus yang diselesaikan
[pada Tahap Pra

dan Cabjasi

dan
Penuntutan di Kejaksaan
|Tingsi

~ Perkara

1115

Tomgan
dan

Dukungan Teknis
Lainnya Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana
Khusus

Pelaksannnn Koordinasi
Dengan Semua Satuan
Kerja Dalnm Rangka
Penyiapan Rumusan
Rencana dan Program
Kerja Monitoring dan
[Evaluasi Pelaksanasn
Kepiatan Penanganan
Perkara Tindak Pidana
Khusus, Perkara
Korupsi dan
Pelanggaran Ham yang
Berat.

Jumlah Pelaymnan
iatan di

Pelayanan

Bidang Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana

Bidang
Jaksa Agung Muda
|Tindak Pidana Khusus

~Perkar

S JAKSA
AGUNG
MUDA
TINDAK
PIDANA
KHUSUS
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= z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| THDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LIROKUE I fcial N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ TEUARAN, JRDIEATOE KELRRAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 unI®
1 2 3 4 S5 3 L 4 8 9 10 11 12 13
006.01.09 |Program Penanganan
dan Penyelessian
Perkara Perdata dan
Tata Usahn Negara [~ Tepuasan Ferkam i
Klien atas Perdata dan Tata Usaha | penanganan perkara
terhadap hukum yang |Negara )
pelayanan bidang dilakukan Kejaksaan JAKSA
|perdaa dan Tata Usaha Agung
[Negara Kejaksacn MDA
Forseiae T PERDATA
5 TATA
bidang DATUN RAHA
Kejaksaan melaha jatur NEGARA
litigasi dan non litigasi
aniah pengembahian
kerugian keuangan
negara melatui jatur
rdata
ES2 |KELUARAN KEGIATAN ES | INDIKATOR KELUARAN ES
2 :
1116 Kualitas
Pemulihan dan dan kuantitas
i HAK ian perkara
Pemulihan dan
Pedindungan Hak yang
dilaksanakan oleh
i Agung
[Jumlah perkara Perkara pemuliban dan Perkara 67 70| 73| 76 ] prigritii
dan hak yang. ot
Hak yang |di pada
diselessikan di Kejaksaan Agug
Kejaksaan Agung
(Jumlah perkara Perkara pemuliban dan | - Perknra
ihan dan ? hak yang
Hak yang pada
i il m i i Agug Non
Litigasi dan Non Litigasi [Litigasi)
1117 dan Kualitas
3 Perkara[dan kuantitas
Perdata penyelesaian perkara
Perdata yang
dilaksanakan oleh
Kejaksaan Agung DIREKTUR
PERDATA
= z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| TNDIKATOR 5 TARGET KINERJA T
LINGKUP |  KODE -l ol SASARAN, PROGRAM/ KELUARAN KELUARAN 015 T 7016 | 2017 [ 2o [ o] "™
1 2 3 4 5 [3 4 8 9 10 11 12 13
[Jumlah perkara Perkara perdata yang ~Perkara 95, T10) 120 120 120)
Perdata yang diselesaikan pada
i ikan melalui  [Kej Agung
Litignsi dan Non Litignsi
TI18 Kuakitas
Penanganan Perkara [dan Kuantitas
Tata Usaha Negara iyelesaian Perkara
Tata Usaha Negara yang|
dilaksanakan oleh DIREKTUR
[Kejaksaan Agung TUN
[Jumlah perkara Tata Perkara tata usaha Perkara 40 40 40 40 40|
Usaha Negarayang  [nogara yang diselesaikan
diselesaikan pada Kejaksasn Agang
119 don Kuakitns
Penyelesainn Perkara [dan Kuantitas
Perdata dan Tata  |Penyelesaian Perkara
Usaha Negara i |Perdata dan Tata Usaha.
Hegara yang
diselessikan di
[Kejaksaan Tinggi,
Kejaksnan Negori dan
Cabang Kejaksann
Negeri
Terselosnikannya Perkarn Perdata dan Tata | - Perkarn 076] 576} 976 576] 576
Penanganan Perkarn  |Usaha Negara yang
Perdata dan Tatn Usaha [diselesainkan di
Negara Litigasi di Kejaksaan
Daerah baik di Kejati, [Tinggi/Kejaksaan
Kejari manpun Cabjari [Negeri/Cabang Kejaksaan
foass Lsme) KEPALA
KEJAKSAA
N TINGGI
[Terselesaikannya Perkara Perdata dan Tata | - Perkara 1038 1038 103s| 1038 1038
Penanganan Perkara  [Usaha Negara yang,
Perdata dan Tata Usaha [diselesaiakan di
Negara Non Litigasi di  |Kejaksann
Dacrah baik di Kejati, [Tinggi/Kejaksann

Kejari maupun Cabjari

Negeri/Cabang Kejaksann
Negeri (Non Litigasi)
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= z PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K| THDIKATOR 5 TARGET KINERJA
LINORUE:| | XODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ TEUARAN, JRDIEATOE KELRRAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 unI®
1 2 3 4 5 [3 L 4 8 9 10 11 12 13
Operasional Pos & Pos Media | - Bulan Layanan 12| 1| 12} 12| 12}
Pelayanan Hukum Informasi dan Pelayanan
[Hukum Gratis
1120
Manmjemen dan Dengan Semua Satuan S JAKSA
Dukungan Teknis  [Kerja Dalam Rangka AGUNG
Lainnya Jaksa Agung|Penyiapan Rumusan
[Muda Perdata dan [Rencana dan Program PERDATA
Tata Usaha Negara  [Kerja, Monitoring dan DAN TATA
Evaluasi Pelaksanamn USAHA
Kegiatan Pengawasan NEGARA
Terhadap Aparatur
Kejaksaan Dalam
Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Pungsi
Jumlah Kegiatan di  |Kegiatan pelayanan ~Bulan Layanan 12| 1] 12} 12| 12}
Bidang Kesekretariatan [kesekretariatan bidang
di Lingkungan Jaksa  |Perdata dan Tata Usaha
Agung Muda Perdata  [Nogara
dan Tata Usaha Negara
Dalam Berkoordinasi
dan Melakukan
Evaluasi dan
Kegintan di Kejaksasn
 Tinggs, Kejaksann
Negeri dnn Cabang
Kejaksaan Negeri
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4.2. KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR - ALOKASI ANGGARAN (dnlam juta)
S LU o
LINGKUP | KODE N EGIATAN SASARAN/PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 Z) 5 3
[Organisasi Kejaksann |- Indeks Persepss “Peninghatan Pendidikan | - Jumlah angkatan yang 5598 55898 ©5.898| 65.898] 65898
Yang Profesional Dan  |Masyarakat pelatihan dan mengikuti pendidikan pelatihan
Handal pengembangan kapasitas
SDM Kejaksaan berbasis
1T ~ Persentase (%) mutu program
dikdat/ nssesment dengan nilai
valid minimal B
Teknolog mformas T Persentase (%) sitem 35.348 35.048| 35.348| 35.348| 35.348|
yang toritegrasi informasi yang terintegrasi
“Layanan prima den ~Jumlah layanan berbasia - 3274455 3278.082 78,082 3278.082| 3278.082]
i kinerja
[organisasi
Opti i i Kualitas 46) i %) target 1196.016 1398.826 1398.826 1398.826/| 1398.826
Pelayanan Dan Kinerja | Kincrja Lembaga perkara porkara
KL Penanganan Perkara  |Pencgak Hukum tindak pidana umum,
Kejaksann porkara tinduk pidann
khusus dan perkara
perdata dan tata usaha
negara
B stem = ) i 15.203 15.203] 15.203] 15.203| 15.203
pengawasan melekat,  [laporan pengaduan yang
terpadu, cepat, tepat dan | ditindaklanjuti
“Pelacakan Asct dan “Persentase (4) hasil pelacakan 39,107 52634 52.634) 52.634] 52634
buronan tindak pidana  [aset dan buronan tindak pidana
Penanganan Pomulihan | - Persentase (4) target 7407 11407 11,407 1407 T1.407]
[Aset yang efektif dan pemulihan aset
[ abcuntabel terkait tindak
pidana
Mewuy = %) nformasi dan | Persentase () mutu pelayanan 91.743 91.978] 91.978] 01.978] 91.978|
Sadar Hukum Dan Anti 5 Sadar p hukum
Korupsi Hulum
- PROGRAM;/ KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM/ K INDIKATOR = z ALOKASI ANGGARAN (dnlam juta)
LINGKUP | KODE Y o i SASARA) PROGRAM KELUARAR INDIKATOR KELUARAN - T s T T
1 2 3 4 5 6 7
ES 1 PROGRAM : VPROGRAM 1: | INDIEATOR SASARAN _|KELUARAN PROGRAM ES | INDIKATOR KELUARAN ES 1
L.
[006 0101 Dukumngan 3218.753]  3226.380| 3226380  3226.380| 3226380
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Cej RI i Kualitas | - : ~ Nomna dan peraturan = ‘Tancangan nomna dan 1.962 1462 1.962 1.962 1.962
inya sandar  |serta keyjasama hukum | peraturan
Birokrasi Kejaksaan prima MLA
berdasarkan penilaian
Tim ARl
~ Laporan keria sama hukun 5008 5.008 5008 5008 5008
T KEGIATA INDIKATOR KELUARANES 2
1080 > I 9,560 9,560 9.560] 3,560 5,560
kepada satuan
dom Kerjn isasi Kejaksaan dan,
Sama Hukum instansi pemerintah,
serta turut melakukan
penelanhan dan
penyusunan perumusan
pornturan perundang.
undmngan dan
pembinaan hubungan
[dengan lembaga negara,
lembaga pemerintah
ES 2 Jumlsh Kegintan Kerja| - Kerja sama hukum Taporan kerja sama hukum T.138] 1138 T.138] T.138] T138
Sama Hukum Luar  [untuk penywsunan
Negeri dan kesepakatan MLA rangka
i/ MLA dan
|pengembalian aset negara
hasil tindak pidana
korupsi yang
disembunyikan diluar
negeri
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PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR = 2 ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 a H 3 7
Jumlah Penelanhan Rencana Peraturan Jumlah rancangan norma dan 1.148 1.148| 1.148 1.148 1.148
dan B g
Peraturan Perundang [yang dilakukan
-C Atase -G i At - Bulan Layanan 6.273 6.273] 6.273 6.273 6.273]
[ Teknis Kejaksaan RI  |Teknis Kejaksaan RI pada
pada Perwakilan Perwalkilan Indonesia di
ia di Luar Negeri Negeri
~Pengelolasn ~Pengelolaan ~Bulan Laysnan 0314 0314 0.314) 0.314] 0314
Kejaksaan
Kejaksaan Agung RI  |Agung RI
~Layanan Perkantoran | - Layanan Perknntoran | - Bulmn Layanan 0.687 0.687 0.687 0.687] 0.687
| INDIKATOR KELUARANES 1:
- Jumlah laporan penelitian dan 2.788 3.500 3.500 3.500 3.500
KELUARAN Es KELUARANES 2.
7
. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN (dalnm juts)
LINGKUP | KODE - ol ‘SASARAN/PROGRAMY KELUARAN INDIKATOR KELUARAN o Toie T T =5
! 2 3 4 5 6 7
1089 itian dan Kegiatan 2788 3500 3.500] 3.500] 3500
itian, Pengkajian,
Republik
K Keilmuan dan
Kegintan llminh Lainnya
yang Berkaitan Dengan
[Tugas dan Wewenang
[Serta Fungsi Kejaksann
[Berdasarkan Peraturan
dan Perundang:
Undangan dan
Kebjaksanaan yang
Ditetapkan Oleh Jaksa
lAgung
~“Kegiatan Penelitian, | - Penelitian, pengkajian, | - Jumlah laporan penelitian dan 2,788, 3500 3.500] 3.500] 3500
Peagembangan, kerjasama keilmuan dan
Kerjasama Keilmuan  |kegiatan ilmiah lainnya
dan Kegintan Iiminh  [yang berkaitan dengan
Lainnya tugas dan wewenang serta|
fungsi Kejaksaan
KELUARAN PROGRAM ES | INDIKATOR KELUARAN ES 1
~ dokunen perencanaan dan 5639 5.821 5821 5.621 5821
evaluasi
si
ES KELUARANES 2
1083 T wya Kegiatan 5.639 5.821 5.821 5.821 5.821
Dalam Penyiapan
Anggaran,
Organisasi dan Tata |Pengembangan
Laksana, Pengolahan [Manajemen, Organisasi
Data serta dan Tatalaksana di
dan i Kejaksann
Penilaian Serta Bvaluasi dan
[Monitoring Pelaksanaan
Rencana Kerjn dan
Penyediaan Data
nventarisasi
Pembmngunan Discluruh
satuan kerja Kejaksaan
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. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K TNDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 a 5 7
Jumlah Peraturan Peraturan Perundang: Peraturan 1.154 1.259] 1.239 1.259 1.239]
a 1835
yang terkait Satuan Kerja Barn
penyempurnaan
organisasi dan tata
kerja
~Jumlah Dokumen | - Dokumen Rencana ~Dokumen 3.326] 3401 ERT 3401 3401
Rencana Kesja dan Kerja dan Anggaran
|Anggaran Kejaksaan RI |Kejaksaan RI.
~Laporan Pemantanan | - Laporan Pemantauan | - Pelaporan 0,802, 0.802] 0.802) 0.802 0.802
dan Penilaian Terhadap |terhadap pelaksanaan
Pelnksannan Rencana  |rencana kerja
Kerja
~Laporan Hasil “Laporan Hasil ~Pelnporan 0.357 0.259] 02359 0.359) 0.359
Data yang Data yang
terkait dengan terkait dengan
¥ Rencana ) Rencana dmn
dan Program Kerja,  |Program Kerja,
o
Organisnsi dan Tata  [dan Tata Laksana
Laksana
KELUARAN PROGRAM ES | INDIKATOR KELUARAN ES 1 -
- Layanan Birokrasi dan | - Bulan Layanan 3736.235|  2738.235| 2738.035|  2738.235| 2738.235
|perkanioran
INDIKATOR SASARAN |KELUARAN KEGIATAN ES | INDIKATOR KELUARANES 2
| KEGIATAN :
1085 Rumusan 62.762 62.162 62.162 62.162 62.162
: Cebij Teknis di
Kejaksaan RI, [Bidang Ketatausahasn
Pimpinan, [Umum dan Pimpinan,
dan Bina Dalam dan
Kescjahteraan Bina Kesejahteraan
Pegaswai [Berupa Pemberian
Bimbingan, Pembinaan
dan Pengamanan Teknis;
- Pelayanan ~ Pelayanan - Bulan Layanan 3.342 3.342] 3.342 3.342 3.342]
Protokoler, Protokoler,
Bina Kesejahteraan  [Bina Kesejahteraan
Pegawai, dan Pimpinan |Pegawai, dan Pimpinan
" PROGRAM; KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM/K | INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN (dnlam juta)
LINGKUP | KODE KELUARAN INDIKATOR KELUARAN
N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ 2015 2016 2017 2018 2019
! 2 3 4 S 6 7
Tayanan Porkantoran | - Layanan Perkantoran | - Bulan Layanan 59.420 59.420 59.420) 59.420 59.420
1084 dan B ya Kualitas 25.990 25.990 25.990| 25.990 25,990
dan
RI kexynan Milik Negara
yang Menjadi Tanggung [~ ~Bulan Layanan 5.020 5.020 5.020] 5.020 5.020
[Jawab Kejaksaan Kebutuhan Pokok Pokok Pegawsi Kejaksasn
Pegawai Kejaksasn RI |RI.
~Layanan Perkantoran | - Layanan Perkentoran | - Bulsn Layanan 20,490 20,490 20.490| 20.490 20.490]
~Operasional ULP dan | - Operasional ULP dan | - Bulan Layanan 0,480, 0.450] 0.480) 0.480) 0.480
1090 |Dukungan Pelaknanaan 2649.483|  2640.483|  2649.483]  2640.483  2649.483]
jemen dan Koordinasi Dengan
Dukungan Teknis  [Semua Satuan Kerja
Lainnya Jaksa Agung|Dalam Rangka Penyiapan
Muda Pembinaan di |Rumusan Rencana dan
Kejagung, Kejati,  |Program Kerja,
Kejari dan Cabjari  [Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan di Sehuruh
indonesia
jumlah pelayanan
operasional perkantoran,
keperhian pokok
perkantoran,
pemelibaraan gedung
kantor dan kendaraan
(azet nogara yang dimiliki
|Keiaksaan), pembayaran
langganan daya dan josa
listrik, telephone dan air,
dan kebutuhan lain gunn
menunjang operasional
perkantoran
[Jumlah Pelayanan Pelayanan Bulan Layanan 0.856, 0.856] 0.856, 0.856 0.856]
intan di intan di bidang
Lingkungan Jaksa Jaksa Agung Mudn
[Agung Muda Pembinaan
Pembinann
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. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP KODE KELUARAN INDIKATOR KELUARAN
n EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 a 5 7
(Operasional Layanan Perkantoran Bulan Layanan 2648.627 2648.627 2648.627 2648.627 2648.627|
Pemeliharann Kantor
dan Pelayanan
Birokrasi termasuk Gaji
dan Tunjangan di
Kejati, Kejari, dan
cabjmi
KELUARAN PROGRAM ES | INDIKATOR KELUARAN ES 1
R
- 350.209 391.037|  391.937 301.937|  391.937
| Keuangan any Lran
~ Persentase PNBP yang optimal
INDIKATOR SASARAN. | KELUARAN KEGIATAN ES | INDIKATOR KELUARAN ES 2
| KEGIATAN 22
. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN (dalnm juts)
LINGKUP | KODE KELUARAN INDIKATOR KELUARAN
n EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ 2015 2016 2017 2018 2019
! 2 3 4 5 6 7
1082 |Pembinann [Terlaksananya Kualitas 289.204] 391.937|  391.937 391.937| 391037
B
dan dan PRPB
Penerimann Negara
Bukan Prjak
Kejaksaan RI
Layanan Perkantoran |Layanan Perkantoran ~Bulsn Layanan 376.943] 376.943] 376.043 376943
Laporan Pengelolasn _|Laporan Pengelolaan ~Laporan 9911 10819 10.819 10.819 10819
Taporan Pengelolasn _|Laporan Pengelolaan ~Laporan 2.350] 4175 4.175) 4.175) 4175
i Negara i Negara
Bukan Pajak Kejaksaan [Bukan Pajak Kejaksaan
| SASARAN PROGRAM 2: | KELUARAN PROGRAM ES.
- Tenungudnya Fersentase ~ Teknologi informasi yang | Perseniase (%) sistem injormasi 35.398 35398 35348 | 35.348 35398
i ang database |terit yang terintegrasi
berbasis Teknologi
informatika
|SASARAN KEGIATAN : | INDIKATOR SASARAN | KELUARAN KEGIATAN ES | INDIKATOR KELUARAN ES 2
KEGIATAN
1088 yian Data ianya Basis Data 35.348 35.348 35,348 35.348 35.348
Statistik Kriminal  [yang Dapat Menyajikan
dan Teknologi [nformasi Data Perkara
Informasi [Secara Akurat, Lengkap
Dalam Rangka
Mewujudkan
Penanganan Perkara
Secara Cepat dan
|Akuntabel Serta Dapat
Diskses Masyarakat
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PROGRAM; KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM/ K TNDIKATOR = - ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)
LINGKUE:] {KODE: W EGIATAN SASARAN/PROGRAM/ EELOARAN TNDIKATOR KELUARAN, 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 2] 7
Pengelolaan Data Sistem Informasi Sistem informasi 35.248 35.348 35.348 35.348 35.348
Statistik Kriminal mengenai data perkara
Berdasarkan Jenis  |yang disajikan
Perkara jenis
dan Pengembangan  |pennngan perkarn
Teknolog Sistem termasuk KDRT, perkara
Informasi anak dan perkara lninnya
(statistik kriminal)
T PROGRAM 3: | INDIEATOR SASARAN | KELUARAN PROGRAM ES | INDIKATOR KELUARAN ES 1 -
“Merdaniy E dan Taporan Pengelolaan 30.572 30,572 30572 30.572 30,572
| SDM | itas sesuai i i hasil i
kebutuhan analisis beban kerja dan
- persentase pola
mudasi, promosi berbasis
meri sistem
- Persentase lelang
jabatan eselon IIl ke atas
[SASARAN KEGIAT: Di KELUARAN KEGIATAN ES
KEGIATAN
1081 |Pembinann dan [Meningkataya Kualitas 30572 30572 20.572] 30.572] 30572
Kepogawaian di Meliputi Rekrutmen
Kejagung, Kejati,  |Pegawai, Jenjang Karier
Kejari dan Cabjari  |dan Mutasi Pegawai
Taporan mansjemen | Laporan manajemen “Laporan 30572 30.5 30.572] 30572
P ;
|pembinann pegawai__|pembinaan pogawai
[Meninghatnya dukungan | Ferseniase (%) Asel yang | Penanganan Permulihan | Persentase (%) Asel yang 7.407, 11.907 12.407] 11.407 11.407
tethadap bidang teknis | diputinkan Aset yang efektif dan diputinkan
terkeit optimatisasi akuntabel ferkait tindak
penanganan perkara pidana
KEGIATAN: | INDIKATOR SASARAN | KELUARAN KEGIATAN ES | NDIKATOR KELUARAN ES 2 :
- PROGRAM;/ KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM/ K INDIKATOR = 2 ALOKASI ANGGARAN (dnlam juta)
LINGKUP | KODE KELUARAR INDIKATOR KELUARAN
N EGIATAN SASARAN/PROGRAM/ 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
5276 o Tindakan 7.407 11.407 11,407 11,407 T1.407]
don
Aset yang Aset yang
terknit perkara dikaitkan dengan Upaya
Penyclesaian Tindak
Kejahatan dalam hal
Hartn Bonda kepada
Korban dan atau Negara
ecara Efoktif, Efisien,
ITransparan dan
|Akuntabel
Penanganan Pemulihan | - Jumlah Laporan “Lapotan 7144 10.377 10.377 10577 10377
[Aset yang terkait Penanganan Pemulihan
dengan Hasil Kejahatan |Aset yang terkait dengan
Hasil Kejahatan
Pelayanan “Bulan Layanan 0.263 T.030 T.030| 1.020 T.030
| Ketatausahann dan
Birokrasi serta
Penyusunan Rencana
Program Kerja dan
Anggaran pada Pusat
[Pemulitian Aset
[B51 | PROGRAM : | KELUARAN PROGRAM ES | INDIKATOR KELUARANES 1 :
PROGRAM 1
[006.01.04 Program Peningkatan 355,035 488,308 488,308 438.308 433308
arana dan
Prasarana Aparatur
e RI Kkinetja sarana dan | Sarana dan prasarana - Fersentase pemenuhan sarana 355.035 488.308
aparatur Kejaksaan gedung yang memadai dan prasarana
dengan didukung sarana | kanior, nunah dinas,
dan prosarana yang kendaraan operasional
memadai serta sarana
| periengkapan bangunan
ES 2 KEGIATAN - KEGIATAN: | INDIEATOR SASARAN | KELUARAN KEGIATAN ES | NDIKATOR KELUARAN ES 2 :
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PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K TNDIKATOR = ? ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP | KODE e ol biect SASARAN) PROGRAM] KELUARAN INDIKATOR KELUARAN TIE o s s o5
1 2 3 4 5 6 7
1091 ! kinerja. 355.035) 488.308 488,308 488.308 488.308
daan/ Peningkatan  |aparatur Kejaksaan
Sarana dan sehiruh Indonesia
Prazarana Kejaksamn [dengan didukung oleh
RI sarana dan prasarann
ang memadai guna
kelanearan pelaksanaan
tugns penegakan hukum
[Tersedinnya Sarana dan | Kendaraan Bormotor wnit 7a.121 96,970 96.970| 96.970 96.970
Prasarana Gedung
Knntor, rumah jabatan
untuk aparatur
Kejaksnan di daerah,
Kendaraan Operasional
roda-4, kendaramn
tahanan serta sarana
perlengkapan gedung
untuk shuruh satuan
kerjn baik di pusat
mampnadidasraly [Perangkat Pengolah Data | - unit 24.204 24.204 24.204 24.204] 24.204
dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas | - unit 46.449 43,034 43.034) 43.034 43034
Perkantoran
|Gedung/Bangunan m2 210.261 324.100|  324.100|  324.100]  324.100|
ES 1 PROGRAM KELUARAN PROGRAMES.
PROGRAM 1
006.01 p— 23.438 23.438 23.438 23.438 23.428
dsn Peningkatan
|Alountabilitas
Aparatur Kejaksaan
RE [Veringkamya ndeks riegritas Audit dernal dan laporan | - Jumlah laporan pengadua 15203 15.203 15203 15.203 15.203
kedisiplinan, integritas | Aparatur Kejaksaan | pengaducn yang ditangani
dan kepatuhan Aparatur
Kejaksaan atas Aturan
yang beriaku baik
intemal maupun exstemal
|Rersentase pengaduan - Rersentase (%) audil infernal 8.235 5.235 8.235| 8.235
dan kasus yang terhadap kinerja dan keuangan
dituntaskan oleh bidang
| pengamunsan secara
tepat waktu
. PROGRAM; KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K TNDIKATOR 3 = ALOKASI ANGGARAN (dnlnm juts]
LINGKUP | KODE Ny il et SASARAMN) PROGRAM] KELUARAN INDIKATOR KELUARAN FTIE o T L ST
1 2 3 4 ) 6 7
ES 2 REGIATAN : v V: | INDIEATOR SASARAN | KELUARAN. ES RELUARANES 2
: 2.
1092 ya Kegiatan 0,693 0,693 0.693| 0.693) 0.693]
At
Tugas Tugas Rutin
Pokok dan dsn Pembangunan
Wewenang di Semua Unsur Kejakaasn
Wilayah 1 [Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan
[dan Kebjjaksanasn yang
Ditetapkan Oleh Jaksa
|Aguang wilayah 1
[Jumiah Laporan [Penanganan Laporan " Laporan Pengaduan 0,693 0,693 0.693) 0.693 0.693]
g 3
yang Ditindaklanjuti  |yang ditindaklanjuti dan
dan i atas
Terhadap pelaksanasn tpoksi dan
di wilayah 1
Wewenang pada
Wilayah T
1003 |Peningkatan [Terlaksananya Kegintan 0693 0693 0,693 0.693 0693
Atas
Tugas Tugas Rutin
Pokok dan dan Pembangunan
Wewenang di |Semua Unsur Kejaksasn
Wilayah 1T [Berdasarkan Peraturan
Perundang Undangan
[dan Kebijaksanasn yang
Ditetapkan Oleh Jaksa
|ngung wilayah 11
[Jumiah Laporan Penanganan Laporan Taporan Pengaduan 0.693) 0,693 0.693) 0.693 0.693]
P 3 gad
yang Ditindaklanjuti  |yang ditindaklanjuti dan
dan i atas
Terhndap [pelaksanamn tupoksi dan
diwilayah It
Vewenang pada
Viilayah 1t
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PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR = 2 ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 a 5 3 7
1094 Kegiatan 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693]
Atas
Tugas Tugas Rutin
Pokok dan dan Pembangunan
Wewenang di [Semun Unsur Kejaksnaan
Wilayah 111 Berdasarkan Peraturan
Perundang Undangan
dan Kebijaksanam yang
Ditetapkan Oloh Jaksa
Agung wilayah Il
[Jumlah Laporan Penanganan Laporan Laporan Pengnduan 0,693 0.603] 0.693] 0.603] 0,693
g 2
[yang Ditindaklanjuti  [yang ditindaklanjuti dan
dan Disclesaikan [disclesaikan atas
Terhadap pelaksannan tupoksi dan
i wilayah T
Wewenang pada
Wilayah 1T
1095 Peningkatan |Terlaksananya Kegiatan 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693]
At
Tugas Tugas Rutin
Pokok dan dan Pembangunan
Wewenang di [Semua Unsur Kejaksasn
Wilayah IV Berdasarkan Peraturan
Perundang Undangan
dan Kebijaksanasn yang
Ditetapkan Oleh Jaksa
|Agung wilayah IV
[Jmiah Laporan Penanganan Laporan Taporan Pengnduan 0.693 0603 0.603] 0.603] 0,603
& 2
yang Ditindaklanjuti  |yang ditindaklanjuti das
dan Diselesaikan diselesaikan atas
Terhadap pelaksanasan tupoksi dan
di wilayah IV
[Wewenang pada
[ Wilayah 1V
. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN (dalnm juts)
LINGKUP | KODE - ol ‘SASARAN/PROGRAMY KELUARAN INDIKATOR KELUARAN o Toie T T =5
! 2 3 4 5 6 7
1006 P Kegiatan 0.693 0.603] 0.603] 0.603] 0.693
Atas
Tugas Tugas Rutin
Pokok dan dan Pembangunan
Wewenang di [Semun Unsur Kejaksnaan
Wilayah V. Berdasarkan Peraturan
Perundang Undangan
dan Kebijaksanam yang
Ditetapkan Oleh Jaksa
Agung wilayah V
[Jumlah Laporan Pennnganan Laporan Laporan Pengnduan 0,603 0.603] 0.693] 0.603] 0693
g 2
yang Ditindaklanjuti  |yang ditindaklanjuti dan
dan Disclesaikan [disclesaikan atas
Terhadap pelaksanaan tupoksi dan
i wilayah V.
Wewenang pada
Wilayah V
1097 Peningkatan |Terlaksananya Kegiatan 11.738 11.738 11.738 11.738 11.738|
At

Aparatur Kejaksaan |Pelaksansan Tugas Rutin

di Dacrah Baik di  [dan Pembangunan

Kejati, Kejari dan [Semua Unsur Kejaksasn

Cabjari dan Jajaran  [Berdasarkan Peraturan
di

8
Daerah dan Kebijaksanasn yang
Ditetapkan Oleh Jaksa
|Agung di dnerah
Jumlah Laporan Taporan Pengadunn Taporan Pengnduan 7564 7564 7.564] 7.564] 7564,
g yang
yang Ditindaklanjuti  |ditindaklanjuti dan
dan Diselesaikan diselesaikan teshadap
Terhadap penyalahgunasn
i Daerah

Pelanggaran Disiplin
dan Pensnganan
Perkara Oleh Aparatur
Kejaksaan di Daerah.

~Pelaksanaan Inspeks: | Pelaksanasn Inapeke ~Laporan imspeks: satker 174 a174) a.174) 2174 174
i Kejti, Kejori dan
Cabjari
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- PROGRAM/ KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM/ K INDIKATOR = v ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 4 5 6 7
1098 | T Kegiatan 8.235 8.235) 8.235| 8.235| 8.235
dan
Teknis iatan di bidang

Lainnya Jaksa Agung | Pengawasan
Muda Pengawasan

[Fumlah Kegintan di ‘. Bulan layanan 8235 8235 8233 8.235] 823s|
Bidang Kesckretaristan [bidang pengawasan
i Lingkungan Jaksa
Agung Mudn Tindak
Pengawasan Dalam
Berkoordinasi dan
Melakukan Evaluasi
dan Monitoring
Pelaksanasn Kegiatan
Tindak Lanjut Laporan
. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN (dalnm juts)
UNGEUE'] {KODR n EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELIARAN INDIKATOR KCELIARAN, 2015 2016 2017 2018 2019
! 2 3 4 ) 6 7
ES 1 PROGRAM : VPROGRAM 1 | INDIEATOR SASARAN | KELUARAN PROGRAM ES | INDIKATOR KELUARAN ES 1 -
L
(006.01.09 Pendidikan dan ~Tersediany SOV Fersentase aparatur | Dikial mandjemen umlah angkatan dikial yang 130.031 130,031 130.031 130.031 130,031
Pelatihan Apasatur | Kejaksaan yang ang bekerja sesuai impinan dan Teknis | di
ej dalam rangka | dengan jenis diklat yang | Pungsional
meningkatkan kualitas mah diter Dai 130.031 130.031 130.031 130.031 130.031
|es2 KEGIATAN : [SASARAN KEGIATAN : | INDIKATOR SASARAN | KELUARAN KEGIATAN ES | INDIKATOR KELUARAN ES 2 ©
5006 [T Rencana 54.661 54.661 54.661 54.661 54.661
dan Program Kerja, Sarana

Pelatihan Teknis ~ |dan Prasarann, Anggaran
dan

[kerjasama, serta
Pengelolaan Data,
Laporan, Pelaksanaan

Hubungan Masyarakat  [jumlah angkatan Jumlah Angkatan Angkatan 54.661 54.661 54.661 54.661 54.661
s St y idikan dnn jdikan dan Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan [ pelatihan teknis Teknis Aparatur

Jumlah Pendidikan dan | - Angkatan
Pelatihan Pembentukan
[ Jaksa yang
Diselenggarakan
[Jumlah Pendidikan dan - Angkatan
Pelatihan Penyolidikan
Kasus Intelijen Yang
Diselengparakan

Jumlah Pendidikan dan | - Angkatan
Pelatihan Penanganan
Perkara Tindak Pidana
Khusus Yang
Diselenggarakan
Jumlah Pendidikan dan | - Angkatan
Polatihan Penanganmn
Perkara Tindak Pidana
Umum Yang
Diselenggarakan
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= PROGRAM/KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM/ K INDIKATOR 7 7 ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)
LINGKUP | KODE W BOIATAN ‘SASARAN/PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 5075 ST 017 ST ST
z 2 3 4 5 %

6
Jumlab Pendidikan dan | - Angkatan
Pelatihan Ponanganmm
Perkara Perdata Tata
Usnha Nogara Yang

[ Disclenggarakan

. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN (dalnm juts)
LINGKUP | KODE - ol ‘SASARAN/PROGRAMY KELUARAN INDIKATOR KELUARAN o Toie T T =5
! 2 3 4 5 6 7
5007 |Penyclenggaraan  |Meningkatnya wawasan 11237 11237 11.237 11.237 11237
Pendidikan dmn [dan kualitas Sumber

Pelatihan Manajemen|Daya Manusia Kejaksaan
dan Kepemimpinan  |RI dalam
penyclenggarann proscs

idikan dan pelatih

toknis fngsional
[Sumlah angkatan Jumiah Angkatan ~Angkatan 11237 11237 11.237 11237 11237
i dan i dan Pelatihan
pelatihan manajemen  [Mansjemen dan
dan kepemimpinan  |Kepemimpinan
5008 B 64.133 64.133 64.133) 64.133) 64.133]
jemen Teknis urusan
Lainnyn Badan umum, kepegawaian,
Pendidiken dan anggaran,

Pelatihan Kejaksasn

[pengelolamn akuntansi
dan verifikasi, serta
perlengkapan,
perpustakaan dan
dokum entasi

[Tersedianya Sarana dan
Prasarana, Peralatan dan
Peralatan Gedung Kantor

Terselenggaranya Tayanan Perkantoran ~Bulan Laysman 57,340 57.340 57.340| 57.340 57.340
pengelolaan urusan
umum, kepegawain,
anggaran,
perbendaharaan,
pengelolann akuntansi
dan verifikasi, serta

perlengkapan,
perpustakaan dan
dokumentasi.
|Kendarasn bermotor |Kendaraan Bermotor Tunit 1.043 1.043 1.043) 1.043] 1.043)
Perangkat Pengolah |Perangkat Pengolah Data | - unit 1.700 1.700 1.700) 1.700) 1700
Data dan Komunikasi |dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas |Peralatan dan Fasilitas - unit 2534 2.534 2.534 2.534 2.534
Perkantoran Perkantoran
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PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR = ? ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP | KODE e ol biect SASARAN) PROGRAM] KELUARAN INDIKATOR KELUARAN TIE o s s o5
1 2 3 4 1 H | 6 7
chungz Bangunan Gﬁl\mg Bnngxnnn M2 1516 1.516) 1.516] 1.516] 1.516]
[esT (PROGRAM - PROGRAM 1 . |INDIKATOR SASARAN | KELUARAN PROG] INDIKATOR KELUARAN ES 1 -
PROGRAM 1 ; 1:
006.01.0q Program 149.426, 153.188|  153.183 152.188|  153.188
Penyelidiknn/Pengn
manan/Penggalanga
n Permasalahan
Hukum di Bidang
IPOLEKSOSBUD
Hukum dan Hankam
dukungan numlah laporan intelijen 95.854 48.697 98.697 98.697| 8.697|
inetijen terhadap operasi inteljen Penyetidikan,
pelaksanaan tugas dan | Renegakan Hukum Pengamanan, dan
|fungsi Kejaksaan terhadap AGHT fertentu | penggalangan Infelijen
dan dukungan intelijen
hepada bidang Pidana
Mhsus
Fersentase keberhasilan Persentase (%) hasil pelacakan 3971 34,766 39.766| 34.766 34,766
operasi intelj aset dan buronan findak pidana
PRenegakan Hukum
terhadap AGHT tertentu
dan dukungan inteljen
kepada bidang Pidana
wmum
Persentase keberhasian
operasi inteljen
Renegakan Hukum
terhadap AGHT ferfentu
dan dukungan intelijen
kepada bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara
Fersentase keberhasian
operasi inteljen
Fenegakan Fukum
terhadap AGHT tertentu
serta dukungan intelijen
untuk mendukung
PRengaasan dalam
mewnudkan tata kelola
Kejaksaan yang bersih
dan bebas KKV
. PROGRAM; KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K TNDIKATOR 3 z ALOKASI ANGGARAN (dnlnm juts]
LINGKUP | KODE Ny il et SASARAMN) PROGRAM] KELUARAN INDIKATOR KELUARAN FTIE o T L ST
1 2 3 4 ) 6 7
ES 2 REGIATAN : v V: | INDIEATOR SASARAN | KELUARAN. ES RELUARANES 2
1099 |Pelaksanaan [Meningkatnya ko ahitas 3,958 5323 5.323 5.323| 5.323
Kegiatan pelaksansan dan
ian kegiatan
Negara  |Intelijen Yustisial
dan Penanggulangan |Penyelidikan,
Tindak Pidana Pengamanan dan
Penggalangan untuk
mendukung kebijakan
hukum dan keadilan
baik preventif maupun
represif mengenai
[masalah investasi,
produksi, distribusi
Keuangan
[Sumiah kegiatan Taporan Hasil Kegintan | - LHK 1084 2323 2323 2323 2323
intelijen di bidang, Lateljen bidang ekonomi,
1 i dan
keuangan negara dan  [pembangunan
tin
pidana
Taporan hesil kegiatan | Pelacaken Aset Terkait | - Laporan 2.006 2.004) 2.004] 2.004) 2.004]
pelacakan aset terkait [Tindak Pidana
tindak pidana
[famlah Iaporan hasl |Laporan Hasil Operasi | - Lapotan 1.868] 0996 0.996) 0.996) 0.99]
operasi intelijen bidang [Intelijen Bidang Ekonomi,
ckonomi, keuangan dan [keaangan dan
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e PROGRAM/KEGIATA | SASARAN/PROGRAM/K INDIKATOR 3 P ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)
LINGKUP | KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 4 5 6 7
1100 iya kualitas 5.218 4.979| 4.979 4.979 4.979
Kegintan Sandi dan  [pelaksanaan kegintan
Produlksi Intelijen  administrasi intelijen,
peningkatan
kem mnpuan,
keterampilan dan
integritas kepribadian
[aprrat intelijen
pencgakan hukum di
lingkungan Kejaksaan
Laporan Hasil Kegintan | Laporan Hasil Kegiatan LHK 2,038 2.028] 2.028) 2.028) 2.028|
dalnm rangka produksi dan sarana
pengamanan informasi [terhadap pelaksanaan
intelijen intelijen
C i i O if Bulan layanan 2.010 0.920 0.920 0.920 0.920
Center Center
Laporan Hasil (Operasional Monitoring - Laporan 1.058 1.929| 1.929 1.929 1.929
Pelaksanaan Operasi signal
Monitoring Signal
[Tactical Passive Tactical Passive ~Bulan layanan 0112 0.102 0.10] 0.102] 0102
1101 Pelaksanaan [Meningkatoya Kualitas 1.158] 1.139] 1.139) 1.139) 1,139
Kegiatan Politik,  |Pelaksannan Kegintan
Sosial Budaya dan  |Intelijen penegakan
Sumber Daya hukum Peayelidikan,
S ier B P
Penggalangan untuk
mondukung kebijakan
hukum dan keadilan
baik preventif maupun
roprsif mengenai
masalah ideologi, politik,
media masa, barang,
cotakan, orang asing
e PROGRAM/KEGIATA | SASARAN/PROGRAM/K INDIKATOR 3 > ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)
LINGKUP | KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 015 2016 3017 3018 5010
! 2 3 4 S 6 7
Laporan Hasil Kegiatan |Laporan Hasil Kegiatan LHK 1.048 1.030] 1.020) 1.030 1.020
intelijen bidang idcologi, | Inteljen bidang ideologi,
sosial, politik, sosial, politik, pertahanan
keamanan dan ketertiban

dan ketertiban umum  [umum

[Jumiah Laporan Pengawasan aliran ~Laporan 0.110] 0.109 0.109] 0.109] 0.109
Kegiatan
aliran Kepercayaan i Kejaksaan Agung
1102 B Tualitas dan 69.915 73.446] 73.446) 73.446] 73.446)
; . ’
/ 3
Penggalangan di / pengamanan /
Kejati, Kejari dan di Kejati,
Cabjari Kejari dan Cabjari
Taporan Hasil Taporan hiasil kegiatan | - LHK 22.924 22.925 22.925 22.925 22.925
B idil Ponghm
i / ) kasus
Pengamanan / intelijen di Kejaksaan

Penggnlangan di Kejati, |Tinggi
Kejari dan Cabjari

Taporan hasil kegintan | - LHK
Penyelidikan/pengamana
n/ penggalangan kasus
intelijen di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksaan

Negeri
Pengawasan Aliran Pengawasan Aliran Laporan 2.178 2.179| 2.179| 2.179 2179
3 di di Kejaksaan Tinggi
Kejaksaan Tinggi
Laporan hasl kegiatan [Laporan Hasil Laporan 41.965 42.762| 42.762) 42.762) 42762
aset terkait Kegiatan
tindak pidana Pelacakan Aset di Kejati
dan Kejari
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. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 a S 6 7
/ ian/ Kegintan 2.848, 5.580] 5.580) 5.580 5.580]
n Buron Tindak Pidana [Buron Tindak
|(DPO) Pidana/DPO
1104 |Dukungan [Meningkatnys Kuakitas 8576 8576 8.576] 8.576 3.576|
i Teknis Kegiatan
Lainnya Jaksa Aguag [Intelijen penegakan
Muda Intelijen iukum di Bidang Sosial,
Politik, Ekonomi,
Keuangan, Pertahanan
Keamanan dan
[Ketertiban Umum.
Kegiatan ~Bulsn Layanan 8.576] 8576 8.576] 8.576] 8576
di Bidang Kesekretariatan di bidang
Kesekretariatan di Jaksa Agung Muda
Lingkungan Jaksa Inteljen
[Agung Muda Intelijen
Sesuai Peraturan yang
Berlaku
| SASARAN PROGRAM 2 © INDIKATOR KELUARANES 1:
PROGRAM 2
- Meningkainya (Jumlah lapo; Perseniase (%) mutu pelayanan 59.601 59.725 59.725 59.725 59.725
kesadaran hukum hukum dan
masyarakat | penerangan hukum
yang dilaksanakan oleh
intelijen
52 [ KEGIATAN : |SASARAV KEGIATAN : | INDIKATOR SASARAN TANES (INDIKATOR KELUARANES 2 :
| KEGIATAN :
1105 |Penerangan dan  [Meningkatoya Kuakitas 59,601 59.725) 59.725) 59.725]
Hukum
kegiatan penyuluhan /
[penerangan hukum dan
hubungan masyarakat
Taporan Kegiatan [Pencrangan Hukum pada | - Lembaga 15.941 14.312 14.312 14312 14312
Penyuluhan dan Kejaksaan Agung
Penerangan Hukum
dalam rangka
mewujudkan Tembagn yang telah dibers | - Lembaga
yang sadar Hukum pada
hukum dalam upays  |Kejaksasn Tinggi
pencegahan secara
. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN (dalnm juts)
UNGEUE'] {KODR n EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELIARAN INDIKATOR KCELIARAN, 2015 2016 2017 2018 2019
! 2 3 4 S 6 7
[PTov IO TR PR | | embaga yang telah dibori | - Lembaga
[Penerangan Hukum pada
Kejaknaan Negeri/Cabang
Kejaksan Negeri
Kelompok Masynrakat ~ Kelompok Masyarakat
yang diberi Penyuluhan
Hulkam
[Media/Sarans ~Jenis
Penyuluhan dan
Penyebaran Informasi
Hulkum
Laporan hasil Penguatan Jaringan ~Laporan 433553 43.508] 43.508) 43,508 43.508]
kegiatan Anti KKN di
penguatan jaringan  [Kejati dan Kejari
5 anti KKN
Taporan Pelaksanasn | Pelaksanasn Pers ~Taporan 0.107 1.905 1.905) 1.905) 1.905
Kegintan Pers Gathering|Gathering pada Satuan
[Alcuntabilitas Kerjn Kejaksann di Daerah
Penanganan perkara di
seluruh satuan kerja
dnerah.
ES1 PROGRAM - v T KELUARAN PROGRAM ES | INDIKATOR KELUARAN ES 1
006.01.01 Program Penanganan 486.228 548.217|  548.217 548.217| 548217
dan Penyelesaian
Peskara Pidana
Umum Perkara Tumlah. 486.228 548.217 548.217 548.217 548.217|
|penanganan perkara perkar tindak pidana | Pidana Umum perkara
|pidum secara berkualitas, |wnum berdasarkan
cepat, tepat dan | putusan pengaditan in
kracht
Jumiah pengermbalian
kerugian
negara melat jahur
iddana
Persentase kepuasan
imasyarakat atas
| pene gakan hukum yang
dilakukan Kejaksaan
ES2 LUARAN KEGIATAN B | INDIKATOR KELUARAN ES
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LINGKUP

KODE

PROGRAM/ KEGIATA
N

EGIATAN

‘SASARAN/ PROGRAM/ K

-156-

INDIKATOR
SASARAN/PROGRAM/

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

ALOKASI ANGGARAN

alnam juts)

2016 2017

2018

2019

3

2

5

7

1105

Perkara
[ Tindak Pidana
Terhadap Orang dan
Harta Benda

Penyclesnian Porkara
Pidana Umum secara
| Cepat, Tepat dan
|Akuntabel

6.650 6.650]

6.650]

6.650

[Fumlah perkara tndak
Pidana Terhadap Orang
din Harta Benda yang
diselesaikan dalam
Tahap Pra Penuntutan

Perkara Tindak Fidana
Orang dan Harta Benda
yang diselesaikan di
Kejaksaan Agung RI

~ Perkara

3.052 3.052]

3.052]

3.052

[Jumiah perkara Godak
Pidana Terhadap Orang
dan Harta Benda yang
disclesaikan dalam
Tahap Penuntutan

0.556

3.566 3.566]

3.566]

3.566

[Jumlah Pengendatian
Upaya Hukum,
cksekusi dan Grasi
yang diberikan kepada
perkara Tindak Pidana
Terhadap Orang dun
Harta Benda

0.033]

0.032 0.032]

0.032]

0.032

1106

Penanganan Perkara
Tindak Pidana
terhadap Keamanan
Hegara dan
Ketertiban Umum

0714 0.714]

0.714]

0714

[Meningkatnya

penanganan perkara
pidana umum secara
tepat dan skuntabel

LINGKUP

KODE

PROGRAM/ KEGIATA
N

SASARAN/PROGRAM/ K
EGIATAN

[Jumlah perkara tndak
Pidana Keamanan
Negara dan Ketertiban

Tahap Pra Penuntatan

Perkara Tmdak Pidana
Keamanan Negara yang
diselesaikan di Kejaksaan
Agung RI

~ Perkara

0.104

0.114] 0.114]

0.114]

0.114}

[Jumiah perkara tndak
Pidan Kesmanan
Negara dan Ketertban

Tshap Penuntutan

0.568 0.568]

0.568

INDIKATOR
SASARAN/PROGRAM/

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

"ALOKASI ANG GARAR

aloam juts)

2015

2016 2017

2018

2019

3

2

7

5
[Jumiah Pengendalian
Upaya Hukum,
cksekusi dan Grasi
yang diborikan kepada
perkara Tindak Pidana
Terhadap Keamanan
Negara dan Ketertiban
Umum

0.024]

0.032] 0.032]

0.032]

0.032

1107

Tindak Pidana
Umum Lainnys

Penangnnan Perkara |Meningkatay:
[penanganan perkara
pidana umum secara
topat dan akuntabel

7.149

10.149 10.149]

[Jumlah penanganan
perkara tindak Pidana
Umum Lainnya

Perkara Tindak Pidana
Umum Lainnya yang

termasuk penanganan
perkara kehutanan di
tingkat penyidikan
lanjutan

di Kejaksann

| Agung RI

~ Perkara

3.000] 3.000| 3.000 3000

10.149]

10.149

[Jumlal perkara Gndak
Pidana Umum Lainnya
yang disclesaikan dalam
Tahap Pra Penuntutan

1311

1311 1.311

1.311

1311

[Sumlal perkara Gndak
Pidann Umum Lainnyn
yang disclesaikan dalam
Tahap Penuntutan

5678

5678

5.678]

5.678

[Jumiah Pengendalian
Upaya Hukum,
eksekusi dan Grasi
yang diberikan kepada
perkara Tindak Pidann
Terhadap Tindak
Pidana Umum Lainnya

0.160 0.160}

0.160

1108

Pidana Umum di
Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan
Negeri

Penanganan Perkara [Meningkatays

i [|penanganan perkara
pidana umum secara
tepat dan skuntabel

468.466

521.447 521.447

521.447

521.447]
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PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K TNDIKATOR = 2 ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 a 5 7
[Jumlah perkara tindak |Perkara Pidana Umum Perkara 393.162 399.350 399.350 399.350 399.350
pidana umum yang | Yang Diselesaikan dnlam
diselesaikan oleh tahap Pra Penuntutan
jajaran Kejaksaan di  |dan Penuntutan di
dncrah Kejoti, Kejari [Kejaksaan Tinggi
dan Cabjari satu kota
dengan pengadilan
Perkara Pidana Umum | - Perkara
Yang Diselesaikan dalam
tahap Pra Penuntutan
dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan Negeri
sat kota dengan
Pengadilan Negeri
[Jumlah perkara tindak |Perkara Pidana Umum | - Perkara 65994 103.497 103.497, 103.497 103.497
pidana umum yang  [yang Diselesaikan dalam
diselesailan oleh Tahap Pra Penuntutan
jajaran Kejaksaan di  |dan Penuntutan di
dacrah Kejati, Kejari  |Kejaksaan Negeri dan
dan Cabjari yang tidak |Cabang Kejaksaan Negeri
satu kota dengan tidak satu kota dengan
ilan Nogeri
[Jumiah perkara tindak |Penanganan Perkara ~Perkara 9.310] 18.600 18.600 18.600 18.600
pidana umum tertentn [Tindak Pidana Umum
yang diselessikan di  |Khusus
Kejaksaan Tinggi
1109 9.257 9.257 9.257 9.257 9.257]
Manajemen dan Dengan Semua Satuan
Dukungen Teknis  |Kerja Dalam Rangka
Lainnya Jaksa Agung | Penyiapan Rumusan
Muds Tindsk Pidana |Rencana dan Program
Umum Kesja Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kepiatan Penanganan
Perkara Tindak Pidana
Umum.
. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 = ALOKASI ANGGARAN (dalnm juts)
LINGKUP | KODE - ol ‘SASARAN/PROGRAMY KELUARAN INDIKATOR KELUARAN o Toie T T =5
! 2 3 4 S 6 7
[Jumlah Kegiatan di | Pelayanan Perkara 9257 9257 9.257] 9.257] 9257
Bidang Kesekretarintan |Kesekretarintan bidang
di Lingkungan Jaksa  [Jaksa Agung Muda
Agung Muda Tindak  [Tindak Pidana Umum
Pidana Umum Sesusi
Peraturan yang Berlaku
Khususnya
Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegintan
ES 1 | PROGRAM : | SASARAN PROGRAM 1 ©
PROGRAM 1 :
006.01 p— 347389 354787 354.187| 354787  354.787
dan Penyelesaian
Perkara Pidana
Khusus, Pelanggaran
Ham yang Berat dan
Perkara Tindak
Pidana Korupsi
B perkara hamlah peryelesaian penanganan | 347.389 354.787 354.787, 354.787 | 354.787|
penanganan perkara | perkara findak pidana | Tindak Fidana Khusus  |perkara
|pidsus dan pelanggaran | Khusus berdasarkan
 Ham Berat secara | putusan pengadiian in
berkualitas, cepa, fepat | kracht
dan berkeadilan
(umlah pengembatian
kerugian keuangan
negara melatui jahur
idana
'E 2 KELUARAN KEGIATAN ES | INDIKATOR KELUARANES 2
1110 |Penanganan [Meningkatnya 11958 9.936 9.936] 9.936 9.936
i dan Perkara
Peayidikan Tindak  [Tindak Pidana Korupsi
Pidana Korupsi i |secara Cepat, Tepat dan
Kej Agung
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PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 7 2 ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 a B 6 7
[Jumlah Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Perkara 6.208 6.000| 6.000 6.000 6.000
dan Penyidikan perkara |Korupsi yang Disclesaiknn
tindak pidana korupsi  |dalam Tahap Penyelidikan
Katogori A yang dan Penyidikan
disclesaikan
[Jumlah Penyelidikan | Perkarn Tindak Pidmna | - Perkara 5155 2.000 3.000] 3.000] 3.000
dan Penyidikan perkara [Korupsi yang Diselesaikan
tindak pidana korupsi  |dalam Tahap Penyelidikan
Katogori B yang, an Penyidikan di
diselesaik Agung (di
splitsing)
[Jumiah Peayidikan Perkara pelanggaran HAM | - Perkara 0.186] 0.186 0.186] 0.186] 0.186
Peskara Pelanggaran  |berat yang diselesaikan
HAM Berat yang, dalam tahsp penyidikan
diselesaikan
[Jumiah Penyelidikan | Perkara Tindak Pidana | - Perkara 0.409 0.750 0.750] 0.750] 0.750
dan Penyidikan perkara [Khusus Lainnya yang
tindak pidana khusus | Diselesaiken pada Tahap
lainnya yang Penyelidikan dan
1111 Peningkatan Pra [ Meningkatoya 8.338 4.466] 4.466| 4.466] 4.466
dan ian Perkara
Penuntutan di [Tindak Pidana Khusus,
Kejaksaan Agung  [Tindak Pidana Korupsi
| dan Pelanggaran HAM
Berat secara Cepat,
[Tepat dan Akuntabel
[Jumiah Perkara Tindak |Perkara tndak pidana | - Perkara 6241 4332 (4332 4332 4332
Pidana Korupsi yang  [korupsi yang diselesaikan
Diselesaikan Dalam  |dalam tahap pra
tahap pra penuntutan  |penuntutan dan
| dan penuntutan penuntutan
[Fumlah Perkara Tindak |Perkara tndak pidana ~Perkara 2.046 0.051 0.051 0.051 0.051
Pidana khusus lainaya |khusus yang diselesaikan
yang Diselesaikan dalam tahap pra
Dalam tahap pra penuntutan dan
an
penuntutan
. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 2 ALOKASI ANGGARAN (dalnm juts)
LINGKUP | KODE - ol ‘SASARAN/PROGRAMY KELUARAN INDIKATOR KELUARAN o Toie T T =5
! 2 3 4 S 6 7
[Jumiah Perkara Porkara tindak pidana Perkara 0.051 0.083 0.083 0.083 0.083
HAM yang HAM berat
Derat yang Diselesaikan [yang diselesaikan dalam
Dalam tahap pra tahap pra penuntutan
i dan
penuntutan
T113 |Peningkatan Upaya |Meningkatnys Jumlah 1.891 3125 5125] 3.125] 3125
Hukum, Eksekusi  |Pengendalian
dan Eksaminasi Penggunaan Upaya
(Pidana Korupsi) Hukum, Grasi dan
Pelaksanasn Eksekusi
dan eksaminasi Sesuai
|dengan Peraturan yang
berlaku
[umlah ~Perkara 1891 2.000 2.000 2.000 2.000
Penggunasn Upaya upaya hukum, grasi dan
hukum, Grasi dan pelaksanasn eksekusi dan
Eksckusi inasi yang
dan Eksaminasi diberikan (Kategori A}
Kategori A yang
diberikan
[Gomia i ~ Perkara 0.000 1125 1125 1125 1125
Penggunann Upaya upaya hukum, grasi dan
hukum, Grasi dan eksekusi dan
Eksekusi inasi yang
dan Eksaminasi diberikan (Kategori B)
Kategori B yang,
diberikan
1114 |Penanganan Perkara [Memingkataya 318,285 330.343|  330.343] 330.343| 330343
Tindak Pidana Penyelesaian Perkara
Korupsi dan Tindak [Pidana Khusus, dan
Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Lainnya di Kejati,  [secara cepat, tepat dan
Kejari dan Cabjari  |akuatabel yang
dilaksanakan oleh
sjaran Kejaksaan di
daerah
[Jiiminh porknra tndnk | Kasus Tindak pidana ~Perkarn 311638 | 222.117 322.117 322.117 322,117
pidana korupsi yang  [korupsi yang diselesaikan
disclesaikan oleh Pada Tahap Penyelidikan
Kejaksann Tinggi, dan Penyidikan di
Kejaksaan Negeri dan  |Kejaksaan Tinggi
Cabang Kejaksaan
Negeri
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- PROGRAM/ KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM/ K INDIKATOR = v ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 4 5 6 7
Porknra tindnk pidana Porkara
korupsi yang disclesaikan
pada Tahap Pra

Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksam
Tinggi

Pengendalinn penggunann | - Perkara
upaya hukum,
pelaksanaan eksekusi dan
[eksmminasi untuk Perkara
Pidana Khusus di
Kejaksaan Tinggi

[Kasus Tindak pidana Perkara
korupsi yang disclesaikan
Pada Tahap Penyelidikan
dan Penyidikan di
Kejaksaan Negeri/Cabmng
[Kejaksasn Negeri

Perkara Timdak pidmna | - Perkara
korupsi yang diselesaikan
Padn Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksann
Negeri Wilayah |

Perkara Tindak pidana | - Perkara
korupsi yang diselesaikan

Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah I

Perkara Tmdak pidana | - Perkara
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksasn
Negeri Wilayah I Jawa

Barat
. PROGRAM; KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K TNDIKATOR 3 = ALOKASI ANGGARAN (dnlnm juts]
UNGEUE'] {KODR N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELIARAN INDIKATOR KCELIARAN, 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
Porkara Tindak pidmna Porkara
korupsi yang disclesaikan
Pada Tahap Pra

| Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksam
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah 11 Jawa
Tengah

Perkara Timdak pidana Perkara
korupsi yang diselesnikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah I Jawa
Timur

Porkara Tindak pidana Perkara
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksasn
Negeri Wilayah Il Acch

Porkara Tindak pidana Perkara
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
[Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah 111
Sumatera Utara

Perknra Tindak pidana Perkarn
korupsi yang diselosaikan

Pada Tahap Pra

| Penuntutan dan
[Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah 111
|Sumatera Barat
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LINGKUP

KODE

PROGRAM/ KEGIATA
N

‘SASARAN/ PROGRAM/ K
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INDIKATOR
SASARAN/PROGRAM/

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

ALOKASI ANGGARAN

alnam juts)

2015

2016 2017

2018

2019

3

2

5

7

LINGKUP

KODE

PROGRAM/ KEGIATA
N

SASARAN/PROGRAM/ K
EGIATAN

6

Porkara Tindak pidmnn
korupsi yang disclesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilnynh Il Rizu

Perkara

Perkara Timdak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah Il Jambi

~ Perkara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
[Penuntutan di Kejaksasn
Negeri/ Cabang Kejaksann
Negeri Wilaysh T
Lampung

~ Perkara

Porkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
[Penuntutan di Kejaksaan
Nogeri/ Cabang Kejaksann
Negeri Wilayah T
Kalimantan Barat

- Perkara

Perknra Tindak pidana
korupsi yang diseclesaikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksann

~Perkara

INDIKATOR
SASARAN/PROGRAM/

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

"ALOKASI ANG GARAR

aloam juts)

2015

2016 2017

2018

2019

3

2

5

7

]
Porkara Tindak pidmna
korupsi yang disclesaikan
Pada Tahap Pra
| Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksam
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilnynh Il
[ Kalim atan Selatan

Perkara

Perkara Timdak pidana
korupsi yang diselesnikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah 11
Kalimantan Timur

Perkara

Porkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksasn
Nogeri Wilayah Il
Sulawesi Utara

Perkara

Porkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksasn
Negeri Wilayah I
Sulawesi Tengah

Perkara
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INDIKATOR
SASARAN/PROGRAM/

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

ALOKASI ANGGARAN

alnam juts)

2015

2016 2017

2018

2019

3

2

5

7

LINGKUP

KODE

PROGRAM/ KEGIATA
N

SASARAN/PROGRAM/ K
EGIATAN

6
Porkara Tindak pidmnn
korupsi yang disclesaikan
Padn Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksam
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilaynh 111
Sulawesi Tenggara

Perkara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksasn
Negeri Wilayah 11l Maluku

Perkara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksasn
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah I Nusa
Tenggara Barat

Perkara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
[Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah 111 Nusa
Tenggara Timur

Perkara

Perknra Tindak pidana
korupsi yang diselosaikan
Pada T:

| Penuntutan dan
[Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah Il Papua

Perkara

INDIKATOR
SASARAN/PROGRAM/

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

"ALOKASI ANG GARAR

aloam juts)

2015

2016 2017

2018

2019

3

2

5

7

]
Porkara Tindak pidmna
korupsi yang disclesaikan
Pada Tahap Pra
| Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksam
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah 111 Maluku
Utara

Perkara

Perkara Tindak pidana
korupsi yang diselesnikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksann
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri Wilayah 11
Gorontalo

Perkara

Porkara Tindak pidana
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Penuntutan dan
Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah 11T
[Kepulanan Riau

Perkara

Porkara Tindak pidana
khusus yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
|[Penuntutan dan
[Penuntutan di Kejaksamn
Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri

Perkara

Pengendalian penggunaan
upaya hukum, grasi,
polaksanaan eksckusi dmn
|eksaminasi yang
diborikan di Kejaksann
Tinggi/ Kejaksann

Negeri/ Cabang Kejaksaan
Negeri

~ Perkara
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PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K TNDIKATOR = 2 ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 a 5 3 7
Porkara tndak pidana Perkara
korupsi yang disclesaikan
dalam tahap penyelidikan
dan penyidikan di
[Kejaksaan Tinggi (@i
splitsing)
Perkara tndak pidana | - Perkara
korupsi yang diselesaikan
dalam tahap penyelidikan
dan penyidiken di
Kejaksaan Negeri, cabang
|Kejaksaan Negeri (di
splitsing)
Pengendakian penggunaan | - Perkara
lupaya hukum dan
|pelaksanasn eksekusi dan
eksaminasi untuk perkaral
pidana khusus yang
diberikan di Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri
dan Cabang Kejaksaan
Negeri (di spliting)
[Juminh Perknra Tidak |Porknra tndnk pidnna | - Perkarn 6.647 8226 8.226] 8.226] 8226
Pidana khusus lainnys |khusus yang diselesaikan
yang diselesaikan oleh [pada Tahap Pra
i Tinggi, Kejari dan
dan Cabjeri Penuntutan di Kejaksaan
Tinggi
1115 6917 6917 6.917 6.917 6.917
Manajemen dan Dengan Semua Satuan
Dukungan Teknis  [Kerjn Dalam Rangka
Lainnyn Jaksa Agung | Penyiapan Rumusan
Muds Tindsk Pidana |Rencana dan Program
Khusus Kerja,Monitoring dsn
Evaluasi Pelaksanasn
Kegiatan Penanganan
Perkara Tindak Pidana
Khusus, Perkara Korupsi
dan Pelanggaran Ham
ang Berat.
. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K INDIKATOR 3 = ALOKASI ANGGARAN (dalnm juts)
LINGKUP | KODE - ol ‘SASARAN/PROGRAMY KELUARAN INDIKATOR KELUARAN o Toie T T =5
! 2 3 4 5 6 7
[Jumlah Pelayanan [Pelayanan Perkara 6917 6917 6.917 6.917] 6917
intan di intan Bidang,
Bidang Jaksa Agung  [Jaksa Agung Muda
Muda Tindak Pidana [ Tindak Pidana Khusus
Khusus
TS 1 [PROGRAM . SASARAN PROGRAM 1 KELUARAN PROGRAM ES KELUARANES 1.
PROGRAM 1
006.0 lzﬁ Program Penanganan 24.877 25.027 25.027 25.027|
dan Penyelesnian
Perkarn Perdata dan
Tata Usaha Negara
- hepuasan Perkara Jmiah pengelesaian penanganan 24877 25027 25.027 25027 25.027]
Klien atas Perdata dan Tuta Usaha  |perkara
Kejaksaan terhadap | penegakan hukum yang |Negara
bidang Kejaksaan
|perdata dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan
Fersentase kemenangan
bidang DATUN
Kejaksaan melalui jatur
ltigasi dan non litigasi
=T A T KELUARAN S | INDIKATOR KELUARAN ES 2
116 Kualitas 1272 T439| T439| T.439) Ta29|
dan dan kuantitas
HAK perkara
Pemulihan dan
Perlindungsn Hak yang
dilaksanakan oleh
[Kejaksaan Aguag
[Sirmiah peckara Perkara pemuliban dan | - Perkara 0.497) 0.497 0.497) 0.497] 0.497
dan is hak yang
Hak yang pada
iselesaikan di Agug,
Kejaksaan Aguag
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. PROGRAM] KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K TNDIKATOR 5 z ALOKASI ANGGARAN {dnlnm juta)
LINGKUP KODE N EGIATAN SASARAN/ PROGRAM/ KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 2015 2016 2017 2018 3010
1 2 3 4 s 7
[Jumlah perkara Perkara pemulihan dan Perkara 0.775 0.942| 0.942 0.942| 0.942]
dam i hak yang
Hak yang pada
molalui j Agug Non
Litignsi dan Non Litignsi)
1117 dan Kualitas 0.942 0.942| 0.942| 0.942| 0.942]
Penyelesaian Perkara [dan kuantitas
Perdata penyelosaian perkara
Perdnta yang
ilaksanakan oleh
Kojoksaan Agung
[Jmiah perkara Perdata| Perkara perdata yang “Perkarn 0942 0.942] 0.942) 0.942) 0.942]
yang diselosaikan diselosaikan pada
molnhui Litigasi dan Non | Kejaksaan Agung
T
118 gkatmn Kunlitns 0,638, 0637 0.637) 0.637) 0.637]
Penanganan Perkara [dan Kuantitas
Tata Usaha Negara ~|Penyelesnian Perkara
[Tata Usaha Negara yang
dilaksanakan oleh
Kejoksann Agung
[Jrmiah perkara Tata | Perkara tata usaha negara| - Perkara 0638 0.637 0.637) 0.637 0.637]
Usaha Nogarayang  [yang diselesaikan pada
disolesaikan Kejaksaan Agung.
1119 dan Kualitas 20.686 20.670 20.670 20.670| 20.670|
Penyelesaian Perkara [dan Kuantitas
Perdata dan Tata  [Penyclesaian Perkara
Usaha Negaradi | Perdata dan Tata Usaha
Kejuti, Kejori dan [Negara yang diselessikan
Cabjari i Kejaksaan Tinggi.
Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan Negeri
Terselosnikannyn Porkara Pordats dan Tata | - Perkara 9559 7731 7731 7.731 7731
Penanganan Perkara  |Usaha Negara yang
Perdata dan Tata Usaha | diselessiokan di
Negara Litignsi di Kejaksamm
Daerah baik di Kejoti, | Tinggi/ Kejaksaan
Kejari manpun Cabjari |Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri (Litignsi)
. PROGRAM; KEGIATA | SASARAN/ PROGRAM] K TNDIKATOR 3 = ALOKASI ANGGARAN (dnlnm juts]
LINGKUP | KODE Ny il et SASARAMN) PROGRAM] KELUARAN INDIKATOR KELUARAN FTIE o T L ST
1 2 3 4 5 6 7
[Tersclosnikannya Porknra Perdatn dan Tata | - Perkara 5.392, 7.009] 7.009) 7.009) 7.009)
Penanganan Perkara  |Usaha Negara yang
Perdata dan Tata Usaha | diselesaiakan di
Negara Non Litignsi di | Kejaksann
Daerah baik di Kejati,  [Tinggi/ Kejaksaan
Kejari maupun Cabjari |Negeri/ Cabang Kejaksaan
Nogeri (Non Litigasi)
0 Pos O fonal Pos Media ~Bulan Layanan 5.735] 5.930| 5.930] 5.930|
Pelayanan Hukum Informnsi dan Pelayanan
Hukum Gratis
1120 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339|
Manajemen dan Dengan Semua Satuan
Dukungan Teknis  |Kerja Dalam Rangka
Lainnyn Jaksa Agung|Penyiapan Rumusan
Muda Perdata dan  |Rencana dan Program
Tata Usaba Negara  |Kerja, Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Pengawasan
[Terbadap Aparatur
Kejaksaan Dalsm
Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi
Jumlah Kegiatan di | Kegiatan pelayanan ~Bulan Layenan, 1.339) 1.339| 1.339| 1.339 1.339]
Bidang K i iatan bidang
di Lingkungan Jaksa  [Perdata dan Tata Usaha
|Agung Muda Perdata  |Negara
dan Tata Usaha Negara
Dalam Berkoordinasi
dan Molakukan
Evaluasi dan
Kegintan di Kejoksaan
Tinggi, Kejakaaan
egeri dan Cabang
Kejaksnan Negeri
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MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH KEMENTRIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
INDIKATOR

" SASARAN/PROGRAM/ AN TARGET KINERJ, ALOKAST ANGGARAN (¢
Lyarior | X FROGRAN/KEQIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ DIDUATOR KELUN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 3015 2016 2017
T 2 3 s 8 ) 10 11 12 13 14 15
K/L
[Organisasi Kejakeaan |- Indeke Perzepsi - Peningkatan Pendidikan N yang
Yang Profesional Dan  |Masyarakat pslatihan dan peadidikan palatihan
Handal pengembangan kapasitas
[SDM Kejaksaan berbasie 65898
~Persentase (%] mutu program
diklat/azzesment dengan nilai
valid minimal B
ologi inforras Tase (] sistom informast 35348
integrasi
Tayanan berbasis & X 3278.082| 8278.082
v ~Pereontaze (6] target 1398.826
ayanan Dan Kinecja perkara
[Penanganan Perkara
Kejakezan
khueua dan perkara
perdata dan tata usaha
negara
~Feningkatan 3 - 90| 0] 90| 15.203| 15.203|  15.203
pengawasan melekat,  [laporan pengaduan yang
terpadu, cspat, tepat dan [ditindaklanguti
menyeluruh
~Felacakan Asel dan taze (7| hazil pelacakan 60| 70] 70| 49.107
[buronan tindak pidana  |aset dan busonan tindak pidana
Penanganan Pemulihan | - Persentaze (%] target 70 70, 70| 75| 75| 7.407|  11.407|  11.407
Aset yang efektif pernuliban aset
D ~Pe [Felayanan informas: dan |Parsentass (%] mutu pelayanan 80| 80| 85| 85| 85| 91.743 91.978 91.978
Kat Sadar penyuls hukum
ES 1 [006.01.01] FEOGRAL
Dukungan Manajemen 3218.753| 3226.380| 3226.380
daa Polaksnanan Tugas
Teknis Lainaya
Kojoksana RI
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
LINGKUP KODE RAM/KEG] KELUARA] JARAN — ——
EROaRAMW/ MRaIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR. UARAN INDIRATOR KELY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
Meningkatnya kualitas | - Persentase ~Noma dan peraturan. | - Juniah rancangan norma dan 2 1462 1.462 1462
e erpe 7 |peraturan
Birokmaai Kejaksaan yanan prima [peny MLA
berdasarkan penit
Tim ARli
~ Laporan kerja sama hadeum 1 1 1 1 1 8.098 5.098 8.098
SASARAN KECITAN E UARAN KPGIATAN ES | NDIEATOR KELUARAN ES 2
1080 [Pelayanan Penyusunan [Teriakeananya 9.560 9.560 95560
Peraturan Perundang:  [pembenan
L dan Kega hukam
[Sama Hukum kepaca satuan
5
h, serta tusut
[melakukan penelaahan
o
[perundang - undangan
dan pembinaan
hub:
lembaga pemerintah
7 sama hukum ~Taporan kera sama hukurm T 1 T 1 1 1138 1138 1138
penyusunan
MLA rangka
dan
pengembalian aset negara
hasil tindak pidana
rupei yang
disembunyikan diluar
negeri
Jumiah Penolaahan | - Rencana Peraturan 2 2 2 2[ 2| 1.148| 1148 1148
dan Perancangan ru -undangan  [peraturan
Feraturan Ferundang-  [yang dilakukan
Gperasional Alase Bulan Layanan 12 12 12 12| 12| 6.273] 6.273 6273
Teknis Kejaksaan Rl pada
Forwakilan Indoneeia d
Luar Negeri
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA
LINGKUP | KODE RAM/KEG! KELUARA JARAN
Fxoal IATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR DARAN JRDUATOR KELY 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Pengelol “Pengelolaan “Bulan Layanan
Kejaksazn
Kejakeaan Agung Kl [Agung FI
Tayanan Perkantoran | - Layanan Ferkantoran | - Bulan Layanan 0687
L
Penzitian dan 8 18 18| 18 18| 2.788 3.500 3500
Hukun
Kejaksaan Rl
, R SAS IV KEGIATAN ES | NDIKATOR KELUARAN ES 2
CBGIATA
1080 [Penehitian dan [redakeananya Regiatan 2.788 3.500 3500
[Fenelitian, Fonghajian,
Lainnya yang Berkaitan
Dengan Tugaz dan
Wewenang Serta Fungei
Kejaksaan Berdasarkan
[Peraturan dan
Perundang-Undangan
dan Kebijaksanaan
yang Ditetapkan Oleh
alsa Agung
“Kegiatan Penelitian, | - Penelitian, pengkajian, | - Jumiah laporan penelitian dan 18 18| 18 18| 18 2.788) 3.500] 3.500
nglkajian,
j keilmuan dan
Kenazama Keilmuan  [kegiatan ilmiah lainnya
dan Kegintan limiah  |yang berkaitan don
Lainnya tugas dan wewer
fiingsi Kejaksaan
KE! PROGRAM BS
Ferencanaan dan ~dokumen parencanaan dan 5639 5821 5821
|Fengembangan evatuasi
[Manajemen Omanisasi
INDIKATOR SASARAN | EELUARAN KEGIATAN ES | NDEATOR KELUARAN BS
KEGIATAN z
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN ¢
KUP | KODE RAM/KEG! KELUARA ARAN  |—— —
L X ER AR/ MRaIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ UARAN INDIATOR KELY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1083 [Perencanaan, [Teriaksananya Kegiatan
embangan Dalam Penyiapan
Organisasi - Anggaran,
dan Tata Laksana, [Fengembangan
engclahan Data 2erta. Organigasi
Pomantauan dan dan Tatalaksana di
Penilaian Lingkungan Kejakeaan
Sorta Evaluasi dan
Roncana Kerja dan
Penyediaan Data
(nventansasi
Pembangunan
Dizsluruh satuan kerja
Kejakzaan
~Jurlak Peraturan | - Peraturan Perundang. | - Peraturan T T T T 1 1.154] 1.259) 1259
yang teckait Satuan Kerja Baru
penyempurmaan
organisasi dan tata
koria
~Jumiah Dokumen Fumen Rensana 1 1 T 1 1
Rencana Kegja dan Kerja dan Anggaran
Anggaran Kejakeaan Rl |Ksjakeaan R.I
Taporan Pamantauan | - Laporan Femantauan | - Pelaporan 1 1 T 1 1
dan Penilaian Terhadap |terhadap pelaksanaan
iaksanaan Rencana  |rencana keda
enja
~Laporan Hasil ~Laporan Hasil ~Pelaporan 1 1 1 1 1 0.357, 0.359 0.359
engel Data yang slolaan Data yang
teckait dengan terkait dengan
w0y Rencana y Rencana dan
dan Frogram Kerja,  |Frogram Kerja,
B Organisasi
Organisasidan Tata  |dan Tata Laksana
Laksana
FLUARAN PROGRAM £ | MDIKATOR KELUARAN B
I
yanan Birokrst dan | - Bulan Layanan 12 12 12 12 12| 2738.265| 2738.235| 2738.235
[perkantoran

INDIKATOR SASARAN | KELUARAN KEGIATAN ES | NDIKATOR KELUARAN ES 2
EGIATAN
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN
LIpIKE, | XoOw | FROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR KELUARAN IRDUEATOR KELYARAN 2015 _| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
1085 Penyiapan Rumusan 62.762 62

K Teknie

[Kejakeaan RI, Fimpinan, |di Bidang

Kerumahtanggaan, Ketataueahaan Umum

Keamanan dan Bina  |dan Fimpinan,

2 Pegawai [Ker
Keamanan Dalam dan

Bina Kescjahteraan
Berupa Pemberian
Bimbingan, Pembinaan

dan Penga
Teknie;
- Pelayanan - Pelayanan - Bulan Layanan 12| 12| 12| 12| 12| 3.342 3.342 3.342
K Prot 3 Protokoler,
Bina Kesejahtoraan  |Bina Keacjahternan
Pegawai, dan Pimpinan |Pegawai, dan Pimpins
~Layanan Perkantoran | - Layanan Perkantoran | - Bulan Layanan 12 12 12 2 12| 59.420] 59.420|  59.420
25.990| 25990  25.990

1084 [Fembinaan dan [Terlakeananya Kuslitaz

Kejaksaan
kI

~Pemenuhan Femenuhan Kebutuhan | - Bulan Layanan 12 12 12 2 12 020 5.020 5.020
Kebutuhan Pekok Fokok Pegawai Kejaksaan
Pegawai Kejaksaan R1. |R1

ntoran | - Layanan Perkantoran | - Bulan Layanan 20.490
~Operasional ULP dan | - Operagional ~Bulan Layanan 0.480
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN @
LINGKUP | KODE RAM/KEG! HELUARR — —
OB/ MRaIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ UARAN INDIATOR KELVARAS 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
1090 Dukungan Manajemen | - Pelakaanaan 264 2649.483| 2649.483
1 Teknie rdinasi Dengan
Lainnya Jakea Agung  [Semua Satuan Kega
Muda Pembinaan di
Kejagung, Kejati, Kejari [Fenyiapan Rumuzan
dan Cabjar Ren n Program
ring dan
sanaan
an di
Seluruh Indonesia
Jumiah pelayanan
[peckantoran, kepeeluan
Ik perk
iliki Kejakeaan),
[pembayaran langganan
daya dan jasa listrik,
telophcao dan air, dan
kebutuhan lain guna
[perkantoran
Jurniah Felayanan “Bulan Layanan 12 12| 12| 12| 12 0.856 0.856 0.856
sz atan di bidang
Liny Jaksa Muda
Agung Muda Fambinaan
Pernbinaan
nan Perkantoran ~Bulan Layanan 12 12 12 12 12| 2648.627| 2648.627| 2648.627
dan, Pelayanan
Birokrasi termasuk Caji
da jangan di
, dan
lﬁxm..rg ELUARANES
J -
Akuntabiitas Pengelolaan [ - Persentase optimahsasi mmmm 389.204| 391.937| 391.937
angan nagaran
Persontase FNEP yang optimal 95| 95, 95| 95| 95|
EELUA A KT T Fe | POAT oS E AR Fa s
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA
LINGKUP | KODE RAM/KEG! KELUARA! ARAN  |—— TS
Fxoal IATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ UARAN IRDURATOR KELY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1062 ‘embinaan Pengelolaan [Terlaksananys Kualitas
suangan dan Fembinaan Pengelolaan
[Ponerimaan Negara Keuangan dan PNFB
Bukan Pajak Ksjskeaan
G
Layanan Perkantoran an Perkantoran Bulan Layanan 12| 12 12| 12| 12| 376.943| 376.943| 376943
Laporan Pengelolaan Laporan Pengelclaan - Laporan 12) m“‘ 9.911 10.819 10819
Keua uangan
Laporan Pengslolaan | Laporan Pen Taporan 12 12 12 12 12| 2.350] 4175
.  Negara ene egara
Bukan Pajak Kejakeaan |Bukan Pajak Kejakeaan
SASARAN PROGRAM 2 ! |KELUARAN PROGRAMES
1
~Tenugudnga Persentaze ~Teknolog informast Persentase (39 sistem informasi 70
X yang modem |pemb database |yang teni i yang terintegrasi
berbasis Teknologi
informatika
TOIATA SARAN REGITAN S ATOF SASARAN 0 AT S ARAN S 2
EGIATAN 2
1088 yajian Data ¢ [Tersedianya Basiz Data 35.348|  35.348|  35.348
Kriminal dan Teknologi |yang Dapat Menyajikan
formasi [(nformasi Data Perkara
Secara Akurat, Lengkap
Dalam Rangka
Mewjudian
Penanganan Perkara
Secars Cepat dan
[Akuntabel Serta Dapat
Diakses Masyarakat
Pengelolaan Data Sigtem Informast formast 1 1] 1 1 1 35.348 35.348 35.348
Statistik Kriminal mengenai data perkars
Berdasarkan Jenie |yang dieajikan
Penanganan Perkara  |berdasarkan jeniz
dan Peogembangan  |penangan perkara
Teknologi Siate: rmaeuk KDRT, perkara
Informasi anak dan perkara lainnya
(etatietik kriminal)
" 2 | KELUARAN EROGRAM ES | NDIKATOR KELUARAN BS 1
|EROCGRAM L
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
LINGKUP KODE RAM/KEG] JARAN
EROaRAMW/ MRaIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR. INDIRATOR KELY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 2016 2017
~Meratanya ~Fersentase Laporan Fengelolaan 12| 12 12 12| 30.572| 80.572| 80.572
Fe SO ementasi hasil pe
beriuatitas sesuai analisis beban kerja
butuhan dan aralis jabatan
~persentase pola
mutasi, promosi
berbasia merit sistem
- Fersentase lelang
jabatan eaelon I ke
atas
SARAN | KELUARAN KEGIATAN ES |IUDIKATOR KELUARAN BS 2
2.
1081 [Femi Gan Kualitaz 30.572|  30.572| 30572
Fengelclaan [Pembinaan
2 i 2 Meliputi
Kejagung, Kejati, Kejari [Rekrutmen Pegawai,
dan Cabjari Jenjang Karier dan
Mutasi Pegawai
Taporan mansjemen | Laporan manajemen ~Tapocan 12 2 12 12| 12| @0.572| 380.572| 80572
d dan
pogawai pogawai
Fersentase (3 Asel Femulihan 70 70| 70 75| 75 7.407|  11.407| 11407
duiumgan terhadap yang dipulikkan Aset yang efeitif dan
bidang teknis terkait akuntabe! teriut tindak
optimalisasi pidana
KEGIATAN INDIFATOR KELUARAN B5 2
[Penanganan dan 7.407| 11,407 11.407
Penyelesaian Pernulihan [Tindakan Penyslamatan
Aget yang terkait lan Pernulihan Aset
perkara lyang dikaitkan dengan
[Upaya Penyelesaian
ara)
ara Bfektif, Efisien,
Traneparan dan
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m— SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA
Loparer | X FRCARAM/HRQIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ KELUARAN IRDUEATOR KELYARAN 2015 _| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 201
Fenanganan Permulihan | - Jurmish Lapers: 1
[Aset yang teekait Penanganan Pemulihan

dengan Hazil Kejahatan |Azst yang teckait dengan
Hasil Kejahatan

Pelayanan - Bulan Layanan 12 12 12 12| 12| 0.263] 1.030 1.030
Ketatausahaan dan
Birckeasi serta
Fenyusunan Rencana
Pregram Kesja d
Anggaran pada Pusat
Fernuliban Aset

PECGRAM. [SASARAN PROGRAM 1 KELUA

AN PROGRAM ES | INDIKA

UARAN BS 1

(006.01.02|Program Peaingkatan 355.035| 488.308| 488.308
Sarana dan Prasarasa
Aparatur Kejaksaan RI
Meningkatnya kinena | Tersedianya samna dar | Sarana dan prasamna 488.308
” Cejaksa B gediung g mes
dengan didukung Kantor, nench dinas,
serana dan prasamna | kendaraan operasional
yang memadai o sarana

periengiapan bangunan

ES 2

—

SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ MELUARAN INDIKATOR KELUARAN 57T 5016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2015 2016 2017
et | TPengada 355.035|  488.008|  488.308
lan / Peningkatan Sarana
dan Prasarana
sjaksaan Rl dengan
arana dan peasarana
ang memadai guna
anya Sarena dan|Kendarean Barmator —onw 8| 80| 74.13i]  96.570| 96570

Prasarana Gedung
antor, rumah jabatan
untul aparatur

| Ksiakeaan di daerah,
Kendaraan Operasional
roda-4, kendarasn
tahanan serta sarana
peddengkapan gedun
untuk geluruh satuan
a bk di pusat
maupun di dasrah

Forangkal Pengolah Data | - unit 24.204|  24.204] 24208
dan Komunikazi
Fralatan dan Fasilitas | - unit 46.449|  43.034|  43.034
[Perkantoran
Godung/ Bangunan ™2 77352| 77352| 77352| 77352| 177352| 210.261| 324.100 324.100
| EEOGRAN SARAN UARAN PROGRAM ES KATOR KELUARAN ES 1
006.01.03Program Peagnwasan 23.438| 20.438|  23.438
dan Pesinglatan
| Alcuntabilitas Aparatar
[Kejokmaan RI
[eningkarmya Fidets integnitas At imtemal dan lapo 1174|  1174| 1174| 1174| 1174|  15.203| 15.203| 15203
kediaiplinan, intagnitas | pengaduan uang ditangant
dan kepatuhan
| Apamtur Kejaksaan
atas Aturan yang
beriaku baik intemal
' ~Fersentase (%) awdit intemal 379) 379 379 379] 379) 8235 8.235 8235
terhadap iinena dan keuangan
EEGIATAN [SASARAN KEGITAN TARAN KEGIATAN ES | MDA UARANES 2
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN
LINGKUP | KODE RAM/KEG! KELUARA! ARAN  [———— —_—
Fxoal IATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR. UARAN IRDURATOR KELY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 201 2017
1092 eninghatan [Teriaksananya Kegiatan
: Tugas B Tugas
[Polcok dan Wewenang di |Rutin dan
Wilayah | Pembangunan Semua
Unsur Kejaksaan
[Berdasarkan Feraturan
Perundang-Undangan
dan Kebijaksanaan
lyang Ditetapkan Oleh
ksa Az
N0 Jumiah Laporan Fenanganan Laporan Taporan Pengaduan 70 70 70 70| 70| 0.693 0.693 0.693
Pengaduan Masyarakat [Pengaduan masyarskat
yang Ditindakdanjuti  |yang ditindaklanjuti dan
dan Diselesaikan diselesaikan atas
palaksanaan tupoksi dan
di wilayah |
1093 0.693 0.693 0.693
ok dan Wewenang di
Wilayah [l
Jumiah Laporan Fenanganan Laporan ~Laporan Pengaduan 70 70 70 70 7] 0.693 0.693 0,693
yang Ditindaklanjuti  |yang ditindaklanjuti dan
dan Dizslesaikan isslesaikan ataz
Techadap [pelaksanann tupoksi dan
. di wilayah Il
Wewenang pada
Wilayah [I
1064 [Peningratan 0.693 0,653 0655
gawazan
elaksanaan Tugas
Polok dan Wewsnang di
Wilayah i1
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
LINGKUP KODE
PROGRAM/KEGIATAN o AASARA ST KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 5515 [ Zoie | 2017 | 2015 [ 2015
Dumiah Laporan Fonanganan Laporan ~Laperan Pengaduan 70 70 70 70 70]
. s
yang Ditindaklanjuti  |yang ditindaklanjuti dan
dan Disslecaikan disslecaikan atas
Techadap pelakaanaan tupoksi dan
enang di wilayah Il
Wewsenang pada
Wilayah Il
1095 [Peningkatan 0.693 0.693 0,693
3
Pokok d
Wilayah [V
Jurmiah Laporan Fenanganan Laporan " Lapcran Pengaduan 70] 70| 70| 70| 70 0.693 0.693 0.693
yang Ditindaklanjuti  |yang ditindaklanjuti dan
dan Diselesaikan [cizelesaikan atas
Tech pelaksanaan tupoksi dan
=ayalahgunaa ewenang di wilaysh IV
Wewenang pa
Wilayah IV
1096 [Peningeatan 0.693 0.653 0653
Sumiah Laporan Fenanganan Laporan Taporan Pengaduan 70 70 70 70| 70) 0.693 0,693, 0653
d ong:
yang ditindaklanjuti dan
dizeleeaikan ataz
pelakaanaan tupoksi dan
" di wilayah V
Wewenang pada
Wilayah V

-1

69-
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN s aASARATIPRioGR KELUARAN INDIKATOR KELUARAN [ e e e o)
1097 eningiatan
Pengawasan Aparatur
Kejakeaan di Dacrah
Baik di Kejati, Kejari dan
Cabjari dan Jajaran
Pongawazan d Daerah
~Jumiah Laporan Taporan Pengaduan ~Taporan Pengaduan 824 824 824 824 824] 7.564 7.564. 7564
2 yang
yang Ditindaklanjuti  |ditindaklanjuti dan
dan Digslesaikan digsleeaikan terhadap
Techadap penyalahgunasn
lahgunaa ang di Daerah
Wawenang, Tugaz-
Tugas Rutin,
Pelanggaran Disiplin
dan Fenanganan
Perkara Cleh A r
Kejakzaan di Daerah
~Pelaksanaan Inspeks: |Polakeanasn Inspekel ~Taporan inspeke: salker 379) 379 379 379] 379 4174 @174 4174
di Kejati, Kejari dan
Cabjari
1055 Dukungan Mansjemen 8.235 8.235 8.235
dan Dukungan Teknie
Lainnya Jaksa Agung
Muda Pengawazan
Jumish Kegiatan di |Pelayanan kesskretariatan] - Bulan layanan 12 12 12 12 8.235 8.235 8235
d = bidang pengawasan
di Linglungan Jaksa
Agung Muda Tindak
Fengawazan Dalam
ocedinas: dan
Melakukan Evaluasi
Monitering
Pelakeanaan Kegiatan
Tindak Lanjut Laporan
Pengaduan.
| PROGRAM |SASARAN PROGRAM 1 I'_LLLARANPRDGRNAE‘- UARAN ES' 1
L
106.01.0: 130.031 130.031
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN ““m;‘:.z“"’ DREATOR KELUARAN INDIKATOR KELUARAN [ ALONAM ANQOARAN ¢
2015
Dikiat mangjemen [Jumiah angkatan dikiat yang 130.031
yang bekerja sesuai | hepemimpinan dan Teinis
dengan jenis d Fungsional
yang pemah ditempuh
il dikiat teknis
fingsional mavpun
dikiat mangjemen
kepermimpinan
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJIA ALOKASI ANGGARAN @
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR. KELUARAN INDIRATOR KELUARAN 3015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 2015 2016 2017
TS 2 e EcaTaT | T TR LT T T T g e
|KEGIATAN 2
5006 [Penyelenggaraan Termurunnya Rencans 54.661|  54.661  54.661
Pendidikan dan Program Kerja, Sarana
Pelatihan Teknie dan Prazarsns,
Fungsicnal
Pengelolaan Data,
Laporan, Priaksanaan
Hubungan Masyarakat
dan Standarizas:
Pendidikan dan
[Pelatihan
Jurmiah anghatan Jumiah Anglatan “Angk 28 36 20 a3 54.661 54.661
dan can dan Felatihan
pelatihan teknis [Teknis Aparatur
Tumiah Pendidian dan | - Angkatan
Felatihan Pembentukan
Jakea yang
Disstenggarakan
Turmiah Pe “Angkatan
Eolatihan Fonyel
Kasus ntel
Diselenggarakan
Tarmiah Pondidian dan | - Angkatn
Flatihan Fenanganan
Porcara Tindiak Pidana
Khusus Yang
Disclenggarakan
(Tumiah Pendidiin dan | - Anghatan
Felatihan Penanganan
Forkcara Tindak Pidana
Umurn Yang
Diselenggarakan
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
LINie | JOOR, | BROGRAM/NEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ HELUARAN INDIKATOR KELUARAN 3015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2015 2016 2017
[Jurmiah Pendidikan dan
[Flatihan Fenanganan
[Peckcara Perdata Tata
Usaha Negara Yang
Diselenggarakan
o7 - T Ve e e
didikan dan dan kuslitae Sumbsr
elatihan Manajemen  |Daya Manusia
dan Kepemimpinan | Keiaksann Bl dalam
penyelenggaraan proses
[pendidikan dan
eiatihan telnis
fungsional
Tamiah angratan Tumiah Angratan 11 19 11257| 11257 11297
i didi dan Pelatihan
pelatihan mangjemen | Manajemen dan
dan kepermimpinan Kepemimpinan
5008 [Dutungan Wanaemen  [Terssongsaranya 64133 64.133|  64.133

Toknis Lainnya Badan
endidikan dan
Pelatihan Kejaksaan

pengelolaan urisan
umum, kepegawaian,

raan,
pengelolaan akuntanei
dan verifikasi, serta
peciengkapan,
perpustakaan dan
dolumentasi

[Tereedianya Sarana dan
Frazarana, Peralatan
dan Peralatan Gedung
Kantor

Terselenggaranya
pengslolaan uruzan
urmum, kepegawaian,

pengelolaan akuntanei

dan veriikasi, zerta

periengkapan,
d

= lan
[dokumentasi.

Perkantoran

~Bulan Layanan

Kendaraan bermotor

Kendaraan Bermotor

unit

18| 18|

18|

12| 12| 12| 12| 12 57.380 57.340 57.340

1,043
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LINGKUP

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN SASARAN/PROGR. KELUARAY

INDIKATOR KELUARAN

2015

kat Pengolah  |Peranghal Pen

erang) h Data
Data dan Komunikasi  [dan Komunikasi

—unit

2016

2017

TARGET KINERJA [ ALOKASI ANGGARAN
201

2018 | 2019

2017

n dan Fasilitaz

Peralatan dan Fazilitas |Feralat

unit

Gedung/Bangunan _|Gedung/Bangunan

M2

1516 1.516 1516

TEATOR SASARAT UARAN PROGRAI ES

| RUDIRATOR KELUARAN B5 1

|ERogRAM 1

[006.01.06[Program

Pea yelidiknn /Peagama
nan /Penggalangan

Hulkum
di Bidaag
IPOLEKSOSBUD
Hukum dag Haokam

149.426

Meningkatnya Fersentase keberhasilan | Penyelesaian
dukungan intefjen Fenyefidifan,

dan
|penggriangan intelijer:

e
kepada bidang Fidana
h

[Jienla faporan inteljen

45854 48.697| 48.697|

Fersentase heberhasiian
operas inteliien
Penegakan Hukwen
terhadap AGHT tertentu
dan dukungan intetjen
kepada bidang Fdara
wrion

Persentase (39 haail pelacakan

aset dan buronan tindak pidana

43971 44.766| 44.766

terhadap AGHT tertentu
tan dukungan inteliien

kepada bidang Ferdata
dan Tata Usaha Negara

—

LINGKUP

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR
KEGIATAN SASARAN/PROGR. MELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

2015

Persentase keberhasilan
operasi ints
wegakan Hukum
terhadap AGHT tertentu
serta dukungan intetjien
wn duking
Pengawasan dalam
mewudkan tata kelola

Kejaksaan yang bersih
dan bebas KKN

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
2018 | 2019 2015 2016 2017

2016

2017

SASARAN KEGATA

2 kualitae

Penyelidikan,

Pengamanan dan

Fenggalangan untuk
kung kebijakan

sal
duksi, dietribusi
Keuangan

Jan aset terkait  |Tindak Pidana

pel
tindak pidana

Jurmiah kegatan ran Hasil Kegiatan | - LK
intelijen di bedang intelijen bidang ekonomi,
[penyolamata kouangan dan

keuangan negara dan  [pembangunan
[penanggulangan tindak

pidana

Taporan hasil keg Folacakan Aset Terkait Taporan

4.958 5.323 5.323

2.323 2323

2.004

www.peraturan.go.id



-173-

2016, No.1577

SASARAN/PROGRAM/ TNDIKATOR TARGET KINERJIA ALOKASI ANGGARAN @
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR. KELUARAN INDIRATOR KELUARAN 3015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 2015 201 2017
umlah laporan hasil |Laporan Hasil Operast %0 0 €0
operasiintelijen bidang |Intalijen Bidang Ekonorri,
iconomi, keuangan dan |keusngan dan
1100 = k kualitag 5.218 4.979 4979
Sandi dan Produkai  |pelaksanaan kegiatan
intelijen irinistrasi inteljen,
peningkatan
kemampuan,
keterampilan dan
[ntegritas kepribadian
aparat intel;
oenegakan hukum di
lingkungan Kejaksaan
Taporan Hasil Kegiatan |Laporan Hael Kegatan |- K 00| 100  100]  100|  100| 2038 2.028| 2028
dalarm ran prcduksi dan sarana
pengamanan informasi  [terhadap pelakeanaan
intelijon inteljon
porasional Momioring [Operasional Memiorimg | - Bulan layanan
enter Center
Taporan Hasil Gperasional Monitoring | - Laperan
[Pelaksanaan Operasi  |sign
[Monitaring Signal
Tactioal Fasaive Butan Tayanan
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
LINGKUP | KODE | PROGRAM/HEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ MELUARAN INDIKATOR KELUARAN 5615 | 2016 [ 2017 | 2018 WE'T
T | Fegatan 3 Kualias 1.158| 1,139
Folitik, Sceial Budaya  [Pelakeansan Kegiatan
dan Sumber Daya teljon penegakan
Organisasi ukum Penyelidikan,
Fengamanan dan
engealangan untuk
mendukung kebijakan
ulcurn dan keadilan
baik preventif maupun
ropeif mengonai
masalah ideclogi,
potitik, media masa,
barang, cetakan, crang
asing
Taporan Hasi Kegiatan | Laporan Hasll Kegiatan TR
Intelijen bidang ideologi|(nteljjen bidang ideclog;
sosial, palitik, aceial, palitk,
coamanan dan ketertiban
Ketertiban umurn |umum
Surmiah Laporan Fengawasan alvan Er—— 1 1 1 1 1 0.110|  0.108]  0.109
eglatan gawazan kepercayaan mazyarakat
aliran Kepercayaan  |di Kejakeaan Agung
1102 Watan kualias ©9515|  73.446| 73446
dan kuan!
P di Kej e
Kejari dan Cabjari penyelidikan /
oengamanan /
oenggalangan di Kes
Kejari dan Cabjar:
Taporan Hasi ran hasil kegatan | - LAK T304 | 1304 | 1004 | 1004 | 1304 | 22.924 | 22.925 | 22925
y / kasus
Pengamanan / o di Kejaksaan
Penggalangan di K
Cejari dan Cabja
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m— SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR i = TARGET KINERJA ALGKAST ANGGARAN {¢
Loparer | X FRCARAM/HRQIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR KELUARAN IRDUEATOR KELY 2015 _| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
Taperan hasil kegiatan K

[Penyelidikan/pengamana
n/penggalangan kasuz

Aliran Aliran ~Laporan 90 90| 90| 90| 90 2.178] 2.179 2.179

Masyarakat di i
Kejaksaan Tingg

Taporan hasil kegiatan | Laporan Hasil “Taporan Tag9|  1439| 1439 1439| 1439  41.965|  42.762|  42.762
slacakan aget 1 Kegiatan
tindak pidana Placakan Aset di Kejati
dan Kejari
Fencarian/Penangkapa |Fencanian/Penangkapan | - Kegatan 105| 105 105 105 105 2.848 5.580) 5580
n Buran Tindak Fidana [Buron Tindak
(DPOY Fidana/DFO
1104 Dukungan Manajemen | Meningkatnya Kualitaz 8.576 8.576 8576
[Tokniz Lainnya Jaksa  |Pelaksanaan Kegiatan
Agung Muda Intelijen
Keuangan, Pertahanan
Keamanan dan
Kotertiban Umumn.
Kegiatan |Felay “Bulan Layanan 12 12 12 12 12 8.576 8.576 8576
di Bidang Kesokretariatan di bidang
Kesekretariatan di Jaksa Agung Muda
Lingkungan Jaksa Intelijen

Agung Muda Intelijen
Seeuai Peraturan yang
Berlaku

|SASARAN PROGRAM 2 [ RADIKATOR KELUARANES T

“Meninghatnya Jeumiah laporan T informaat dan_|Fersentase (% mutu pelayanan 59.601
oo hukum enyuduhan hukum dan |penyuluhan hukum
hukum

yang dilaksarakan ofeh

SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN ¢
LINGKUP | KODE | PROGRAM/HEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR. KEARAY INDIKATOR KELUARAN 3575 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2015 2016 2017
|SASARAN KEGIATAN .
1103 [Pensrangan dan Weringkatnya Kualitas 59.601|  59.725|  59.725
[Peny Hukum "
kegiatan penyuluhan /
[pencrangan hukum dan
hubungan maeyarakat
Taporan Kegiatan Fenerangan Hukum pada | - Lembaga S12 | s12 | s12 | 512 | 512 | 15541 14312
: dan Agung
Penerangan Hukum
dalam rangka
rmewujudkan Lembaga yang telah diber: | - Lembaga
vang sadar |penerangan Hukum pada
huk 4 upaya Tinggi
pencegahan secara
presentif tindak pidans
Lembage yang 1elah &iban | - Lembaga
Fenerangan Hulum pada
Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejakean Negen
Kelompok Masyarakal | - Kelompok Masyaraleat
vang diber: Peayuluhan
[Hukum
#odia/Sarana e
Fenyuluhan dan
Fonyobaran Informasi
Hukum
Taporan basil Fonguatan Jarngan “Taporan 126  126|  126|  126|  126| 45.553|  43.508|  43.508
kegiatan Anti KKN &
penguatan jaringa Kejati dan Kejari
masyarakat anti KKN
Taporan Pelakeanaan _|Polakeanaan Fors Taporan 433 433, 433] 433 433 0.107|  1.905|  1.908|
giatan Pere Gatharing|Gathering pada Satuan
kuntabilitas Kerja Kejaksaan di
Penanganan perkara di [Daerab
ssluruh zatuan keqa
dserah

[PROGEAN [SASARAN PROGRAM 1 | NDIKATOR SASARAN |KELUARAN PROGRAM ES | NDIKATOR KELUARAN BS 1
PROGRAM | 1.
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LINGKUP

KODE | PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN

006.01

[Program Penunganan
dan Pea;
Porkara Pidann Umum

e
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INDIKATOR

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

2015

TARGET KINERJA

2016

SASARAN/PROGRAM/

2017

2018

2019

penanganan perkam
|pidion secam:
berualitas, cepat, tepat
dan berkeadiian

| periara tindak pidana
wnuon berdasarkar:
putusan pengadilan in
kracht

¥ Feriara
| Adana Umum

Janiah penyelesaian

486.228

548217

548.217

Jumiah pengembalian
kerugian kevangan
negara melala jalur
pidana

Fersentase kepuasan
[rasyaraiat atas
[penegakan hukum yang
dilaukan Kejaksaan

KECIATAN

| KELUARAN KBGIATAN E:

1105

B Perlaara

Tindak Pidana Terhada
[Orang dan Harta Ben.

lezaian Perkara
a Umum secara
“epat, Tepat dan
[Akun

bel

Jumiah perkara tindak
Fidana Terhadap Orang
dan Harta Benda ya

alam

Ferkara Tindak Pidana,
Orang dan Harta Benda
ang disclesaikan di
Agung RI

dalan
Tahap Fra Peauntutan

~Perkara

43|

Jumiah perara
Fidana Terhadsj
dan Harta Benda yang
dalam
Tahap Penuntutan

43|

yang diberikan kepada
porkara Tindak Fidana

erhadap Orang dan
Harta Bonda

43|

43|

43|

43|

43| 43

43|

a3

a3

0.129)

0.718, 6.650]

3.052]

0.556 3.566]

0.033

LINGKUP

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/PROGRAM/
KEGIATAN

Penanganan Perkara
hadap
eamanan Negara dan
eetiban Umum

—

INDIKATOR

SASARAN/PROGRAM/

KELUARAN

INDIKATOR KELUARAN

2015

TARGET KINERJA
2017

2016

2018

2019

2015 2016
0.638 0.714

ALOKASI ANGGARAN (¢

Dumiah pericara tindak
Fidana Keamanan
Negara dan Ketertiban
ang
dizeleeaikan dalam
Tahap Pra Penuntutan

Forkara Tindak Pidana
Keamanan Negara yang
diesleeaikan di Kejakesan
agung RI

- Perkara

8|

stertiban

Umum yang
dizeleeaikan dalam
Tahap Penuntutan

Jumiah Pengendalian
Upaya Hukurm,
sksekusi dan
yang dibenikan kepada
periara Tindak Pidana
hadsg anan

Negara dan Ketertiban
Urnuem

-]

38|

EQ

38| 38| 38| 38 38| 0.510 0.568

38|

0.104| 0.114

0568

0.024) 0.032] 0.032

1107

F. Perkara

[Tindak Fidana Umum

penanganan perkara
ana urnum secara
dan akuntabel

7.149 10.149) 10.1a9

Jumiah penanganan

ra tindalk Piday
Urnum Lainnya
teemazuk penanganan
periara kehutanan
tingkat penyidikan
lanjutan

Ferkara Tindak Pidana
Umum Lainnya yang
diselesaikan di Kejaksaan
Agung RI

~Perkara

570 570|

570]

570| 570

0.000 3.000] 3.000

Jurmiah perieara tindak
Fidana Umum Lainays
yang diselesaikan
dalam Tahap Pra
Fenuntutan

1311 1311 1311

Jumiah periara tindak
Rdana Umum Lainnys
yang disclesaikan
dalam Tahap

Fenuntutan

5.678
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALGKAST ANGGARAN {¢
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN s aASARATIIPRiodR: KELUARAN INDIKATOR KELUARAN [ oo o o075 T 201 2017
Jurmiah Pengendalian
Upaya Hukum,
ekaskuei dan Grasi
yang diberikan kepada
periara Tindak Fidana
Terhadap Tindak
Fidana Umnum Lainnya
Tios [P Ferkara ¥ 368.466| 521.447| 521.447
Pidana Umum di
Kejakeaan Tinggi, ana umum zecara
Kejal Negeridan  [topat dan akuntabel
Jurmlah perkara tindak |Perkara Fidana Umum Forkara 113851 113851 113851| 113851] 113851| 393.162 | 399350 | 399.350
pidana umum yan, Yang Diselesaikan dalam
[disstecaikan

leh tahap Fra Penuntutan

dan Cabjari satu kota
dengan pengadilan

Ferkara Fidana Umum | - Ferkara
Yang Dizelesaikan dalam
tahap Pra Pen
dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejakeaan Negeri
satu kota dengan
Fengadilan Negeri

Jumiah perkara tindak |Perkara Pidana Umum | - Perkara 10591| 19591| 13591| 13591| 13591|  65.994| 108.497] 103.497
pidanaumumyang  |yang Diesleeaikan dalam

jsjaran Kejakeaan di
dacrah Kejati, Kejari
dan Cabjari
zatu kota

Jumiah perkara tindak |Penanganan Peckara “Perkara 186 186 186 186 186} 9310  18.600|  18.600
pidana urnum te

SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
Ky, | Eow. | MoasR NI KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ KELVARAY INDIRATOR MELUARAY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
1109 Dukungan Manajemen [Pelaksanaan Koordinasi 9.257 9.257 9257
dan Dukungan Teknis  |Dengan Semua Satuan
Jakea Agung  |Kena Dalam Rangka
ndak Pidana  [Penyiapan Rumusan
Rencana dan Frogram
Kerja,Monitoring dan
Evaluazi Felakeanaan
Kogiatan ganan
Peckara Tindak Pidana
Urnum.
Jumiah Kegiatan di_|Pelayanan ~Ferkara 12 12 12 12 12 9.257 9.257 9257
Bidang Kesekrotariatan | K

4: Lingkungan Jakza |
ung Muda Tindak  [Ti
Adana Umum Sesuai
Poraturan yang Berlaku
Khususnya
Pemantauan dan

EECCRAL
[006.01.08{Program Penanganan 347.389| G54.787| 354.787
dan Pon yelesaing
[Perkara Pidaoa

Kiusus, Pelnaggaran
Ham yaog Bermt dan
Periara Tindak Pidana
Korupsi

entase te perkam | Jumiah penyelzsaian 347.389
penanganan perkam  |perkara tindak pidana  |Tindak Fidana Khusus  |penanganan perkara

Khusus berdasarkan
| putusan pengadilan in
kracht

| dan berkeadilan

Jmiah pengembalian
kerugian keuangan
negara melala jalur
pidana
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALGKAST ANGGARAN {¢
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN s aASARATIPRioGR KELUARAN INDIKATOR KELUARAN | —57—T—56 [ o17 | 616 | 716 | 7015 | soie | zor7 |
raentase hepuasan
masyamiat atas
[penegakan hukum yang
dilauian Keiaksaan
A NEATOR SAaraT "
| EEGIATAN .
o [ 11.958 5.936 $.536
P y Peckara
indak Fidana Korupei
idana Korupei di secara Copat, Tepat dan
Kejakeasn Agung Alcuntabel
Jumlah Penyelidikan _|Perkara Tindak Pidana | - Perkara 40, 40, 40| 30| 40| 6.208 6.000 6.000
dan Penyidikan perkara | Korupsi yang Diselesaikan
tindak pidana korupei | dalam Tahap Penysidikan
Katogori A yang dan Penyidikan
diselesaikan
Jumiah Fenyeldikan |Perkara Tindak Pidana | - Ferkara 55, 55, 55| 55| 55 5.155 3.000 3.000
dan Penyidikan perkara | Korupsi yang Diselesaikan
tindak pidana korupsi | dalam Tahap Penysidikan
Kategori B yang dan Penyidikan di
ik X Agung (di
epliteing)
Jumiah Penyidikan |Perkara pelanggaran HAM | - Perkara 2 2 2 2| 2 0.186 0.186
Fericara Pelanggaran  [berat yang dieeleeaikan
HAM Berat yang dalam tahap penyidilan
dieelesaikan
Jurah Penyehdikan |Perkara Tindak Pidana | - Perkara 3 3 3 3 3 0.409 0.750 0.750
dan Penyidikan perkara |Khusus Lainnys
tindak pidana khusus
lainnya yang
i1 F Fra 8.338 4.466 4.466
e dan & Perkara
Penuntutan di [Tindak Fidana Khusus,
Kejakeaan Agung dak Fidana Korupei
dan Pelanggaran HAM
[Berat 2acara Cepat,
Tepat dan Akuntabel
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN ¢
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN RBOTEAN SASARAN/PROGRAM KELUARAN INDIKATOR KELUARAN 5018 [ o1s | 2037 | 2018 [ 2055 | 5008 o) ST
Dumiah Perara Tindak |Perkara tindak pidana | - Perkara, 80, 0| 80| 80[6.241 4.332 4332
Fidana Korupei yang pei yang disslesaikan
Discleeatkan Dalam  |dalam tahap pra
penuntutan dan
dan peauntutan penuntutan
Jumlah Perkara Tindak Porkara 1 1 1 1 1|2.046 0.051 0.051
Fidana khusus lsinnya
yang Digelesaikan dalam tahap pra
Dalarm tahap pra penuntutan dan
- dan
penuntutan
Jumiah Periara Forkara tindak pidana | - Perkara 2 2 2 2 2[0.051 0.083 0.083
J HAM yang HAM berat
Berat yang Diselesaikan [yang diselesaikan dalam
Dalam tahap pra tahap pra penuntutan
penuntutan dan dan penuntutan
penuntutan
13 Katan Upaya Jumiah 1891 3.125 3125
Hukumn, Ekeekuai dan  [Pengendalian
El (Pidana [F Upaya
Karupei) Hulum, Grazi dan
Felaksanaan Ekackuszi
dan sksaminasi Sasuai
dengan Peraturan yang
beciaku
Jumiah Peng 1 ~Perkara,
Penggunaan Upaya  |upaya hulum, grasi dan
hukum, Grasi dan pelaksanaan sksekusi
Felakeanaan Eksekusi |dan eksaminasi yang
dan Eksaminasi dibarikan (Kategori 4]
Kategori A yang
diberikan
Jumiah Pengendal “Perkara 0.000 1125 125

Penggunaan Upaya
hukum, Grazi dan
Pelakeansan Ekeekusi
dan Eksaminazi
¥ategori B yang
diberikan

upaya hukurn, grasi dan
pelakeanaan skaskusi
dan ekeaminasi yang
diberikan (Kategori B)
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN
LIpIKE, | Xonw | SROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR. KELUARAN INDIRATOR KELUARAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2016 2017

1114 330.343| 330.343

Penanganan Perkara 5
Tindak Fidana Korupei |Penyelesaian Perkara
dan Tindak Pidana Fidana Khuzue, dan
Khusue Lainny [Tindak Fidana Korupsi
Kejati, Kejar dan Cabjarifaecara cepat, tepat dan
akuntabel yang
dilakeanakan oleh
ajaran Kejaksaan di
daerah

Kazus Tindak pidana Forkara 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 811.638 | 822117 | 922.117
korupsi yang diselesailan
[Pada Tahap Penyelidikan
i

Tingsi

Jumiah periara
pidana korupsi y
diceleeaikan oleh
K

kan di

Cabang Kejakeaan
Negeri

~Peckara

Fenuntutan dan
Fenuntutan di Kejaksaan
Tingg:

~Feckara

upaya hukum,
pelaksanaan shsekusi
dan eksaminasi untuk
Perkara Pidana Khusus di
Kejakeaan Tinggt

Kasus Timdsk pidans ~Perkara
korupsi yang diselesaikan

Pada Tahap Penyelidikan
dan Peayidikan ¢
Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejakeaan Negeri

Fericara Tindak pidana | - Perkara,
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
[Penuntutan dan
[Fenuntutan di Ks
Negeri/Cabang K
Negeri Wilayah [

akzaan

alesaan

LINGKUP | KODE |PROGRAM/KEGIATAN IAMRAHI;:zIAW INDIKATOR TARGET KINERJA 'ALOKASI ANGGARAN (¢

SASARAN/PROGRAM/ KELVARAY IRDIATOR KELVARAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
Forkara Tindak pidana | - Perkara = 1
korupsi yang disslesailan
Pada Tahap Fra
Penuntutan dan
[Fenuntutan di Kejaksaan
[Negeri/Cabang Kejakeaan
Negeri Wilayah 1I

Forkara Tindak pidana | - Ferkara
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra

Fenuntuten di Kejakssan
Negeri/Cabang Kejakeaan
Negeri Wilayah IIl Jawa
Barat

Forkara Tindak pidana | - Perkara
korupai yang diselesaikan
Pada Tahap Fra
Fenuntutan dan
[Fonuntutan di Kejaksaan
[Negeri/Cabang Kejakzaan
Negeri Wilayah Il Jawa
Tengah

Ferkara Tindak pidana | - Perkara
korupsi yang diselesaikan
Pada Tahap Pra
Fenuntutan dan
Penuntutan
Neg: n
Negeri Wilayah Iil Jawa

| Timur

esaksaan

Forkara Tindak pidana | - Perkara
korupei yang diesleeaikan
Pada Tahap Pra

[Penuntutan dan

Feniuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejake:
[Neger: Wilayah IIl Acsh
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ODE — SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR BLUAR = TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN ¢
L | X FROGRAN/KEAIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ UARAN INDIRATOR NELY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
Perkara Tindak pidana | - Perkara

korupsi yang dieslesaikan
Pada Tahap Fra
Fenuntutan dan
[Fenuntutan di Kejaksaan
Negori/C:

Forkara Tindak pidana | - Ferkara

psi yang diselesaikan

Pada Tahap Pra

[Penuntutan dan

[Penuntutan di
al

1y
Sumatera Barat

Ferkara Tindak pidana | - Ferkara
korupai yang diselezaikan
Pacla Tahap Fra

n dan
tan di Kejaksaan
bang Kejakeaan
Negeri Wilayah Il Riau

Forkara Tindak pidana Forkara
korupsi yang diselesailan

Penuntutan

[Fenuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah Il Jamb:

Ferkara Tindak pidana | - Perkara
korupsi yang dizelezaikan
Fada Tahap Pra
Fenuntutan dan
Fenuntutan di Kejaksaan

Lampung
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN ¢
LINGKUP KODE RAM/KEG] KELUARAI JARAN — —t
it FROGRAM/HRGIATAY KEGIATAN SASARAN/PROGR UARAN INDIRATOR KELY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
Foricara Tindak pidana | - Perkara

korupsi yang disslesailan
Pada Tahap Fra
Penuntutan dan

Kalimantan Barat

Forkara Tindak pidana | - Perkara
korupsi yang diselezaikan

Pada Tahap Fra
Fonuntutan dan
[Fenuntutan di Kejaksaan

Neger: Wilaysh Il
Kalimantan Tengah

[Ferkara Tindak pidana | - Ferkara
e

Fenuntutan dan
[Fenuntutan di Kejaksaan
Kejakeaan
m

tan

Forkara Tindak pidana | - Perkara
korupei yang dieslezaikan

Pada Tahap Fra
[Fenuntutan dan
[Fenuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksann
Negeri Wilayah Il
Kalirnantan Tirmur
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALGKAST ANGGARAN {¢
LIpIKER, | onw | SROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR KELUARAN IRDUEATOR KELYARAN 2015 _| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
Forkara Tindak pidana | - Perkara
korupsi yang dieslesaikan
Pada Tahap Fra

Penuntutan dan
Fenuntutan di Kejakeaan
Nogor;/Cabang Kejaksaan

Forfara Tindak pidana Forkara
korupai yang diesleeaikan

Pada Tahap P
Penuntutan dan
[Fenuntutan di Kejaksaan
bang K
Neger: Wilayah Il
Sulawesi Tengah

[Ferkara Tindak pidana - Perkara.
korupsi yang diselesaikan

Negeri Wilay:
Sulawesi Tenggara

[Ferkara Tindak pidana | - Perkara
iselesailkan

Pada Tahap
Penuntutan dan

Negeri/Cabang Kejakeaan
Wilayah I Maluku

Nege
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
KUP | KODE RAM/KEG| KELUARA ARAN  |——
L FROGRAM/HRGIATAY KEGIATAN SASARAN/PROGR. UARAN INDIRATOR KELY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017
Foricara Tindak pidana | - Perkara

korupsi yang disslesailan
Pada Tahap Fra
Penuntutan dan
[Fenuntutan di Kejaksaan
Cabang Kejakeaan

Tonggara Barat

Forkara Tindak pidana | - Perkara
korupsi yang diselezaikan
Pada Tahap Fra
Fonuntutan dan
[Fenuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah IIl Nusa

| Tenggara Timur

Forkara Tindak pidana Forkara
korupsi yang diselesailan
Pada Tahap Pra

Penuntutan dar
[Fenuntutan di Kejaksaan

Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeni Wilayah Ill Papua

[Forkara Tindak pidana, Forkara
2 i

Forkara Tindak pidana | - Perkara
korupsi yang diselesaikan
Pads Tahap Pra

Fonuntutan dan
Fenuntutan di K

Gorontalo
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SASARAN/PROGRAM/ TNDIKATOR TARGET KINERJIA ALOKASI ANGGARAN @
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ KELUARAN INDIRATOR KELUARAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2015 2016 2017
Forfara Tindak pidana | - Perke
korupsi yang disslesaikan
Paa Tahap Pra
Fenuntutan dan
Fanuntutan di Kejaksaan
Nogor/Cabang Kejakeaan
ayah T
|Kepuiauan Fiau
Ferkara Tindak pidana | - Perlara
khusu isetesaikan
aksasn
Neger/Catang Kejakeaan
Nogeri
Fengendan Fertara
upaya bukum, grasi,
pelaksanaan sksekusi
Forfara tmdak pidana | - Perkara
orupsi yang dissleeaikan
dalam tahap penyelidikan
dan penyidikan di
Ferkara Ferlara
korupsi yang dissleesikan
datam tahap penyshdikan
Kejaksaan Negeri, cabang
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (¢
iy, | Bw. | NGRS KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ KELVARAY INDIRATOR MELUARAY 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2015 2016 2017
Pe dali - Perkara
paya hukum dan
pelaksanasn skaskusi
Kejaksann Negeri dan
Cabang Kejaksaan Negeri
(i zpliting]
Jurmiah Feriara Tindake [Farkars fmdek pidana | - Perfars 217| 217|217 217  217|  6.647|  5.226| 8226
Fidana khusus lainnya us yang diselesaikan
yang dissiseaikan clsh |pada Tahap Pra
Tingg, Kejari tutan dan
dan Cabjari Penuntutan di Kejaksaan
Tinge:
IS |Dokungan Mansjemen [Feiakeansan Foordinast 6517|6517 6517
dan Dukungan Teknis  |Dengan Semua Satuan
Lainoya Jakss Ag
Much Tindak Pidana
Khusus
[Ferkiara Tindak Fidana
Khusus, Perkara
Korupsi dan
anggaran Ham yang
[Berat.
uriah Peayanan |Feiayen “Fertare 2 2 2 12| 12| eei7| 6817
skretariatan di Keeskestariatan Eidang
Bidang Jaksa Agung  |Jaksa Agung Muda
Muda Tindak Pidana  [Tindak Fidana K-
Khusus
|EECGRAM. OGRAM 1
606,01 09| Program Peanagaana 24877 25.027| 25027
Peayelesainn
Porkara Perdata das
Tata Usabia Negara
Neringhatnya Ferseniass fepumsan | Fenyelesaian Ferhara | Junlah pengeiesatan 24577 25.027|  25.027
kepermayaan Kien atas Ferdata dan Tata Usaka  |penanganan perkar
. terhadap hukun yang [Negara
fayanan bidang 2 Kejaksaan
|pendata dan Tata Usaha
[Negara Kejakaaan
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SASARAN/PROGRAM/ TNDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN @
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN SASARAN/PROGR. KELUARAN INDIRATOR KELUARAN 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2015 2016 2017
reentase kemer
tridang DATLIV
Kejaksaan melalu jalur
litigasi dan non itigasi
Jumiah pergembatian
kengian keuangan
negara melaha jotur
[pendata
[EEGIATAN . |SASARAN KEGIATAN RAN
TiTe = Femulhan Waalitas 1272 1439 1439
[dan Perlindungan HAK |dan kuantitaz
peayelesaian peckara
[Femulihan dan
Feriindungan Hak yang
akeanakan oleh
Kejaksaan Agung
Jurmiah perara Foriara pemulihan dan | - Perfara o7 70 73 76 76 0.457 G.as7 Gas7
n hak yang
perfind Hak yang pada
& Agug
Kejaksaan Agung
Jumiah perara Ferkara pemulihan dan | - Perfara 0775 o542 o542
o lind hak yang
d Hak yang pada
enelalui Agug Non
Litigasi dan Non Litigasi [ Litigasi)
1117 Featan Kualitas 0542 0942|0942
dan kuantitas
conyelesaian porkara
Kejaksaan Agung
Jumiah perara Perdata |Ferkara perdala yang Ferkara
elesaike diselesaikan pada
Litigasi dan Non Agung
SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN ¢
iy, | Eow. | OasR M KEGIATAN SASARAN/PROGRAM/ KELVARAY INDIKATOR KELUARAN 3015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 |
1118 ; Kualitas
anganan Peckara  |dan Kuantitae
Tata Usaha Negara  [Penyelseaian Peckara.
[Tata Usaha Negara yang
dilakeanakan oleb
Kejaksaan Agung
Jumiah pecara Tata  |Perkara fata usaha negars| - Peckara % %0 %0 0| 4| 0.638  0.67 0637
Usaha Negarayang  [yang diseleeaikan pada
¥ Kajal Agung
e |p Jan Fualitas 20686|  20.670| 20670
Penyeiesaian Peckara  [dan Kuantitas
Ussha [Penyelesaian Peckara
di Kejati, Kejari [Perdata dan Tata Usaha
Negara yang
dissteeaikan di
Kejaksaan Tingg:
Cabang Kejakeaan
Negeri
Tersdiesaikannya Feriara Perdata dan Tats | - Perkara S76| 76| 976 976|976 5555 7781 7731
Penanganan Parkara  [Usaha Negara yang
Perclata dan Tata Usaha [diselesaiakan di
Negara Litigasi di a
Duerah baik di Kejati,
maupun Cabjari [Negeri/Cabang Kejakeaan
Negeri (Litigazi)
Tersclesaikannya Ferkara Perdata dan Tata | - Perlara To3s| 10as| 1038| 1038 1038 5.392 7.009 7.009
Penanganan Perkara  [Usaha Negara yang
Perdata dan Tata Usaha [disslesaiakan di
Negara Nea Litigasi di  |Kejakeaan
Dacrah baik di K Tingg/Ksjakeaan
Kejari maupu Nogeri/Cabang Kejakeaan
Negeri (Non Litigasi|
Operasional Pos Cparasional Foe Media Bulan Layanan 5530
Pelayanan Hukum  |[nformasi dan Pelayanan
Hukum Gratie
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SASARAN/PROGRAM/ INDIKATOR
LINGKUP | KODE | PROGRAM/KEGIATAN g aASARATIPRioGR KELUARAN INDIKATOR KELUARAN [
120 Dukungan Manajermen canaan Keordy
dan Dukungan Teknie  |Dengan Semua Satuan
Lainnya Jakea Agung  |Kena Dalam Rangka
Muda Pedata dan Tata [Penyiapan Rumuean
Usaha Negara Rencana dan Frogram
Kerja, Monitoring dan
Evaluazi Pelakzanaan
Kogiatan Fengawazan
[Techadap Aparatur
Kejaksaan Dalam
P
Bulan Layanan 2

Bidang Kesskretar kszokratariatan bidang
i Lingkungan Jskea  |Perdata dan Tata Ussha
Agung Muda Perdata  |Negara

dan Tata Usaha Negara

Dalam Berkoordinasi
dan Melakulan
Evaluasi dar

Monitaring Pelaksanaan
Kegiatan di Kejaksaan
Tinggi, Kejakeaan
Negeri dan Cabang
Kejakeaan Negeri

Jurdah Kegiatan di | Kegiatan pelayanan
riatas

2016

12|

2017

TARGET KINERJA [ ALOKASI ANGGARAN

2018 | 2019

12|

2017
339

12 12 1.339 1,339 1339

4,735.18| 4.949.38| 4.949.38
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MATRIK RENCANA KERJA JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN TAHUN 2015-2019

TARGET KINERIA ALGKAST ANGGARAN [dalarm Juta]
LIRS, | WODS: 2015_] 7016 | 2017 | 2018 | 2015 | 3015 2016 2017 01
T 7 3 3 ) 0 i1 12 15 1a 15 T6
T
Grgairivar Kejuioann |~ ndeks Pervapat T Femmgkaing Pendiion] - Jumiah sngkatan yg £ CO - | T
Yong Profesional Dan  |Masyasakat pelatihan doa kut cendidien pelsshan
iandal pougembangan kapasitas | - Persentase (4) mutt progrm ® W[ 90| 90| 90| 65.898 | 65.898 | 65.898 | 65.898
[SOM Kejaksnan berbasis. |diklat/assesment dengan nilei
i vl mimimad 1
Teknolog imformas | - Perventase (4] siem ™ 7o) % ) | 95348  35.048| 35348 95348
ang toritegras i i yang terintoprasi
Tayanan prima dan | - Jumlab layanan berbasia o 7| T T 72| T3] 3374455| 3278.08| 5278.083| 3278083
s
organisasi
ptmakas Kuafis | - Porsentase 041 Peaywlessian Ferweatane (4] gt 0] E s % 35| T196.016| 1398.826| 1398.826| 1398879
Petay o Dan Kinerga |Kinerja Lembaga perkars per
Penanganan Perkara  |Penegak Hukum indak pidann umum,
Kejakaun perkann tindak piduan
kb dan perkr
pordata da tata usahia
—
Femngkatan sate Porsontass ) penyelorainn £ W[ 0| 90| 90| 16303  15303| 15303 16303
pengmwasan melekat,  [laporan pengaduan yang
terpadu, copa, wpat dan [ditindaklanjuts
meny ehuruiy
Telacakan Aoet dan Torsentans () bl priscakan E EJ % o[ 70| a9107|  52634|  2.694| 52634
[bucooan tindak pidena  [ssec dan buronan tindak pilana
Tenanganan Pomulian | - Persentase (4] target ) 7o 70 7 75| 7407 11407 11407 11407
Aset yang efokifdan  |pemuliban wset
untabel terkeit tmdak
pidana
eradion Fersentome 9 Felayoann Miormast G [Fersetnss %) mut peloysaan % ) % %) %[ o17a|  91578|  9io78|  Pio78]
Masyacakas Sadar  [Masyacakot Sadar  [ponyubiban hukum
Hukum Dao Anti ukum
orupsi
B 6660101 PROGRAV.. [ KELUARAN PROGRAMES.
Dukungan Manwjemen 3316753| 3226.380| 3226.380| 3226.380|
dan Pelaiaanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kejaksann RI
Vievinghany Tl | - Perseniass i = 7] 3 3 E 3 14ea| 1463|1463 1467
o ;
1 1 1 1 1 8098| 8098|098 8098
I—z R
s
1680 [Pelayanan Praywennan [Terlakaananya 5560]  9860| 9560  9560]
Pecaturan Perundung.  [pemberinn
Undungan dan Kega [pertimbangan hulum
[ Soma Hukoum kepada sataan
forganisas Krjaksnan
instans:
pemerintab, serta turut
imelakukan peaclashan
[dan peayusunan
perumusan peeaturan
porundang - undangan
dan pembinan
bubungnn deognn
lembags negara,
lembaga pemerstat
Eh ik Kegiatan Terja s Bk Taporan Kerga sama B 1] T T T T Tis8|  Lass| 138|113
Kerja Swna Hukum — [untuk penywsinan
Luar Negeri dnn kesepalkntan MIA rangin
dun
s tindak pidana
e yeug
ocgeri
i Pentlantian | - Reoe ama Feramn ik rancangan mora dan 3] 3 3] 7] 3 Ti4s]  Tias|  Tids|  L1d8]
dm Perancangen  |Perundang-undangn  [peraturen
Peraturan Perundang [yang dilakukan
Undangm Penclashan
Operasional Atnse |~ Oprrasional Amse Fulon Layanm 1| 2 12 1] T ean|  62m| 6| 637
 Teknis Kejaksaan Rl [Toknis Kejoksasn Rl pada
pada Perwakilm Perwakilan Indonesia di
indonesia i luar  |Luar Nogesi
Nogers
Temgelotann Tengelotamn Talan Layanan | e e e T3 o0a1a| 031 0314|0314
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1080 [Peachtian dan 2789 3.500] 3.500] 35500]
Pengemboangen
Kejoksoan Republik
indonesia

Terlakeananya Kegiatan
Penettian, Pengkayian.

Perundang-Undungen
[dan Kebijakaanann
yang Ditetapkan Oleh

jato
Kogintan Penclican, | - Pencitian, pengkajian, | - Jamiah laporan peehtian dan 18} 18 8 18} 18 2789 3500 3500 3500
Penghajiom,
Pengembangan. fkerasama keibmuan dan

Kerjwsoma Keidmuan — [kegatan iimish lainya
dan Kegioton minh  |yong berkaitan dengan
Lainnya

5.639| 5821 S821 5821
083 - A Keaian 5.639) 5821 S8 5831
Peagembangan Dalam Peayispan
1 Organisasi A
o Tata Loksana, Pengembangan
Peagolahan Data serta  [Mansgemen, Organisesi
Pemuntanan das o Tutalaksana di
Penilainn. jom Kejoksaan
[Sertas Bvaluasi don
Monito:
[Rencana Kesja dan.
Penyediann Data
inventarisasi
Peabanguasn
i aatuan kerja
Kejaknann
20
Jumlah Pecaturan Feratiran Perundang. | - Peratiran 1] 1 1 1 T 1154 1259 1259 1359
undsngon
yang terknit [Satuan Kerja Baru
enyempumaan
organisesi dun tata
“Jumiah Dokumen | - Dokumen Rencana “Dokumen T T 1 T T 3326 301 3401 3401
Rencana Kegja don [ Kerya down Anggaran
|Anggaran Kejaksaan R [Kejaksasn R
~Taporan Pemantiuen | - Laporan Temantousn | - Pelporan T T T T T 0.802] 0802 G.802 6.803)
dan Penilsian Terhadap |terhadap pelaksanain
Rencans f
Kerja.
Taporan Hasl Taporan Has Felaporan T T T T T 0.357 0.359) 0.359) 0359
Data yang Data yang.
erkait deagan erkait deagan
Rencan
dan Progeam Kecja,  |Progmm Kesja,
Tata Tata
Laksana Laksana
13| 13 13| 13| 13| 2708.335| 2738.395| 3738.335| 2738.235
085 |Peisyanan [Penyinpan Rumumn 63763 ea.763|  6a.763|  62.163
Kobij Toknis
Kejaksaan K, Pinpines, [di Bidag
2 e Umum
Keomanun dan Bina  [dan Pimpinan,
Kescjahteraan Pegawai  [Kerum amn,
[Keamanan Dalam dan
Bina Kescjabter:
Berupa Pemberian
Bimbingan, Pembinasn
[dan Pengamanan
Teknia;
Folayanan ~ Pelayanan Bulan Lay e 12| 13 13 13| 12| 3343 3342 3343 3343
Keamanan, Protokoler, [Keamanan, Protokoler,
Bina Kessjabtersan jina K aan
Pegawai, dan Panpinan [Pegawai, dan Pmpinan.
Tayanan Perkantornn | - Layanan Perknatoraa | - Bulan Layanes 13} 13 13 e 13| ©9.420|  59.430|  59.430|  69.420|
084 Pembinana dan Kuakitas 25.990] 25.990] 25.990[  25.990]
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Pengelolaon Pembinann Pengelolann [~ Pemeauban [Pemenuban Kebutahan | - Bulan Layanan 1] 12] 12| 12| 2] 5.020] 5.020] 5.020] 5.020]
i Kebutuhan Pokok Pokok Pegawi Kejaksuan
€1 Kekagaan Milik Nogarn |Peganvas Kejoksaan R1. [R1
Ivang Menjadi Tanggung
[rawab Kejaksaan " Layanan Perkantoran | - Layanan Perkantoran | - Bulan Layansn 13| 12} 13| 12| 12 20.490| 20490 20.490| 20.490|
Operamonal ULF dan | - Operwsional ULF dan | - Bulan Layanes 12} 13 13 12 ] 0.480) G.a%0| G480 G.a80|
LPSE LpSE
1090 |Dukungen Maoajemen | - Pelaksansan 7649.483| 2649.483| 2649.483| 2649.483

o Dukungen Tekais — |Koordinas Dengan
Lainnya Jakso Agung  [Semua Satuan Keeja
Muda Pembinaan di - |Dalm Rangka
Kejagung, Kejoti., Kejari [Penyiapan Rumusan
dno Cabjari Rencana dan Program

(wset megara yuog
dimitic Kejoknana).
pembayaran

e dan jasa tistsk,
telephone dan air, dan
kebutuhon luin guna

incnunjung opermsional
| pockantoran
Fumiah Pelryanmn  [Pelayanan “Buln Layanen 13 13} 13| B[ 13| O®se|  O®%6|  0.66| 0859
& di bideng,
ok ok
|Agung Muda Pembinaen
Pem binaan
Oper sssonal [Laysnsn Perkantoran - Bulan Layanso. 12 12 12| 12 12| 2648.627| 2648.627| 2648.627| 2648.627

Pemeliharaan Kastor
dan Pelaganan
Birokersi termasuk Gogi

[dan Tuojangan di
Kejoti, Kejari, don
| Cabjari

[ ELUARAN PROGRAM ES | INDIRATOR KELUARANES.

"

Pengeloiaan | - ope 80| 80| 90| 90 90| 389.204 391,937 391.937| 391.937
Keungan angouvan
Ferwentane PNBF yang optamal E5 I I S S

082 [Fembiman Peagelolaan ya Kunbitas | 1 Il 389.204| 391937| 391937 391937
=
[Kenangan dan |Pembinann Pengelolann [Layanan Perkantoran  |Layanan Perkantoran Bulan Layanan 12 12 12| 12] 12 376.943] 376.943| 376.943 376.943]
u [Keuangan dan PNPE
ukan Pajak Kejaksana Taporen Pengelotoan [Laporas Peagelolans | Loporan 13 13| 13| 7 13| 9911|1081 10.819] 10819
& Kenangsn [Kenangan
Laporan Pengelolsan _|Laporan Peagelolaan ~Laporan 13| 12} 13| 13| 12 2.350) a.175] @.175] 4.175]
N
Bukan Pajak Kejaksaan [Bukan Pajak Kejaksasn
[ SASARAN PROGRAM 2. ENDIKATOR SASARAN | KELUARAN PROGRAM ES (INDIKATOR KELUARAN ES1
| PROGEAM :
~Tenoudnga Aereniae "~ Teknology informast ereniase (%] sistern mfonmest 70) 70} 50| )| B0|  35.548|  35.348|  35.548|  35.948
Kejaksaan databrase i .
herbasis Teknologi
| TS [EELUARAN KEGIATAN ES | INDIATOR KELUARAN ES 7
2
TOBS [Fenyagan Dt Stis [Tersedinnya Bass Dan 35.348|  35.948|  95.048|  35.348|
[ Kriminal dan Teknologi |yang Dapat jikan
Informasi Informasi Data Perkara
[Sec ara Akurat, Lenghkap
Dol Rangka
Mesvujudion
Penanganan Perknza
Sccara Cepat dan
[Akuntabel Serta Dapat
Dinkses Masyarkat
elolann Data [Sistem Informasi. Sistem infonm asi 1 1 1] 1] 1| 35348 35.348 35.348 35.348
Statistik Kriminal fuengenai data perkara
Porkara jonia
din Pengembangon  [pe
 Toknologi Sistem termasule KDRT, porkarn
informasi anak dan perkars lainuya
(statistk krminal)
[ DDIKATOR SASAFAN.
| PROGRAM -
Ve Perentawe Fermbinac din Tororan Pengelotacs 13 T3] 13| 13} 13| 30873 90.573| 30.8573| 30873
e rhualitees sesuai analisis beban kerja.
ke butuhan
- persentase pola
| musast, promosi
- Persentase ielang
fabatar
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081 [Pembinasn dan [Menmpkataya Ruakites 30572] 0572|0673 30573

Pengeloln Pembinasn

inn & ian Meliputi
ejogungs, Kejoti, Kejuri [Rekrutmen Pegawsi,
o Cabjers jenjang Karier dan
Mutasi Pegawai
Tiporn manajemen  |Laporan manajoaen Taporan | 13 13 13 12| 90573 30673  30573] 30572
ian dan ian dan

| NDIKATOR KELUARANES ]

7y [Ferseniane (4] Asel | Perangeanan Fermulian | Perseniase () Awel g 7o) 7o) 7o) 7| 78| 7.407| 11407  11.407| 11407
terhadap |yang dipubhkan | Avet yang efektif dan | dipulinkan

Jakuntabel terkalf tindak
|pidana

| DDIEATOR KELUARANESZ |
5376 7407 11.407| 11.407| 11407
Peayelessian Pemuliban [Tindakan Penyslamatan
[Anet yong terkait ibon Avet
[perkera yang dikaitken deagsn

Upaya Peayclessian
[Tindak Kejabatan

dateam Bl Harta Benda
kepada Korban den
atara Negarn secarm

foktif, Efimien,
ITranspaan daa
[picuntabel

Penanganan Pemuliban | - Jumiah Laporan. “Taporan 1 1 T 1 T 7144| 10377  10377| 10377
|Aset yang terkast Penanganan Pemulihan
a i Kejahat

Hosil Kejabatan

Felayanan Bulan Layanan 13| 12 13 13| 13| 0363 1.030| 1.630| 1,030
Ketatausubaan don
[Birokensi serta
Rencana

Program Kerja don.
Anggaran pada Pusat
i Anet

[Sarana dan Prasarana

| Aparatur Kejaksaan RI
(A
Kinerfa - a0) a0 5| 50] BO| 955.055| 488.308| 488.308| 488.308
| aparatur Kejaksaan | prasarana gedung cr
dengan didukung kandor, rumah dincs,
pang memadai seria sarana
b
52 | ez
60T = ==
|/ Peninghkatan K Bermotor_ —unst
Prasarana [scturub Indonesia Prasarana Gedung Perangkat Pengolah Data | - unit
[Kejaksnan RU dengan didukung oleh  |Kantor, rumah jabatan |dan Komunikasi
[sarana dan prasarana  funtuk aparatur [Peralatan dan Fasilitas -t 9678 967 9671 9678 46.449) 43.034] 43.034] 43.034]
|vang memndai guoa | Kejaknann di duersh,
00|

kelancaran Kendarnan Operasional [Godung/Danganan. w2 77353 77362 77353| 77353| 77352| 210261 3 324.100|  324.100|
| o792.5a1| 69a1.068] 6941068 6941068
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